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Redaksi 


Demokrasi  bagaimanapun  akan  selalu  inerupakan  kenyataan  sejarah.  De- 
inokrasi  terjadi  dalam  sejarah.  Tidak  ada  demokrasi  murni.  Demokrasi  selalu 
akan  berada  di  antara  cita-cita  dan  kenyataan.  Pembangunan  demokrasi  tidak 
berarti  dan  tidak  ditujukan  untuk  menciptakan  surga  di  dunia.  Pembangunan 
demokrasi  adalah  untuk  membuat  kehidupan  manusia  di  dunia  ini  makin  ber- 
budaya,  yaitu  memberikan  peluang  yang  makin  baik  bagi  manusia  untuk 
menibangun  dan  mengembangkan  dirinya  bersama  dengan  sesamanya. 

Pertumbuhan  institusi  dan  birokrasi  di  Indonesia  telah  membangkitkan 
kembali  diskusi  tentang  pembangunan  demokrasi  di  Indonesia.  Dari  diskusi 
tersebut  terungkap  perbedaan  tanggapan  terhadap  munculnya  institusi  dan 
meluasnya  birokrasi.  Adanya  perbedaan  tanggapan  tentu  disebabkan  bebe- 
rapa  faktor  tertentu,  apakah  itu  menyangkut  titik  tolak  pemikiran,  ketidak- 
tahuan  maupun  perbedaan  penafsiran.  Dengan  demikian  untuk  membangun 
demokrasi  secara  man  tap  pemahaman  mengenai  berbagai  permasalahan  yang 
menyangkut  demokrasi  sangat  penting.  Dengan  pemahaman  yang  mendalam 
diharapkan  kesatuan  bahasa  dan  selanjutnya  kesatuan  derap  langkah  dalam 
membangun  demokrasi  dapat  tercipta  lanpa  harus  mengalami  perlambatan 
yang  tidak  perlu. 

Membangun  Demokrasi  di  Indonesia  merupakan  fokus  ANALISA  bulan 
.Aaustus  1984  dengan  menurunkan  empat  buah  tulisan.  Dalam  karangan  yang 
ipertama,  SUDIBJO  membahas  tentang  adanya  tiga  tahap  di  dalam  pemba- 
I  ngunan  demokrasi  di  Indonesia.  Dalam  kajiarinya  penults  ini  mengemukakan 
I  bahwa  Indonesia  dewasa  ini  belum  berada  dalam  tahap  terakhir  pembangunan 
t  demokrasi,  walaupun  terlihat  perkembangan  yang  kontinu.  Perkembangan 
I  demokrasi  pada  dewasa  ini  merupakan  mata  rantai  dari  perkembangan  de- 
imokrasi  pada  masa  yang  lainpau  dan  demikian  juga  akan  mempengaruhi 
I  perkembangan  demokrasi  pada  masa-masa  yang  akan  datang. 
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Perbedaan  langgapan  terhaclap  penibangunan  deinokrasi  di  Indonesia  sa- 
ngat  inungkin  karena  adanya  perbedaan  dalani  pengerlian  niengenai  denio- 
krasi  ilu  sendiri.  Sanipai  saat  ini  terdapat  berniacain  isfi/ah  deniokrasi  seperli, 
de/nokrasi  konslilusional,  deniokrasi  Ainerika,  deinokrasi  nasional,  denio- 
krasi sosial,  deniokrasi  parlenienler,  deniokrasi  politik  dan  deniokrasi  eko- 
nonii.  Untuk  dapat  niengerti  secara  lebih  niendalani  niengenai  Deinokrasi  di 
Indonesia  inaka  Oct.  Ovy  NDOUK  dalain  lulisan  yang  kedua  inenibahas  se- 
I  vara  (erperinci  pengerlian  deinokrasi.  Dalain  peinbahasannya  penulis  ine- 
ngeinukakan  secara  kronologis  perkenibangan  deinokrasi  di  Indonesia. 

Perkenibangan  deinokrasi  dan  penibangunan  deniokrasi  akan  ternianifes- 
tasi  dalain  perkenibangan  organisasi  sosial  dan  partai  politik.  Sehubungan 
dengan  ini  J.  KRISTIADI  secara  terperinci  inenibahas  sejarah  perkenibangan 
organisasi  sosial  dan  partai  politik  di  Indonesia.  Dengan  uraian  yang  cukup 
terperinci  dalain  tulisan  ini  jelas  diperlukan  arah  dan  perkenibangan  organi- 
sasi sosial  dan  partai  politik  di  Indonesia  serta  faktor-faktor  yang  ineinpe- 
ngarulii  perkenibangan  tersebut. 

Sekarang  kita  berada  aalain  era  Orde  Barn,  Orde  Penibangunan.  Dalain 
kaitaii  ini  H.  Anton  DJAWAMAKV,  secara  kliusus  inenibahas  dialektika 
struktur  dan  kultur  dalain  proses  peinbaharuan  politik  Orde  Baru.  Peina- 
hainan  peinbaharuan  politik  dan/atau  penibangunan  deinokrasi  tentu  tidak 
terlepas  dari  kultur.  Dialektika  struktur  dan  kultur  politik  niewujudkan  sistein 
politik  yang  berlangsung  terus-inenerus.  Kehidupan  pdlitik  adalah  inanifestasi 
kultur  politik  dan  struktur  politik  inerupakan  niesin  kehidupan  politik.  De- 
ngan deinikian  kehidupan  politik  yang  sehat  juga  ditentukan  oleh  berfungsi- 
nya  struktur  politik  yang  inendukungnya. 


Agustus  1984 


REDAKSI 


Tiga  Tahap  di  dalam 
Pembangunan  Demokrasi 

di  Indonesia 


SUDIBJO* 


Pertumbuhan  institusionalisasi  dan  birokratisasi  tampaknya  telah  mem- 
bangkitkan  kembali  diskusi  di  sekitar  pembangunan  demokrasi  di  Indonesia. 
Ada  pendapat  yang  mengatakan  munculnya  institusi  dan  meluasnya  pengaruh 
birokrasi  berarti  terhentinya  demokratisasi,  sekurang-kurangnya  sebagai  an- 
caman  perkembangan  pembangunan  demokrasi.'  Pendapat  lain  mengemuka- 
kan  bahwa  proses  institusionalisasi  dan  birokratisasi  merupakan  elemen  yang 
esensial  bagi  pembangunan  masyarakat  yang  sedang  mengalami  transisi  dari 
suasana  tradisional  menuju  ke  suasana  yang  lebih  maju,  sehingga  dengan 
mempertentangkan  hal  tersebut  dengan  pembangunan  demokrasi  adalah  tidak 
relevan. 

Memperhatikan  gejala  seperti  itu,  pada  tempatnyalah  apabila  dikembang- 
kan  usaha  pendalaman  secara  analitis  mengenai  pembangunan  demokrasi  di 
Indonesia,  dengan  harapan  bahwa  diskusi  dan  kontroversi  di  sekitar  masalah 
demokratisasi  itu  tidak  akan  mencuat  keluar  dari  proporsi  yang  sewajarnya, 
sebaliknya  justru  dapat  merupakan  proses  yang  memperkaya  dan  memper- 
kuat  pembangunan  demokrasi  di  negara  kita  ini. 


DEMOKRASI:  EVOLUSI  DAN  HISTORI 

Adanya  pertentangan  pendapat  yang  tajam  dan  dogmatik  antara  pengan- 
jur  demokrasi  dan  pendekar  birokrasi  kiranya  sudah  tidak  mengherankan 

*Staf  CSIS. 

'Lihat  Abdulgani,  Roeslan,  "Menyongsong  Hari  Proklamasi  Kemcrdckaan  ke-39,"  Mercleka, 
10  Agustus  1984.  Dia  mengatakan  antara  lain:-"Kini  aparat  sipil  dan  militer  sudah  Icngkap. 
Maiahan  kalau  tidak  dikendalikan  birokrasi  kita  dapat  menjadi  suatu  oktopus  raksasa  yan^ 
membelit  dan  menyumbat  kebebasan  rakyat  kita." 
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lagi,  dan  pada  hakikatnya  memang  merupakan  suatu  kontroversi  klasik  an- 
tara  mereka  yang  menekankan  kebebasan  dan  aspirasi  di  salu  pihak  dan  ke- 
bersamaan  dan  struktur  di  lain  pihak. 

Pertentangan  seperti  itu  timbul  karena  kedua  pihak  bersikap  dogmatik. 
Satu  aspek  kenyataan  itu  sendiri.  Para  ahh  ilniu  pikir  akan  menamakan  sikap 
itu  sebagai  pelanggaran  dalil  penalaran  yang  dikenal  sebagai  "pars  pro  loio." 
Orang  Jawa  akan  menyebutnya  "hanggebyah  uyah. " 

Kontroversi  yang  berlarut  dan  makin  menajam  antara  dua  ahran  yang 
tidak  realistik  itu  kiranya  menjadi  sebab  tumbuhnya  pendapat  mengenai 
demokrasi  yang  harus  dibangun  didasarkan  pada  sikap  "Reahsme."  Pem- 
bahasan  tentang  pembangunan  demokrasi  kiranya  perlu  pula  ditempatkan  di 
dalam  konteks  realisme  seperti  itu.  Berdiskusi  mengenai  pembangunan  de- 
mokrasi harus  selalu  menyadari  bahwa  di  dalamnya  terkait  masalah  evolusi 
dan  histori. 

Demokrasi  bagaimanapun  akan  selalu  merupakan  kenyataan  sejarah. 
Demokrasi  terjadi  dalam  sejarah.  Tidak  ada  demokrasi  murni.  Demokrasi  se- 
lalu akan  berada  di  antara  cita-cita  dan  kenyataan.  Pembangunan  demokrasi 
tidak  berarti  menciptakan  surga  di  dunia.  Pembangunan  demokrasi  adalah 
membuat  kehidupan  manusia  di  dunia  ini  makin  berbudaya,  yaitu  memberi- 
kan  kemungkinan  yang  makin  baik  bagi  manusia  untuk  membangun  dan 
mengembangkan  dirinya  bersama  dengan  sesamanya. 

Demokrasi  menyangkut  harkat  dan  martabat  manusia,  oleh  karena  itu 
sebagai  halnya  manusia  yang  menyejarah,  maka  demokrasi  akan  bersifat 
menyejarah,  karena  demokrasi  akan  selalu  melekat  pada  perkembangan  ma- 
nusia dan  dilakukan  secara  sadar,  seperti  halnya  politik,  ekonomi,  agama, 
iman  dan  sebagainya. 

Di  dalam  menyejarah  itulah  terjadi  kontinuitas  dan  evolusi.  Kontinuitas 
karena  perkembangan  demokrasi  pada  dewasa  ini  merupakan  mata  rantai  dari 
perkembangan  demokrasi  pada  masa  yang  lampau  dan  demikian  juga  akan 
mempengaruhi  perkembangan  demokrasi  pada  masa-masa  yang  akan  datai]g. 
Jadi  ada  kesinambungan  antara  kelampauan,  kekinian  dan  keakanan.  Namun 
demikian,  di  dalam  perjalanan  tersebut  demokrasi  akan  selalu  terkait  pada 
perkembangan  manusia  dan  waktu,  oleh  karena  itu  juga  bersifat  evolutif.  Dari 
yang  sederhana  berkembang  menjadi  semakin  jclas,  semakin  konkrit,  scmakin 
mewujud,  semakin  baik,  semakin  mcluas,  scmakin  scmpurna  dan  setcrusnya. 
Meskipun  harus  telap  diakui  bahwa  perjalanan  menuju  kesempurnaan  itu 
tidak  sckclika  tercapai,  karena  manusia  mempunyai  kcmerdekaan  dan  kc- 
terbatasan.  Di  dalam  scjaraii  manusia  terbukli  bahwa  sckali  manusia  lampil  di 
dalam  sejarah  maka  di  sini  Icrjadilah  proses  kcmerdekaan.  Di  sinilah  dapat 
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terjadi  sinipang  sejarah,  sebab  manusia  mampu  memilih:  mengarah  kepada 
kehancuran  atau  mengarah  kepada  penyempurnaan  kemanusiaan.  Hal  ini 
mempunyai  implikasi  atas  pelaksanaan  demokrasi,  termasuk  demokrasi  di  In- 
donesia. 

Sementara  itu  demokrasi  dewasa  ini  sudah  menjadi  problem  semantik 
tersendiri:  semua  menggunakan  istilah  demokrasi,  berdasarkan  pengertiannya 
masing-masing.  Ada  demokrasi  Amerika,  demokrasi  rakyat,  demokrasi  na- 
sional,  demokrasi  sosial  dan  lain  sebagainya. 

DEMOKRASI:  ISI  DAN  WADAH^ 

Seperti  halnya  kita  mengenal  demokrasi  sebagai  proses  kemerdekaan  dan 
keterbatasan,  yang  selalu  berlangsung  dalam  evolusi  dan  histori,  ia  pun  dapat 
dilihat  sebagai  isi  dan  wadah.  Sebagai  isi,  demokrasi  merupakan  ide  atau  cita- 
cita.  Di  sini  ia  menitikberatkan  dirinya  sebagai  cita-cita  kemanusiaan,  yang 
juga  dapat  disebut  sebagai  suatu  aspirasi  manusia.  Cita-cita  yang  mengingin- 
kan  persamaan  hak  dan  kewajiban  dalam  kehidupan  dan  penghidupan,  demi 
tercapainya  masyarakat  yang  berkeadilan,  tertata  (teratur),  aman  dan  ten- 
teram.  Cita-cita  yang  menginginkan  terlaksananya  asas  dari  rakyat,  oleh 
rakyat  dan  untuk  rakyat.  Sedangkan  demokrasi  sebagai  wadah  merupakan 
perangkat-perangkat  dalam  bentuk  institusi-institusi  yang  dipergunakan  se- 
bagai alat  atau  sarana  untuk  mencapai  cita-cita  itu. 

Di  dalam  sejarah  umat  manusia,  ide  demokrasi  muncul  dan  berkembang 
sebagai  akibat  tuntutan  rakyat  akan  persamaan  hak  dan  kesempatan  untuk 
menjalani  kehidupan.  Tuntutan  akan  persamaan  itu  adalah  inti  yang  memacu 
gagasan  demokrasi  karena  melekat  dalam  kodrat  manusia.  Demokrasi  meng- 
alami  penyesuaian  dan  perkembangan  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  diperlu- 
kan.  Dengan  kata  lain  demokrasi  akan  selalu  berbeda-beda  menurut  tempat 


'Lihat  Benn,  S.I.,  dan  Peters,  R.S.,  The  Principles  of  Political  Thoughl  (New  York:  Collier 
Books,  1964),  hal.  393-421.  Di  dalam  buku  ini  disebutkan  bahwa  demokrasi  itu  adalah  ide  dan 
juga  lembaga-lembaga  atau  cara-cara  yang  dipakai  untuk  melaksanakan  ide. 

^Lihai  Budiardjo,  Miriam,  Dasar-dasar  Ilnni  Polilik  (Jakarta:  Gramedia,  1977),  hal.  53. 
Demokrasi  lidak  merupakan  sesuatu  yang  statis,  dan  dalam  abad  ke-20,  terutama  sesudah  Perang 
Dunia  II  negara  demokratis  telah  melepaskan  pandangan  bahwa  peranan  negara  hanya  terbatas 
pada  mengurus  kepentingan  bersama.  Sekarang  dianggap  bahwa  negara  turut  bertanggung  jawab 
atas  kesejahteraan  rakyat  dan  karena  itu  harus  aktif  berusaha  untuk  menaikkan  taraf  kehidupan 
warga  negaranya.  Gagasan  ini  tertuang  dalam  konsep  mengenai  Welfare  State  (Negara  Kese- 
jahteraan) atau  Social  Service  State.  Demokrasi  dalam  abad  kc-20  tidak  lagi  membatasi  diri  pada 
aspek  politik  saja  seperti  dalam  abad  ke-I9,  tetapi  meluas  mencakup  juga  segi-segi  ekonomi  se- 
hingga  demokrasi  menjadi  demokrasi  ekonomis.  Perkembangan  ini  telah  terjadi  sccara  pragmatis 
sebagai  hasil  dari  usaha  mengatasi  tantangan-tantangan  yang  dihadapi  dalam  abad  ke-20.  Lagi 
pula  perkembangan  ini  telah  terlaksana  secara  cvolusioner. 


552 


ANALISA  1984  -8 


dan  waktu.  Tidak  akan  dijumpai  suatu  kesamaan  dalam  segala  hal  bagi  semua 
negara.  Itu  tergantung  dari  lingkungan  sosial  suatu  masyarakat  tertentu. 
Dalam  rangka  itulah  banyak  rumusan  dan  istilah  dibuatnya  untuk  menjelas- 
kan  arti  demokrasi  sebagai  isi.^ 

Karena  demokrasi  juga  merupakan  bagian  dari  kehidupan  manusia,  maka 
ia  selalu  terbatas.  Demikian  halnya  cita-cita  yang  menginginkan  keteraturan, 
jelas  ada  tatanan-tatanan  yang  perlu  dijadikan  acuan.  Tatanan-tatanan  ini  an- 
tara  lain  yang  "ikut  membatasi  demokrasi."  Demokrasi  ternyata  memerlukan 
adanya  struktur.  Demikian  halnya  dalam  demokrasi  di  Indonesia  (Demokrasi 
Pancasila).  Demokrasi  bukan  sekehendaknya  sendiri.  Demokrasi  bukan 
sekedar  tata-cara  atau  mekanisme  pengambilan  keputusan  dalam  musyawarah 
perwakilan  saja,  tetapi  harus  merupakan  cara  berpikir,  cara  bermusyawarah 
dan  cara  bertindak  dengan  berorientasi  kepada  kepentingan  rakyat  dan  usaha 
mendapatkan  hasil  yang  sebaik  dan  sekaligus  sebesar  mungkin, 

Dalam  usaha  mencapai  cita-cita  demokrasi  tersebut  diperlukan  perangkat 
aturan  atau  tatanan  yang  dihimpun  dalam  suatu  bentuk  atau  wadah.  Maka 
demokrasi  sebagai  wadah  tiada  lain  adalah  tempat  penyalur  aspirasi-aspirasi 
ataupun  hak,  yang  berbentuk  institusi-institusi,  seperti  partai-partai  politik, 
Golongan  Karya,  organisasi  kemasyarakatan,  organisasi  fungsional,  media 
massa,  pemilihan  umum  serta  lembaga-lembaga  lain  seperti  DPR/MPR. 
Bermacam-macamnya  wadah  yang  disertai  dengan  sifat-sifat  khusus  itu,  di 
sarnping  memang  menunjukkan  kebhinnekaan,  dan  tidak  jarang  dapat  me- 
nimbulkan  permasalahan  yang  dapat  menghambat  jalannya  demokrasi.  Oleh 
karena  itu  sudah  seyogyanyalah  bila  hubungan  kerja  antar  wadah-wadah  itu 
ditata,  sehingga  jelas  baik  fungsi  maupun  kedudukannya.^ 

Dalam  kerangka  ini  pun  demokrasi  dapat  diartikan  sebagai  cara-cara  (tata 
cara)  untuk  menyalurkan  pendapat  atau  keinginan  dalam  rangka  pencapaian 
tujuan  demokrasi,  termasuk  di  dalamnya  tata  cara  pengambilan  keputusan. 
Hal  yang  demikian  ini  biasa  disebut  cara-cara  demokratis.  Ada  dikenal 
pemilihan  umum,  referendum,  musyawarah,  suara  mayoritas,  suara  mi- 
noritas,  demonstrasi  bahkan  pemogokan,  sebagai  cara-cara  untuk  menya- 
lurkan aspirasi  atau  pendapat.  Namun  demikian,  ada  kalangan  yang  berpen- 

'Muncul  istilah-islilah  demokrasi  konstitusional,  demokrasi  rakyat,  demokrasi  proletar, 
demokrasi  nasional.  Lihal  Benn,  S.l.  &  Peters,  R.S.,  op.  cil.;  Curtis,  Michel  (ed.),  The  Great 
Political  Theories  (New  York:  Avon,  1973). 

^Lihat  sambutan  Presiden  Soeharto  pada  Pcmbukaan  Munas  ke-1  Golongan  Karya,  tanggal  4 
September  1973  di  Surabaya.  Dalam  kesempatan  itu  Presiden  Soeharto  mengatakan  antara  lain 
bahwa  Partai  Politik  dan  Golongan  Karya  bukan  hanya  inempunyai  hak  hidup  dalam  kehidupan 
demokrasi  berdasarkan  Pancasila,  malahan  di  samping  itu  ia  merupakan  kebutuhan  mutlak 
sebagai  wadah  penyaluran  aspirasi-aspirasi  rakyat  dan  sarana  pembinaan  kesadaran  politik 
masyarakat. 
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dapat  bahwa  tidak  semua  cara  itu  dapat  disebut  sebagai  cara  demokr'atis, 
karena  cara  tersebut  justru  sering  mengganggu  tercapainya  cita-cita 
demokrasi.  Setiap  negara  mempunyai  corak-corak  tersendiri,  dan  boleh 
dikatakan  mempunyai  ciri-ciri  khusus  sendiri.  Sehubungan  dengan  cara-cara 
inilah  kita  kenal  demokrasi  parlementer,  demokrasi  Pancasila,'  demokrasi 
rakyat,  demokrasi  nasional  dan  Iain-lain. 

Jadi  demokrasi  bukan  hanya  sebagai  cita-cita,  tetapi  juga  alat  atau  sarana 
untuk  mencapai  cita-cita  tersebut.  Oleh  karenanya  wadah  harus  memuat  isi, 
dan  sebaliknya  isi  harus  berada  dalam  wadahnya.  Wadahnya  harus  demo- 
kratis,  demikian  halnya  isinya  juga  harus  demokratis.  Demokrasi  merupakan 
manifestasi  dari  apa  yang  disebut  "Geist  im  Welt." 

DEMOKRASI  INDONESIA:  DINAMIK  DAN  INTEGRALISTIK 

Apakah  ciri-ciri  demokrasi  yang  kita  bangun  di  Indonesia  ini?  Demokrasi 
Indonesia  adalah  demokrasi  yang  sifatnya  dinamik  dan  integralistik. 

Dinamik,  karena  demokrasi  merupakan  bagian  dari  perjuangan  bangsa. 
Berbicara  mengenai  demokrasi  Indonesia  tidak  dapat  dilepaskan  dari  per- 
juangan bangsa  Indonesia.^ 

Integralistik,^  karena  demokrasi  Indonesia  itu  mengatasi  segala  paham 
golongan  dan  perseorangan,  meliputi  seluruh  tumpah  darah  dan  melindungi 
segenap  warga  negara,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  memajukan  kese- 
jahteraan  umum  dan  ikut  serta  melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan 
kepada  kemerdekaan  abadi,  perdamaian  dan  keadilan  sosial.  Sedangkan  isi 
demokrasi  yang  kita  perjuangkan  itu,  mengandung  aspek-aspek  ideologi, 
politik,  ekonomi,  sosial  budaya  dan  pertahanan  keamanan  bangsa.  Karena 
itulah  kita  berbicara  mengenai  demokrasi  politik,  demokrasi  ekonomi  dan 
demokrasi  kebudayaan,  sebagai  cita-cita  yang  ingin  kita  wujudkan. 

Isi  hakiki  demokrasi  Indonesia  adalah  Pancasila.  Demokrasi  Indonesia 
adalah  demokrasi  yang  berkebudayaan. 


'Khusus  mengenai  cara-cara  untuk  menyalurkan  pendapat  berdasarkan  demokrasi  Pancasila 
lihat  Pandangan  Presiden  Soeharlo  tenlang  Pancasila,  Jakarta,  CSIS,  1976,  hal.  58-70. 

'Lihat  Pembukaan  UUD  1945  alinea  kedua. 

^Lihat  Pembukaan  UUD  1945  alinea  keempat.  Sefanjutnya  lihat  Yamin,  Muh.,  Naskah  Per- 
siapan  Undang-Undang  Dasar  1945,  Jilid  I,  Jakarta,  Prapanca,  1959,  hal.  1 13.  Anggota  BPUPKl 
Supomo  pada  pidato  tanggal  31  Mei  1945  mengatakan  antara  lain:  "Maka  teranglah  tuan-tuan 
yang  terhormat,  bahwa  jika  kita  hendak  mendirikan  Negara  Indonesia  yang  sesuai  dengan 
keistimewaan  sifat  dan  corak  masyarakat  Indonesia,  maka  negara  kita  harus  berdasar  atas  aliran 
pikiran  (Staatsidee)  negara  yang  iniegralislik,  negara  yang  bersaln  dengan  seluruh  rakyatnya, 
yang  mengatasi  seluruh  golongan-golongannya  dalam  lapangan  apa  pun. 
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Pembangunan  demokrasi  di  Indonesia  meliputi  hal-hal  itu  semua.  Ini 
berarti  masalahnya  tidak  sederhana,  melainkan  kompleks  dan  saling  mengait. 

.  Demokrasi  yang  dinamik  integralistik  seperti  itu  tetap  dapai  disebut 
sebagai  demokrasi,  karena  mengandung  aspirasi-aspirasi  kemanusiaan  yang 
liakiki.  Sekurang-kurangnya  demokrasi  yang  ingin  kita  bangun  itu  mengan- 
dung cita-cita  yang  secara  formal  didambakan  oleh  sistem  demokrasi,  yaitu 
memberikan  kemungkinan  yang  sebaik-baiknya  bagi  perkembangan  manusia. 
Demokrasi  yang  ingin  kita  bangun  itu  didasarkan  kepada:  Ketuhanan  Yang 
Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  Persatuan  Indonesia, 
Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  per- 
musyawaratan  perwakilan  serta  dengan  mewujudkan  kesejahieraan  bagi 
seluruh  rakyat  Indonesia.'  Di  dalam  demokrasi  Indonesia  itu  terkandung  per- 
juangan  'dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat. ' 

TIGA  TAHAP  DI  DALAM  PEMBANGUNAN  DEMOKRASI  DI  IN- 
DONESIA 

Evolusi  suatu  demokrasi  ditentukan  oleh  faktor-faktor  konkrit  yang 
membentuk  masyarakat.  Demikian  pula  evolusi  demokrasi  di  Indonesia  akan 
ditentukan  oleh  kondisi-kondisi  sosio-politik,  sosio-budaya  dan  sosio- 
ekonomi  masyarakatnya.  Proses  pertumbuhan  asas  'dari  rakyat,  oleh  rakyat, 
untuk  rakyat'  terjadi  sebagai  evolusi  seperti  itu  pula. 

Apabila  K.  Marx  berbicara  mengenai  'stages  of  capitalism,'  Lenin 
mengenai  'stages  of  revolution'  dan  Rostow  tentang  'stages  of  economic  devel- 
opment,'  kiranya  berdasarkan  kenyataan  dan  perkembangan  keadaan  di  In- 
donesia pada  khususnya  dan  negara-negara  sedang  berkenibang  pada  umum- 
nya,  maka  dapat  diungkapkan  adanya  tiga  tahap  di  dalam  perkembangan 
demokrasi  di  Indonesia.  Tiga  tahapan  itu  adalah: 

Tahap  (fase)  pertama  adalah:  dari  Pemerintah,  oleh  Pemerintah,  untuk  Rak- 
yat. 

Tahap  (fase)  kedua  adalah    :  dari  Pemerintah  bcrsama  Rakyat,  oleh  Peme- 
rintah bersama  Rakyat,  untuk  Rakyat. 

Tahap  (fase)  ketiga  adalah    :  dari  Rakyat  yang  didukung  Pemerintah,  oleh 

Rakyat  yang  didukung  Pemerintah,  untuk 
Rakyat. 


'Liliai  I'iilaio  Kcncgaraan  Pcjabal  Prcsidcii  Socliar(o  di  muka  Sidang  DPR-GR,  langgal  16 
Agustiis  1%7. 

^Lihnt  Rostow.  Wdli  Whitman,  The  Staves  of  Eiyynomic  Growth:  A  Nnn  Coininurtisi 
Manilvslit  (London:  Cambridge  University  Press,  1971);  Pnlilics  and  the  Sta/ies  of  Growth,  (Lon- 
don, Cambridge  University  Press,  1971). 
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Tahap  (Fase)  Pertama 

Pada  fase  pertama  peranan  pemerintah  menentukan.  Bagi  Indonesia  hal 
ini  merupakan  kenyataan.  Pembangunan  demokrasi  harus  beranjak  dari 
kenyataan  itu.  Demokrasi,  dalam  arti  pembangunan  politik,  ekonomi  dan 
sosial  budaya,  sepenuhnya  ditangani  oleh  pemerintah,  dari  pemerintah,  akan 
tetapi  harus  ditujukan  kepada  kepentingan  rakyat. 

Dalam  fase  pertama  ini  kedudukan  pemerintah  kuat,  perangkat  negara 
kuat,  yang  tampak  pada  periode  Pehta  I  dan  II.  Dalam  fase  ini  peranan 
pemerintah  dalam  tata  kehidupan  politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya  serta 
pertahanan  keamanan  dapat  disebut  sebagai  sesuatu  hal  yang  menentukan. 
Pemerintah  yang  mempersiapkan,  pemerintah  yang  berusaha,  pemerintah 
yang  membuat,  pemerintah  yang  membangunnya.  Peranan  pemerintah  dalam 
persiapan,  usaha,  pembuatan  maupun  pembangunan  pilar-pilar  untuk  kese- 
jahteraan  rakyat  sangat  besar,  meskipun  peranan  rakyat  pun  tidak  dapat 
diabaikan  begitu  saja.  Hal  ini  merupakan  akibat  logis  dari  kepercayaan  dan 
tanggung  jawab  yang  diberikan  kepada  pemerintah. 

Alasan  keamanan  nasional  ataupun  stabilitas  nasional,  yang  di  dalamnya 
tcrkait  masalah  ideologi  dan  politik,  sebagai  akibat  pengalaman-pengalaman 
masa-masa  sebelumnya,  termasuk  malapetaka  G-30-S/PKI,  tampaknya  meru- 
pakan faktor-faktor  yang  memaksa  pemerintah  untuk  bertindak  atau 
bcrpcrilaku  demikian.  Pengalaman-pengalaman  sejarah  masa  lampau  telah 
memberi  pelajaran  kepada  bangsa  dan  negara  Indonesia,  bahwa  pemerintah 
yang  lemah  ternyata  hanya  menjadi  bulan-bulanan  kekuatan  ideologi  dan 
politik.  Kabinet  jatuh  bangun  setiap  tahun,  pemberontakan  muncul  di  banyak 
tempat,  stabilitas  nasional  tidak  pernah  tercapai,  dan  akhirnya  pembangunan 
untuk  kcscjahteraan  ataupun  kemakmuran  rakyat  terbcngkelai.  Hal-hal  yang 
menjadi  tujuan  demokrasi  justru  semakin  jauh  letaknya.  Dalam  periode  itu 
banyak  pengambilan  keputusan  dikaitkan  dengan  masalah  stabilitas  nasional 
maupun  keamanan  nasional. 

Bcrdasarkan  UUD  1945,  Bab  III,  Kekuasaan  Pemcrintahan  Negara,  kc- 
kuasaan  cksekuiif  mcmang  kuat  dan  mempunyai  peranan  scntral.  Jadi  kuat- 
nya  kedudukan  pemerintah  lidak  bertentangan  dengan  Konstitusi  dan  UUD. 
Pasal  5,  10,  11,  12,  13  dan  14  UUD  1945  memberikan  kedudukan  yang  kuat 
kepada  Prcsiden  Rcpublik  Indonesia. 

Kuatnya  kedudukan  pemerintah  pada  fase  pertama  ini  telah  mcnimbulkan 
banyak  tanggapan,  baik  yang  pro  maupun  kontra.'  Bahkan  ada  scmcntara 
kalangan  yang  mcngatakan  bahwa  kuatnya  pemerintah  itu  dapat  menjurus  ke 


'Lihai  Piisiiiii,  No.  2,  raliun  VI,  Pcbruari  1977,  hal.  45-63. 
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arah  tlikiaior.  Pondapai  yang  dcniikian  ini  cli  samping  tlipcngaruhi  oloh 
kuliiir  poliiik  dalam  iicgcri,  lainpaknya  dipongaruhi  juga  olcli  pcikembangan 
siiuasi  di  bcbciapa  ncgara  bcikcmhang,  scpcrii  Kuba,  Pakistan,  Iran,  dan 
Anieiika  Laiin.  Ada  dikcnuikakan  baliwa  pcmciiniah  yang  kuai  lanpa  ber- 
t'ungsin>a  Icmbaga-lcnibaga  konirol  yang  cfckiil',  aiaupun  lanpa  didanipingi 
olch  bcrt'ungsinya  Icnibaga-lenibaga  Icgislaiif  dan  yudikaiil',  dapai  nicniuiiis 
ke  arah  dikiaior. 

Namun  dcmikian,  scsunggulinya  jicnicriniali  \ang  kuai  niasih  saja  iciap 
dapai  dikaiakan  sebagai  pcincriniahan  \ang  dcmokraiis.  Hal  ini  dapai  dilihai 
atau  dinilai  dari  tindakan,  lingkah  laku  dan  sikap  pcmcriniali.  Kuai  tidak  sc- 
lalu  harus  diariikan  sebagai  loialitor  aiau  monjurus  kcpada  dikiaior.  Pcnic- 
rintah  aiau  pcngiiasa  yang  kuai  dan  bcrbuai  uniuk  domokrasi,  bcrbuai  uniuk 
kcscjalilcraan  rakyai,  bcrbuai  donii  icrcapainya  ciia-ciia  dcniokrasi,  kiranya 
tciap  dapai  dipandang  sebagai  pcmcriniahan  >ang  dcmokraiis. 

Tahap  (fase)  Kedua 

Fasc  kcdua  merupakan  fase  iransisi  aniara  fase  pcrtaina  dan  fasc  kciiga. 
Berdasarkan  hasil-hasil  yang  diperolch  dari  fasc  pcriama  (sebagai  landasan 
pcmbangunan  sclanjuinya),  inaka  dalam  t'ase  kedua  ini  pemcrihiah  mulai 
mcmperkuai  kcniampuan  rakyai.  Pariisipasi  dibangkilkan  dan  kemanipuan 
pariisipasi  dilumbulikan,  baik  di  bidang  poliiik,  ckonomi,  maupun  sosial 
budaya.  Pcranan  swasta^iiulai  diikuiseriakan'.  Hal  ini  lampak  dalam  Peliia  ill 
yang  arahnya  iclah  digariskan  olch  GBHN  1978,  dan  icrccrmin  di  dalam 
Trilogi  Pcmbangunan  scria  Dclapan  Jalur  Pemcraiaan. 

Di  dalam  I'asc  ini  langgapan  aiaupun  kriiik  lampaknya  mulai  bcralih  kc 
pcr.soalan  sckitar  pclaksanaan  pcmbangunan  nasional,  mcskipun  bcbcrapa 
icma  dari  fasc  pcriama  iciap  muneul.  Hal  ini  dikaiikan  dcngan  koniro\crsi 
icniang  pariisipasi  rakyai  dalam  pcmbangunan,  kcmiskinan  dan  pemcraiaan. 

'Lihat  IPMI,  PeniilHuin  Uiiiiiiii  1971,  .lakaria,  Lcmbaga  Pcndidikan  dan  Konsultasi  Pers, 
1972.  hal.  138. 

^Diskusi-tliskusi  aiaupun  ponibicaraan-pcuihicaraaii  nicnecnai  ponibaneunan  sciiiakin  baiiyak 
jumlahnya.  Balikan  Yayasan  Tcnaga  Kcrja  Indonesia  (YTKl)  yaiij;  Ix-kcrjasania  dcngan  Ponida 
Tingkai  1  Sulawesi  Uiaia  dan  iMiodrieh  I-bcri-Siiriuni:  pada  langgai  29  Marci  -  2  April  1976  di 
Manado  incnpadakan  seminar  leniang  "Pcranan  dan  I'anggung  Jawah  Ccndckiawan  dalam  Pcm- 
hangunan."  Di  saniping  iiu  ilijunipai  pula  karangan-karangan  yang  sccara  langsung  maupun 
lidak  lang.sung  menycniuh  masalali  ini,  antara  lain:  Sudjaimoko.  "Bcrbagai  Implika.si  Kcbijak- 
sanaan  Nasiimal  dari  Model  Kebuiuhan  Dasar,"  Piisiihi,  Nopembcr  1978;  Kuntjoro-jakii.  Doro- 
djaiun,  "Mau  Kcmana  Kiia  dcngan  Pcmbangunan  Ini,"  /'nuiui,  Nopembcr  1978;  Mubyanodan 
Budiono,  Ekimonii  Paiwasila,  Yogyakaria,  BPFE,  Univcrsitas  Gajah  Mada,  1981;  Hasyim, 
I.aila  (pcnlerjcmali),  Porlai  Poliiik  dan  Kiioin/'ok-kclom/tok  Pcnckan,  Jakarta,  Bina  Aksara, 
1981;  Budiardjo,  Miriam  (pcnyunling),  Ponisiinisi  dan  Painii  Poliiik,  .lakaria,  Obor,  1982; 
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Pembangunan  nasional  yang  berencana  dan  bertahap  menimbulkan  ber- 
bagai  macam  pemikiran  dan  permasalahan.  Hal  ini  disebabkan  antara  lain 
oleh  dua  faktor,  pertama:  Orde  Baru  telah  memulai  pembangunan  secara 
terencana,  bahkan  Orde  Baru  oleh  sementara  kalangan  telah  disebutnya  se- 
bagai  Orde  Pembangunan;  kedua:  pemikiran  mengenai  pembangunan  telah 
menjadi  bagian  dari  pertukarpikiran  internasional,  baik  yang  bersifat  aka- 
demis  maupun  politis  ideologis. 

Tidak  sedikit  pemikiran-pemikiran  dari  luar  masuk  ke  Indonesia,  berke- 
naan  dengan  masalah  pembangunan  nasional.  Pembangunan  telah  menjadi 
salah  satu  materi  studi  di  kancah  internasional.  Oleh  karena  itu  pemikiran-' 
pemikiran  mengenai  pembangunan  itu  banyak  ditulis  oleh  sarjana  Barat,^  hal 
ini  menimbulkan  pertanyaan  apakah  pembangunan  sama  dengan  westerni- 
sasi.  Di  samping  itu,  istilah  modernisasi,  yang  lazim  dipakai,  juga  membawa 
persoalan  sendiri. 

Masalah  bidang  ekonomi  yang  telah  terpilih  sebagai  prioritas  pemba- 
ngunan^ telah  pula  mengakibatkan  permasalahan-permasalahan,  terutama 
dikhawatirkan  bahwa  pendekatan  ini  akan  membawa  sekularisasi'^  dan  ma- 
terialisme. 

Persoalan  konsepsional  mengenai  pembangunan  bermula  dari  pertanyaan: 
sejauh  mana  pembangunan  itu  tidak  berarti  westernisasi  dan  sekularisasi  serta 
pula  tidak  berarti  determinisme  ekonomi. 

Timbul  pula  kekhawatiran,  bahwa  pembangunan  itu  akan  menjadi  ideo- 
logi,  dan  akan  menggantikan  Pancasila.^  Kekhawatiran  ini  disebabkan  oleh 
pengalaman  masa  lampau,  yaitu  adanya  tema  revolusi  dan  Manipol-USDEK. 

Karim,  Rusli,  Perjalanan  Pariai  Polilik  di  Indonesia,  Jakarta,  CV  Rajawali,  1983;  Pranarka, 
A.M.W.,  Sejarah  Perkembangan  Pemikiran  tentang  Pancasila  Sebagai  Ideologi,  Dasar  Negara 
dan  Sumber  Hukuni,  Bandung,  1984,  hal.  304-306.  Presiden  Soeharto  telah  banyak  memberikan 
uraian  tentang  hubungan  antara  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Pembangunan  Na- 
sional. 

'Lihat  juga  Horst  Buscher,  "Develooment  Theory:  Orientation  Towards  Practical  Action,  Ex- 
pectations of  Social  Reference  Groups  and  Epistemological  Progress,"  Law  and  Slate,  Vol.  25, 
1983,  hal.  51-87. 

^St.  Takdir  Alisjahbana  berpendapat  antara  lain  bahwa  demi  kemajuan  bangsa  Indonesia  kita 
lidak  pcriu  scgan-scgan  menconioh  Barai.  Mengenai  modernisasi  lihat  pendapat  St.  Takdir  Ali- 
sjahbana dalam  majalah  Wawasan,  No.  3,  Tahun  1/1979  yang  berjudul  "Jadilah  Manusia 
Modern." 

^Lihal,  Kctetapan  MPR  Rl  No.  IV/MPR/1973  tentang  GBHN. 

''Masalah  sekularisme  ini  pun  bcberapa  waktu  yang  lalu  telah  menjadi  pembicaraan  yang 
cukup  hangat,  untuk  itu  lihai  antara  lain:  Merdeka,  tanggal  19,  20,  22,  23  dan  26  Agustus  1983, 
Sinar  Harapan,  15  dan  19  September  1983. 

'Pada  jaman  berlakunya  UUD  Sementara  tahun  1950  pernah  juga  diusulkan  agar  "Sosial 
Ekonomi"  dijadikan  dasar  negara  Indonesia.  Hal  ini  tampak  dalam  sidang  Konstituante  di  Ban- 
dung. Lihat  Kons/iliiaiili'  Rcpuhlik  Indonesia  Risalali  Periindingan  1957,  Jilid  7. 
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Ada  pula  kekhawatiran  bahwa  masuknya  konsep  pembangunan  ke  Indonesia 
ini  merupakan  bagian  kekuatan  internasional  untuk  dapat  menguasai  In- 
donesia. Masalah  ini  menimbulkan  pertanyaan  mengenai  hubungan  Pancasila 
dan  pembangunan:  sejauh  mana  konsep  pembangunan  nasional  mempunyai 
corak  khas,  berbeda  dari  berbagai  teori  dan  pemikiran-pemikiran  interna- 
sional di  luar  Indonesia. 

Di  samping  segi  landasan  idiil,  pembangunan  juga  menampilkan  masalah 
pelaksanaan.  Orang  berbicara  mengenai  strategi  pembangunan,  model  pem- 
bangunan dan  alternatif-alternatif.  Orang  mempermasalahkan  hubungan  an- 
tara  stabilitas,  pertumbuhan  dan  pemerataan,  antara  industrialisasi  dan  per- 
tanian,  antara  industrialisasi  dan  pengangguran.  Dampak  dan  efek  sampingan 
sosial  pembangunan  diperdebatkan. 

Pada  tahap  kedua  ini,  partisipasi  rakyat  pada  pembangunan  dibangkitkan, 
termasuk  peranan  swasta,  maka  Trilogi  Pembangunan  dan  Delapan  Jalur 
Pemerataan  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting.'  Fase  kedua  ini  ber- 
tujuan  agar  rakyat  menjadi  kuat,  rakyat  menjadi  pandai,  rakyat  siap  untuk 
diajak  membangun.  Rakyat  menjadi  partner  pemerintah  dalam  membangun. 

Pada  akhir  tahap  kedua  ini  diharapkan  rakyat  sendiri  mulai  mampu  me- 
laksanakan  pembangunan,  sehingga  dalam  kehidupan  demokrasi  sungguh- 
sungguh  bisa  diterapkan  asas  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  untuk  rakyat. 

Tahap  (fase)  Ketiga 

Fase  ketiga,  sebagai  kesinambungan  dari  fase  pertama  dan  kedua,  adalah 
tahap  di  mana  rakyat,  termasuk  peranan  swasta,  sudah  kuat  membangun  ma- 
syarakatnya  sendiri  dengan  dukungan  pemerintah.  Demokrasi  politik,  eko- 
nomi  maupun  sosial  budaya  dapat  diselenggarakan  oleh  masyarakat  sendiri, 
dengan  dukungan  dan  bantuan  pemerintah. 

Tiga  fase  itu  menunjukkan  pertumbuhan  evolutif  proses  demokrasi  yang 
intinya  adalah  "dari  rakyat,  oleh  rakyat,  untuk  rakyat,"  namun  harus  dilak- 
sanakan  di  dalam  kenyataan-kenyataan  empirik  yang  ada  di  dalam  masya- 
rakat itu  sendiri.  Pada  fase  pertama,  pemerintah  melaksanakan  fungsi  'ing 


'Trilogi  Pembangunan:  (a)  Pemerataan  pembangunan  dan  hasil-hasilnya  yang  menuju  pada 
terciptanya  keadiian  sosial  bagi  scluruh  rakyat;  (b)  Pertumbuhan  ckonomi  yang  cukup  tinggi; 
(c)  Stabilitas  nasional  yang  scliat  dan  dinamis.  Delapan  Jalur  Pemerataan  nieliputi:  (a)  pemera- 
taan pcmenuhan  kcbululian  pokok  rakyat  banyak,  kluisusnya  pangan,  sandang  dan  perumalian; 
(b)  pemerataan  kcsempatan  memperoleh  pendidikan  dan  pelayanan  keseliatan;  (c)  pemerataan 
pcmbagian  pendapaian;  (d)  pemerataan  kcsempatan  kerja;  (c)  pemerataan  kescmpatan  berusaha; 
(0  pemerataan  kescmpatan  berpartisipasi  dalam  pembangunan,  kluisusnya  bagi  generasi  muda 
dan  kaum  wanita;  (g)  pemerataan  penyebaran  pembangunan  di  seluruh  wilayah  tanah  air;  (h)  pe- 
merataan kescmpatan  mcmperoleli  keadiian.  Sementara  dalam  rangka  menyukscskan  Peliia  IV, 
Prcsiden  Soeliarlo  telali  mcmlieniuk  Kabincl  Pembangunan  IV  dengan  Pancakrida-nya. 
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ngarso  sung  tu/odo. '  Pada  fase  kedua,  pemerintah  melaksanakan  fungsi  'in_g 
mgdyO  /nangun  karso.'  Pada  fase  ketiga,  pemerintah  melaksanakan  fungsi 
'nu  wiiri  luindayani.' 

SITUASI  KITA 

Berpegang  pada  pemikiran  mengenai  tiga  tahap  pembangunan  demokrasi 
scpcrii  itu,  kiranya  dapai  kita  buat  suatu  gambaran  berikut  ini.  Pelita  I  dan  II 
merupakan  evolusi  tahap  pertama.  Pada  periode  itu  peranan  pemerintah  me- 
rupakan  faktor  paling  dominan.  Pelita  III  merupakan  awal  tahap  kedua,  ka- 
rcna  itu  partisipasi  rakyat  mulai  dikembangkan  dan  diperluas.  Tahap  kedua 
ini  ditcruskan  di  dalam  Pelita  IV.  Dalam  Pelita  IV  dan  V  kita  berharap  dapat 
memasuki  awal  tahap  ketiga.  Tetapi  ini  mengandaikan  bahwa  hasil-hasil  kuat 
lelah  ditumbuhkan  oleh  evolusi  tahap  kedua. 

Dewasa  ini  tampaknya  kita  berada  di  dalam  bagian  akhir  dari  tahap  ke- 
dua, yaitu  "Pemerintah  bersama  Rakyat"  membangun  demokrasi.  Kemam- 
puan  rakyat  dikembangkan  dan  diperkuat.  Ini  berarti  masyarakat  makin  ha- 
rus  diperkuat  untuk  dapat  menyelenggarakan  demokrasi  itu  sendiri.  Baru 
kalau  pcrsyaratan  kcmampuan  rakyat  itu  terpenuhi,  kita  siap  masuk  ke  tahap 
ketiga.  Itulah  sebabnya  dewasa  ini  diusahakan  terciptanya  kerangka  landasan 
pembangunan,  sehingga  pada  Pelita  VI  bangsa  Indonesia  dapat  tinggal  landas 
untuk  memacu  pembangunan  menuju  terwujudnya  masyarakat  yang  dicita- 
citakan,  berdasarkan  kekuatan  sendiri. 

Di  dalam  tahap  ketiga  (nantinya)  diandaikan  bahwa  demokrasi  Pancasila 
sudah  dapat  berkembang  dan  berputar  sebagai  suatu  sistem,  yang  dihayati  dan 
diamalkan  oleh  masyarakat.  Acuan  ideologis,  konstitusional  maupun  organi- 
satoris  sudah  tcrbaku  dan  menjadi  tradisi,  sehingga  masyarakat  sudah  ber- 
pcrilaku  berdasarkan  suatu  kerangka  nilai  demokratik  yang  sesuai  dengan 
idcntitas  masyarakat  dan  kepribadian  bangsa  Indonesia. 

Dalam  masa  transisi  inilah  diharapkan  proses  institusionalisasi  dalam 
rangka  mcnciptakan  kerangka  landasan  bagi  kehidupan  demokrasi  di  Indo- 
nesia tcrcapai.  Maka  institusionalisasi  ideologis,  konstitusi  dan  organisasi, 
baik  di  bidang  kenegaraan  maupun  non-kenegaraan,  seperti  parpol  dan 
Golkar  maupun  organisasi  kemasyarakatan  harus  tercapai,  sekurang-kurang- 
nya  mendekati  kerampungan. 

Institusionalisasi  ideologis  terkait  dengan  pengamalan  Pancasila.  Pem- 
bangunan nasional  harus  bcnar-bcnar  mcnunjukkan  wujud  pengamalan  Pan- 
casila. Di  samping  itu,  menyangkut  pula  kcyakinan  mengenai  "Pancasila  se- 
bagai satu-satunya  asas  kebangsaan,  kenegaraan,  kemasyarakatan  bagi  setiap 
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kckuatan  sosial  polilik  cli  Indonesia."  Maka  Pancasila  merupakan  asas  dalam 
kchidupan  beiniasyarakal ,  hci  bangsa  dan  bcrncgara.  Hal  ini  ditandai  dengan 
Kctctapan  MPR-Rl  No.  II/MPR/1983.  Dalam  konteks  ini,  RUU  tentang  Per- 
ubahan  alas  UU  No/  3/1975  mengenai  Parlai  Polilik  dan  Golongan  Karya, 
serta  RUU  leniang  RUU  Organisasi  Kemasyarakatan  yang  sedang  digodok 
oleh  DPR  mempunyai  kedudukan  yang  peniing. 

Insiiiusionalisasi  konslilusional  berarii  bahwa  inslilusi-insliiusi  demokrasi 
yang  iclah  lercapai  pada  Pclita-pelila  sebelumnya  perlu  lerus  dimantapkan 
dan  dikembangkan.  Wadali  aiaupun  isi  demokrasi  perlu  ditaia  sesuai  dengan 
fungsinya  secara  lepal  dan  jelas.  Pemilu  diharapkan  sudah  menjadi  iradisi. 
Hal  tersebut  diungkapkan  dengan  Kelelapan  MPR-RI  No.  III/MPR/1983 
lentang  Pemilihan  Umum  dan  Ketetapan  MPR-Rl  No.  IV/MPR/1983  lentang 
Referendum.  Oleh  karena  itu  RUU  tenlang  Referendum,  RUU  tenlang  Per- 
ubahan  Alas  Undang-Undang  No.  15  Tahun  1969  Tenlang  Pemilihan  Umum 
Anggola-anggola  Badan  Permusyawaralan/Perwakilan  Rakyai  Sebagaimana 
Telah  Diubah  Dengan  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1975  dan  Undang- 
Undang  No.  2  Tahun  1980,  dan  RUU  leniang  Perubahan  Alas  Undang- 
Undang  No.  16  Tahun  1969  Tenlang  Susunan  dan  Kedudukan  Majelis  Per- 
musyawaralan  Rakyai,  Dewan  Perwakilan  Rakyai,  dan  Dewan  Perwakilan 
Rakyai  Daerah  Sebagaimana  Telah  Diubah  Dengan  Undang-Undang  No.  5 
Tahun  1975  yang  semuanya  sedang  digodok  oleh  DPR,  mempunyai  arti  yang 
peniing  pula. 

Insiiiusionalisasi  organisasi  lampak  di  bidang-bidang  dinamika  poliiis, 
ekonomi  dan  sosial  budaya.  Dinamika  poliiis  harus  lampak  dalam  rangka 
mencipiakan  kerangka  landasan  uniuk  semakin  kukuhnya  persaiuan  dan  ke- 
satuan  bangsa.  Untuk  itu  Kelelapan  MPR-RI  No.  lI/MPR/1983  telah  mcng- 
gariskan,  yang  secara  singkalnya  melipuli: 

a.  Pancasila  sebagai  satu-salunya  asas  bagi  seiiap  kekuaian  sosial  polilik; 

b.  Pemanlapan  kehidupan  konslilusional,  demokrasi  dan  tegaknya  hukum; 

c.  Pemanlapan  mekanisme  kepemimpinan  nasional  berdasarkan  UUD  1945; 

d.  Peningkalan  usaha  mcmasyarakaikan  P-4; 
c.  Peningkalan  jicndidikan  polilik; 

f.  Peningkalan  pcranan  kekuaian  sosial  polilik  dalam  pemilihan  umum  serta 
dalam  kchidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Hal  ini  oral  sekali  dengan  pe- 
ncrimaan  Pancasila  sebagai  salu-salunya  asas; 

g.  Peningkalan  komunikasi  sosial  limbal-balik; 

h.  Pemanlapan  dan  penalaan  organisasi-organisasi  konuisyarakaian;  dan 

i.  Pemanlapan  wadah-wadah  pcnyalur  pendapai  masyarakai  pcdesaan.' 


'Lihal  lap  MPR  No.  ll/MPR/1983. 
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Dengan  demikian  akan  tercipta  sistem  politik  Nasional  berdasarkan  De- 
mokrasi  Pancasila.  Dalam  rangka  inilah  tampak  amat  pentingnya  5  (lima) 
RUU  yang  sedang  digodok  oleh  DPR,  yakni:  (1)  RUU  tentang  Perubahan 
Atas  Undang-Undang  No.  3/1975  Tentang  Partai  Politik  dan  Golongan 
Karya;  (2)  RUU  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan;  (3)  RUU  tentang  Per- 
ubahan Atas  Undang-Undang  No.  15  Tahun  1969  Tentang  Pemilihan  Umum 
Anggota-anggota  Badan  Permusyawaratan/Perwakilan  Rakyat  Sebagaimana 
Telah  Diubah  Dengan  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1975  dan  Undang- 
Undang  No.  2  Tahun  1980;  (4)  RUU  tentang  Perubahan  Atas  Undang- 
Undang  No.  16  Tahun  1969  Tentang  Susunan  dan  Kedudukan  Majelis  Per- 
musyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan 
Rakyat  Daerah  Sebagaimana  Telah  Diubah  Dengan  Undang-Undang  No.  5 
Tahun  1975;  dan  (5)  RUU  tentang  Referendum.  Kelima  RUU  ini  kiranya  me- 
merlukan  pembahasan  yang  cermat  dan  mendalam,  karena  materinya  amat 
relevan  dalam  rangka  semakin  mewujudkan  Demokrasi  Pancasila. 

Dalam  bidang  ekonomi,  diupayakan  terciptanya  kerangka  landasan  pem- 
bangunan  ekonomi  berdasarkan  demokrasi  ekonomi,  seperti  yang  tercantum 
dalam  UUD  1945  pasal  33.  Di  samping  negara  (pemerintah)  dan  koperasi, 
peranan  swasta  ditumbuhkan  dan  semakin  dilibatkan  untuk  mencapai  ke- 
makmuran  seluruh  rakyat.^  Di  samping  itu  tentunya  juga  akan  diusahakan 
terciptanya  kerangka  landasan  ekonomi  yang  menuju  ke  industrialisasi  seperti 
yang  telah  ditetapkan  oleh  MPR  (telah  tertuang  dalam  Undang-Undang 
No.  5/1984). 

Sedangkan  di  dalam  bidang  sosial  budaya  antara  lain  perlu  diciptakan  ke- 
rangka landasan  untuk  semakin  terlaksananya  Pasal  31  dan  32  UUD  1945. 
Untuk  itu  sedang  disusun  RUU  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Berda- 

isarkan  Pancasila,  yang  nantinya  akan  merupakan  satu-satunya  sistem  Pen- 

ididikan  Nasional  yang  berlaku  di  negara  RI. 

Dengan  kata  lain  dalam  masa  transisi  ini,  kerangka  ideologis  perlu  diman- 
itapkan,  dan  karenanya  Pancasila  sebagai  ideologi  nasional  harus  menjadi 
;acuan  semua  pihak  secara  bersama.  Kerangka  konstitusional  diperkuat.  Ke- 
irangka  organisasi  diciptakan  dengan  penataan  organisasi  politik  maupun  ke- 
imasyarakatan.  Tanpa  kerangka  yang  memberi  kemungkinan  proses  "interaksi 
(dan  komunikasi,"  baik  yang  bersifat  politis,  ekonomis  maupun  sosial  budaya, 

'Lihat  Pidato  Kenegaraan  Presiden  Soeharto  di  depan  Sidang  DPR  tanggal  16  Aguslus  1983, 
\yang  mengatakan  antara  lain:  "Di  samping  l<ita  akan  mendorong  lerus  partisipasi  usaha  swasta 
rnasional,  kita  juga  letap  membuka  kescmpalan  bagi  usaha  swasta  asing  yang  hernial  untuk  ber- 
rpartisipasi  dalam  pembangunan  Indonesia  dalam  bidang-bidang  yang  masih  icrbuka  dengan 
rmemberikan  kemudahan-kemudahan  dan  jaminan  usaha  scsuai  dengan  peraluran  perundang- 
lundangan  yang  berlaku."  Lihat  juga  Koinpas.  13  April  1984,  "Kadin  Minta  Wcwenang  Alur 
IDunia  Usaha;"  dan  Sambutan  Presiden  pada  pembukaan  Rapai  Kerja  Nasional  Kadin,  bulan 
'April  1984. 
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di  dalam  masyarakat  yang  amat  majemuk  ini,  -tidaklah  mungkin  tercapai 
tahap  ketiga  itu.  Kerangka  landasan  demokrasi  Pancasila,  yang  memberikan 
kemungkinan  sebaik-baiknya  bagi  perkembangan  masyarakat  Nusantara  yang 
Bhinneka  Tunggal  Ika,  harus  diciptakan  selama  Pelita  IV  dan  V,  sehingga 
nantinya  kita  akan  hidup  dalam  sistem  politik  yang  demokratis  berdasarkan 
Pancasila,  sistem  ekonomi  yang  demokratis  berdasarkan  Pancasila,  sistem 
sosial  budaya  yang  demokratis  berdasarkan  Pancasila.  Sistem  itu  akan  men- 
jadi  airnya  dan  manusia-manusia  Indonesia  adalah  bagaikan  ikan-ikan  di 
dalamnya. 

Namun  demikian  tidaklah  dapat  dihindari  bahwa  proses  institusionalisasi 
akan  mendapat  kritikan-kritikan,  baik  yang  konstruktif  maupun  destruktif. 
Hal  ini  bisa  timbul,  karena  institusi-institusi  itu  memang  belum  sempurna,  dan 
kiranya  masih  memerlukan  perbaikan  lebih  lanjut.'  Hal  ini  juga  perlu  disadari 
karena  dengan  majunya  proses  memasuki  fase  ketiga  tidak  berarti  hapusnya 
segala  permasalahan.  Demokrasi  sebagai  kenyataan  hidup  dan  penghidupan 
akan  selalu  mengandung  harapan  maupun  permasalahan.  Dalam  pengertian 
ini  demokrasi  tidak  pernah  akan  tuntas. 


PENUTUP 

Berdasarkan  pemahaman  mengenai  tiga  tahap  pembangunan  demokrasi  di 
Indonesia  ini,  kita  akan  dapat  memahami  kontroversi  demokrasi  versus  biro- 
krasi  sebagaimana  dikemukakan  di  atas.  Demokrasi  adalah  suatu  proses,  se- 
hingga tidak  dapat  dipikirkan  secara  dogmatik  begitu  saja.  Birokrasi  adalah 
fungsi  di  dalam  proses,  sehingga  ia  mempunyai  titik  jenuh  atau  batas  tole- 
ransi.  Tidak  ada  kultur  yang  tanpa  struktur.  Tidak  ada  demokrasi  tanpa  in- 
stitusi.  Sesungguhnya  hambatan  politis  yang  mencemaskan  tidak  terletak  di 
dalam  konscp  demokrasi  dan  birokrasi,  tetapi  pada  ada  tidaknya  kekuatan  di 
balik  konsep-konsep  itu,  yang  saling  memiliki  pamrih  politiknya  sendiri. 

Dalam  masa  transisi  ini,  kiranya  perlu  ada  kerangka  yang  mau  tidak  mau 
harus  ditata  untuk  mendapatkan  landasan  pembangunan.  Untuk  membangun 
porUi  ada  kerangka  yang  kuai.  Isi,  wadah.  sistem  ataupini  acuannya  me- 
mang perlu  ditata.  Bila  sudah  tertata  maka  akan  muncul  iradisi.  Namun  de- 
mikian untuk  mcnjadi  iradisi,  perangkat-pcrangkat  insiitusi  harus  sungguh- 
sungguh  ditata  dan  harus  tahu  betui  mana  yang  akan  mcnjadi  tradisi.  Dalam 
pada  itu  perlu  dikualkan  sikap  kcbangsaan  dan  cara  berpikir  kebangsaan,  se- 
hingga akhirnya  tercapai  kehidupan  demokrasi  dari  bangsa  Indonesia,  oleh 
bangsa  Indonesia  dan  untuk  bangsa  Indonesia. 


'Pidalo  Kcncgaraaii  16  Agiistus  1983. 


Pertumbuhan  Demokrasi  di 

Indonesia 

► 

Oct.  Ovy  NDOUK* 


PENGANTAR 

Kehidupan  demokrasi  merupakan  salah  satu  aspek  kehidupan  politik  di  In- 
donesia, dan  sekaligus  juga  merupakan  suatu  aspek  dari  sistem  politik  di 
negara  kita.  Ketetapan  MPR  No.  III/MPR/1983  tentang  GBHN^  dalam 
bagian  tentang  politik  menyebutkan  bahwa  pembangunan  politik  diarahkan 
untuk  lebih  memantapkan  perwujudan  demokrasi  Pancasila.  Selanjutnya 
1  dikatakan  bahwa  dalam  rangka  memantapkan  stabilitas  politik  yang  dinamis 
:serta  pelaksanaan  mekanisme  demokrasi  Pancasila,  perlu  makin  meman- 
itapkan  kehidupan  konstitusional,  demokrasi  dan  tegaknya  hukum.  Demikian 
ipula  perlu  dimantapkan  pelaksanaan  mekanisme  kepemimpinan  nasional,  ser- 
ita  dimantapkan  berfungsinya  dan  saling  berhubungan  antara  Lembaga- 
llembaga  Tinggi  Negara  berdasarkan  UUD  1945. 

Dalam  hubungan  itu  patut  kiranya  dikemukakan  bahwa  lima  RUU  bidang 
1  politik  yang  telah  diajukan  oleh  pemerintah  kepada  DPR-RI  belum  lama 
Iberselang  sangat  penting  artinya,  dan  kiranya  merupakan  bagian  dari  upaya 
1  konstitusional  untuk  lebih  memantapkan  tatanan  kehidupan  politik  negara 
^dan  bangsa  Indonesia,  yang  tak  lain  merupakan  bagian  dari  demokrasi. 
JSecara  keseluruhan  inti  dari  kelima  RUU  itu  mencerminkan  usaha  penyem- 
[purnaan  struktur  politik  nasional  dan  kristalisasi  prospektif  struktur  politik, 
luntuk  mencapai  homogenitas  nasional  yang  lebih  efektif  guna  menyukseskan 
[pembangunan  dalam  pembentukan  masyarakat  adil,  makmur  dan  sejahtera 
^berdasarkan  Pancasila.  Dengan  kata  lain,  hal  ini  merupakan  salah  satu  usaha 
luntuk  memantapkan  perwujudan  demokrasi  Pancasila. 

*Siaf  CSIS. 

'Lihat  Kelelapan-kelelapan  Majelis  Pennusyawaralan  Rakyat  Republik  Indonesia  1983, 
NNaskah  GBHN,  Bab  IV,  tentang  Pola  Umum  Pelita  IV  (Dcpartemcn  Penerangan  RI,  1983):  hal. 
1112. 
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Usaha  seperti  itu  merupakan  konsekuensi  logis  dari  tekad  pemerintah  Orde 
Baru  untuk  melaksanakan  Pancasila  dan  UUD  1945  secara  murni  dan 
konsekuen.  Namun  harus  diakui  bahwa  usaha  ke  arah  itu  bukanlah  sesuatu 
yang  mudah.  Kenyataan  menunjukkan  bahwa  kehidupan  demokrasi  kiia  telah 
mengalami  pasang-surut  sejalan  dengan  sejarah  perkembangan  masyarakat. 
la  tidak  terlepas  dari  pengaruh-pengaruh  lingkungan  sosial  budaya,  baik  yang 
datangnya  dari  luar  maupun  yang  hidup  dan  berkembang  di  daiam 
masyarakat  Indonesia  sendiri.  Proses  ini  akan  berjalan  terus  dan  akan  tetap 
menjadi  bagian  budaya  bangsa  dalam  memantapkan  perwujudan  demokrasi 
yang  dicita-citakan.  Dalam  kaitan  ini  kiranya  perlu  kita  pahami  "pertum- 
buhan  demokrasi  tersebut,"  karena  mungkin  akan  bermanfaat  bagi  usaha  un- 
tuk memantapkan  perwujudan  demokrasi  Pancasila.  Tulisan  ini  mencoba 
untuk  menelaah  masalah  tersebut.  Untuk  itu  berturut-iurut  akan  dibahas: 
pengertian  demokrasi,  perkembangan  demokrasi  di  Indonesia,  demokrasi 
Pancasila,  dan  bagian  terakhir  adalah  penutup. 

TIMBULNYA  PENGERTIAN  DEMOKRASI 

Ada  beberapa  macam  istilah  demokrasi.  Ada  yang  dinamakan  demokrasi 
konstitusional,  demokrasi  parlementer,  demokrasi  terpimpin,  demokrasi  Pan- 
casila, demokrasi  kerakyatan,  demokrasi  nasional,  demokrasi  liberal, 
demokrasi  politik,  demokrasi  ekonomi,  demokrasi  sosial,  demokrasi  per- 
wakilan,  demokrasi  langsung,  demokrasi  totaliter,  dan  sebagainya.  Semua 
konsep  ini  memakai  istilah  demokrasi,  yang  menurut  asal  katanya  (Yunani) 
berarti  "rakyat  berkuasa"  atau  "government  or  rule  by  the  people." 

Pada  permulaan  pertumbuhannya,  demokrasi  telah  mencakup  beberapa 
asas  dan  nilai  yang  diwariskan  kepadanya  dari  masa  lampau,  yaitu  gagasan 
mengenai  kebebasan  beragama  yang  dihasilkan  oleh  aliran  Reformasi  serta 
perang-perang  agama  yang  menyusulnya. 

Sistem  demokrasi  yang  terdapat  di  negara  kota  (City-state)  Yunani  kuno 
merupakan  demokrasi  langsung  yaitu  suatu  bentuk  pemerintahan  di  niana  hak 
membuat  keputusan-keputusan  politik  dijalankan  secara  langsung  oleh 
seluruh  rakyat/warga  negara  yang  bertindak  berdasarkan  prosedur  mayoritas. 
Sifat  langsung  demokrasi  Yunani  dapat  diselenggarakan  secara  efektif  karena 
kondisi  waktu  itu  masih  sederhana.  Gagasan  demokrasi  Yunani  tersebut 
hilang  ketika  bangsa  Romawi  dikalahkan  oleh  suku  bangsa  Eropa  Barat,  dan 
Benua  Eropa  memasuki  Abad  Pertcngahan  (600-1400).  Ciri-ciri  masyarakat 
Abad  Perlengahan  tersebut  dikenal  dengan  struktur  sosialnya  yang  feodal. 

Abad  Pertcngahan  menghasilkan  suatu  dokumen  yang  penting,  yaiiu 
Magna  Charta  (Piagam  Besar)  pada  tahun  1215,  yang  berisi  semacam  konirak 
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antara  beberapa  bangsawan  dan  Raja  John  dari  Inggris.  Walaupun  piagam  ini 
lahir  dalam  suasana  feodal  dan  tidak  berlaku  untuk  rakyat  jelata,  namun  ia 
dianggap  sebagai  tonggak  dalam  perkembangan  gagasan  demokrasi.' 

Sebelum  Abad  Pertengahan  berakhir,  muncullah  jaman  Reinaissance 
(1350-1600)  yang  terutama  berpengaruh  di  Eropa  Selatan  seperti  Italia,  semen- 
tara  Reformasi  (1500-1650)  mendapar  banyak  pengikutnya  di  Eropa  Utara, 
seperti  Jerman,  Swiss,  dan  sebagainya.  Kedua  aliran  pemikiran  tersebut  di 
atas  mempersiapkan  orang  Eropa  Barat  untuk  menyelami  masa 
"Aufklarung"  (Abad  Pemikiran)  beserta  Rasionalisme,  suatu  aliran  pemi- 
kiran yang  ingin  memerdekakan  pikiran  manusia  dari  batas-batas  yang  diten- 
tukan  oleh  gereja  dan  mendasarkan  pemikiran  atas  akal  (ratio)  semata-mata. 
Kebebasan  berpikir  membuka  jalan  untuk  meluaskan  gagasan  ini  di  bidang 
politik.  Timbullah  gagasan  bahwa  manusia  mempunyai  hak-hak  politik  yang 
tidak  boleh  diselewengkan  oleh  raja,  yang  menurut  pola  Idma  lazim  mem- 
punyai kekuasaan  tak  terbatas  (absolut).  Pendobrakan  terhadap  kedudukan 
raja-raja  absolut  ini  didasarkan  atas  suatu  teori  rasionalistis  yang  umumnya 
dikenal  sebagai  social  contract  (kontrak  sosial).^  Salah  satu  asas  dari  gagasan 
kontrak  sosial  adalah  bahwa  dunia  dikuasai  oleh  hukum  yang  timbul  dari 
alam  yang  mengandung  prinsip-prinsip  keadilan  yang  universal;  artinya 
berlaku  untuk  semua  waktu  serta  semua  manusia,  apakah  ia  raja,  bangsawan 
atau  rakyat  jelata.  Hukum  ini  dinamakan  Natural  Law  (Hukum  Alam,  ius 
naturale).  Unsur  universalisme  inilah  yang  diterapkan  pada  masalah-masalah 
politik.  Teori  kontrak  sosial  beranggapan  bahwa  hubungan  antara  raja  dan 
rakyat  didasari  oleh  suatu  kontrak  yang  ketentuan-ketentuannya  mengikat 
kedua  belah  pihak.  Kontrak  sosial  menentukan  di  satu  pihak  bahwa  raja 
diberi  kekuasaan  oleh  rakyat  untuk  menyelenggarakan  penertiban  dan  men- 
ciptakan  suasana  di  mana  rakyat  dapat  menikmati  hak-hak  alamnya  dengan 
aman.  Di  pihak  lain  rakyat  akan  menaati  pemerintahan  raja  asal  hak-hak 
.  alam  itu  terjamin. 

Pada  hakikatnya  beberapa  teori  kontrak  sosial  merupakan  usaha  untuk 
mendobrak  dasar  dari  pemerintahan  absolut  dan  menetapkan  hak-hak  politik 
rakyat.  Filsuf-filsuf  yang  mencetuskan  gagasan  ini  antara  lain  John  Locke 
idari  Inggris  (1632-1704),  dan  Montesquieu  (1689-1755)  dan  J.J.  Rousseau 
1(1712-1778)  dari  Perancis.  Menurut  John  Locke  hak-hak  politik  mencakup 
lhak  atas  hidup,  hak  atas  kebebasan  dan  hak  untuk  mempunyai  milik  (life, 
1  liberty  and  property).  Sedangkan  Montesquieu  mencoba  menyusun  suatu 
ssistem  yang  dapat  menjamin  hak-hak  politik  itu,  yang  kemudian  dikenal 
(dengan  istilah  Trias  Po/itica.  Sementara  itu  bagi  Jean  Jacques  Rousseau 


'Lihat  Budiardjo,  Miriam,  Dasar-dasar  Ilmu  Politik,  (Jakarta:  PT  Gramcdia,  1972),  hal.  54. 
^fhie/.,  hal.  55. 
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demokrasi  dalam  bidang  politik  berarti  rakyat  menyerahkan  hak-hak  kepada 
raja  untuk  mengatur  pemerintahan,  namun  bila  hak-hak  lersebut  tidak 
dilaksanakan  -  maka  rakyat  akan  menuntut  kembaU  hak-haknya.  Ide-ide 
bahwa  manusia  mempunyai  hak-hak  poHtik  menimbulkan  Revolusi  Perancis 
pada  akhir  abad  ke-18,  serta  Revolusi  Amerika  melawan  Inggris. 

Sebagai  akibat  dari  pergolakan  tersebut  di  atas,  maka  pada  akhir  abad 
ke-19  demokrasi  di  Barat  mendapat  wujud  yang  konkrit  sebagai  program  dan 
sistem  poHtik,  yang  mendasarkan  dirinya  atas  asas-asas  kemerdekaan  in- 
dividu,  kesamaan  hak  serta  hak  pilih  untuk  semua  warga  negara.  Jadi, 
demokrasi  ini  muncul  dan  berkembang  atas  dasar  tuntutan  rakyat  banyak 
akan  persamaan  hak  bagi  semua  orang. 

Selain  itu  timbul  pula  gagasan  bahwa  cara  yang  terbaik  untuk  membatasi 
kekuasaan  pemerintahan  ialah  dengan  membentuk  konstitusi  (tertulis  maupun 
tak  tertulis).  Konstitusi  itu  akan  menjamin  hak-hak  politik  dan  pembagian 
kekuasaan  sedemikian  rupa  sehingga  kekuasaan  eksekutif  diimbangi  oleh 
kekuasaan  parlemen  dan  lembaga-lembaga  hukum.  Dengan  demikian 
konstitusi  tidak  hanya  merupakan  suatu  dokumen  yang  mencerminkan  pem- 
bagian kekuasaan  di  antara  lembaga-lembaga  negara,  tetapi  juga  berfungsi 
khusus  untuk  menentukan  dan  membatasi  kekuasaan  pemerintah  di  satu 
pihak,  dan  di  lain  pihak  menjamin  hak-hak  warga  negara. 

Sementara  itu,  ide  demokrasi  meluas  ke  bidang-bidang  lainnya.  Selain  per- 
samaan politik  orang  mulai  menuntut  persamaan  ekonomi.  Tuntutan  ini 
didasarkan  pada  pemikiran  bahwa  bila  tidak  ada  persamaan  ekonomi, 
mekanisme  politik  mana  pun  tidak  akan  memungkinkan  orang  biasa  untuk 
mencapai  keinginan-keinginan  dan  kesejahteraannya  secara  wajar.  Oleh 
karena  itu  persamaan  ekonomi  diperjuangkan  sebagai  kunci  realisasi 
demokrasi  politik. 

Revolusi  Perancis  merupakan  kejadian  yang  amat  luas  pengaruhnya,  tidak 
saja  untuk  Eropa  akan  tetapi  juga  terhadap  perkembangan  di  luar  Eropa. 
Konsep  egalite,  fraternite  et  liberte,  menjadi  terpencar  ke  mana-mana,  bersam- 
but  dengan  pemikiran  dasar  mengenai  otonomi  individu,  hak-hak  asasi, 
demokrasi,  pembagian  kekuasaan,  republik  dan  konstitusi.  Revolusi  Perancis 
itu  kemudian  menumbuhkan  gerakan  nasionalisme  di  Eropa:  pcrjuangan  ke 
arah  hak-hak  asasi,  kemerdekaan,  republik  dan  konstitusi  tersebar. 

Sementara  perkembangan  Kapitalisme  dan  Liberalisme  melahirkan 
pemikiran  baru  mengenai  ekonomi,  masyarakat,  hukum  dan  negara.  Bersa- 
maan  dengan  itu  bcrkcmbanglah  Sosialismc. 

Semua  perkembangan  di  atas  menyebabkan  tumbuhnya  perkaitan  yang 
menjadi  semakin  crat  aniara  idcologi,  politik  dan  ekonomi.  Perkembangan  itu 
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pula  memacu  tumbuhnya  kekuatan  dan  kekuasaan  di  Eropa:  kolonialisme  dan 
imperialisme,  yang  secara  sistematik  menjadi  terjalin  dengan  orientasi 
ideologi,  politik,  ekonomi  dan  perang.' 

Pertumbuhan  alam  pikiran  serta  dengan  kejadian-kejadian  itu  selanjutnya 
telah  memecahkan  dua  kali  perang  dunia:  Perang  Dunia  I  terjadi  pada  tahun 
1914-1918,  Perang  Dunia  II  pecah  dari  tahun  1939-1945.  Akhir  Perang  Dunia 
tersebut  melahirkan  pemikiran-pemikiran  tentang  demokrasi  yang  amat 
kompleks,  yang  melanda  seluruh  masyarakat  dan  negara  khususnya  di  Eropa. 

Setelah  Perang  Dunia  II  tersebut,  orang  menjadi  sadar  betapa  pentingnya 
keperluan  menegaskan  kembali  hak  asasi  manusia,  agar  dengan  demikian  hak 
asasi  yang  melekat  pada  demokrasi  tidak  lagi  dirusak  seperti  telah  terjadi 
dalam  dua  perang  dunia  tersebut.  Usaha  itu  pada  tahun  1948  berhasil  dengan 
diterimanya  "Universal  Declaration  of  Human  Rights"  (Pernyataan  Sedunia 
tentang  Hak-hak  Asasi  Manusia),  oleh  negara-negara  yang  tergabung  dalam 
PBB.  Pernyataan  tersebut  bukan  sama  sekali  baru,  karena  jauh  sebelumnya 
juga  pernah  dicanangkan  tonggak-tonggak  yang  semacam  antara  lain:  Magna 
Charta  (1215),  Bill  of  Rights  di  Inggris  (1689),  Declaration  des  droits  de 
Thome  et  du  citoyen  (1789),  Bill  of  Rights  di  Amerika  Serikat  (1789),  dan  The 
Four  Freedoms  dari  Presiden  Roosevelt.  Dari  hal  di  atas  tampak  bahwa:  yang 
sulit  bukannya  membuat  pernyataan-pernyataan  melainkan  dalam 
melaksanakan.  "Pernyataan"  dengan  sendirinya  belum  mempunyai  kekuatan 
hukum  yang  mengikat.  Tahun  1966  PBB  baru  menyetujui  "Pernyataan" 
tersebut  menjadi  "Perjanjian"  (Convenant)  yang  mempunyai  kekuatan 
mengikat  secara  hukum.  Perjanjian  yang  disetujui  tersebut  adalah:  Perjanjian 
tentang  Hak-hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  (Convenant  on  Economic, 
Social  and  Cultural  Rights)  serta  Perjanjian  tentang  Hak-hak  Sipil  dan  Politik 
(Convenant  on  Civil  and  Political  Rights).  Meskipun  demikian  "perjanjian" 
tersebut  baru  efektif  setelah  dinyatakan  berlaku  oleh  PBB  pada  tahun  1976. 

Rumusan  tentang  Hak  Asasi  tersebut  baik  pada  Pernyataan  maupun  Per- 
janjian memang  gamblang  -  jelas  dan  tegas,  namun  dalam  pelaksanaannya 
terutama  dan  pertama-tama  dipengaruhi  dan  dibatasi  oleh  keadaan  dalam 
negara  masing-masing.  Adapun  faktor-faktor  pembatasnya  antara  lain: 
undang-undang  yang  berlaku  dalam  negara  yang  bersangkutan,  ataupun 

,  pertimbangan-pertimbangan  ketertiban  serta  keamanan  nasional  negara 

I  tersebut.^ 


Untuk  jelasnya  lihat  A.M.W.  Pranarka,  Sejarah  Perkemhatifian  Pemikiran  lenlaiif;  Pancasila 
'Schaiiui  fc/ealofii,  Dasar  Nefiura  clan  Sumbcr  Hukum  (disertasi)  (Universitas  Katolik 
IParahyangan,  Bandung,  1984),  hal.  334-336. 

^Lihat  Budiardjo,  Miriam,  op.  cit.,  ha!.  120-126. 


568 


ANALISA  1984  -  8 


Sejalan  dengan  perkembangan  kesadaran  tentang  hak-hak  asasi  manusia, 
bila  ditinjau  dari  sudut  perkembangan  berpikir  ternyata  di  Eropa  saat  itu 
orang  merasa  bahwa  kejayaan  rasionalisine  maupun  enipirisnie  telah  lewat 
--  lelah  mencapai  kejenuhan.  Paham-paham  tersebut  ternyata  tidak  mengan- 
tarkan  manusia  ke  arah  terciptanya  kesejahteraan  dan  kedamaian,  melainkan 
menuju  kepada  keterpisahan  dan  keterpecahan.  Manusia  mengalami 
dehumanisasi.  Pemutlakan  semata-mata  pada  segi  pikiran  dan  pengetahuan 
saja,  terbukti  mengakibatkan  ketidakseimbangan  -  dan  akhirnya  menuju 
kepada  kehancuran. 

Kemudian  muncullah  aliran-aliran  pemikiran  baru  yang  pada  dasarnya 
mereaksi  pemikiran-pemikiran  sebelumnya.  Pemikiran-pemikiran  baru 
tersebut  misalnya:  aliran  eksistensialistue  dari  S.  Kierkegaard  dan  Iain-lain 
sebagai  reaksi  aliran  pemikiran  esensio/isnie;  aliran  praginatisme  dari  W. 
James  sebagai  reaksi  aliran  leoreds.  Di  samping  itu  lahir  pula  aliran-aliran 
seperti  Newman  yang  menekankan  "assent "  2Li2LU  persetujuan,  suatu  tindakan 
dari  kehendak.  Blondel-Nietzsche  dan  kawan-kawan  yang  merumuskan  pen- 
diriannya  dalam  "kehendak  untuk  bertindak, "  Bergson  yang  mengete- 
ngahkan  "elan  vital, dan  gerakan-gerakan  lain  misalnya:  Personalisme, 
Philosophy  of  Action,  Phenomenology,  Philosophy  of  Life,  dan  seterus- 
nya.' 

Semua  aliran  pemikiran  di  atas  menyodorkan  dimensi-dimensi  horizontal- 
vertikal  serta  dinamis-historis  dan  integral  dari  kehendak  dan  tindakan 
manusia.  Manusia  tetap  menjadi  pusat  perhatian,  namun  tidak  lagi  pada 
"manusia  yang  sedang  berpikir"  (cogito  dari  Descartes),  melainkan  pada 
manusia  yang  "menghendaki  bertindak."  "Je  pense"  telah  berubah  menjadi 
"Je  peux"  dan  "Je  veux." 

Namun  era  ini  pun  tidak  mengantar  orang  kepada  suasana  tentram  dan  se- 
jahtera  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara,  karena  aliran-aliran 
pemikiran  tersebut  kurang  menyentuh  masalah-masalah  konkrit  seperti  sistem 
sosial  politik  maupun  ekonomi,  dan  berkembang  dalam  suasana  personal 
(pribadi).  Situasi  yang  demikian  mengundang  munculnya  aliran-aliran  seperti 
Neomarxistne  dengan  tokohnya  misal:  Karl  Korch  -  George  Lukacs  dan 
kawan-kawan.  Pada  prinsipnya  aliran  yang  mempunyai  inspirasi  dari  salah 
satu  ajaran  Karl  Marx  ini  menentang  semua  hal  yang  bersifat  dogmatis 
otoriter.  Buat  mereka,  semua  sistem  kekuasaan  yang  mana  pun  selalu  bersifat 
represif.  Dalam  aliran  ini  ada  pula  kelompok  Kritik  Sosial  dari  "Sekolah 


'Lihal  A.M.W.  Pr;inarka,  "Alaiii  Pikiiaii  Post  Posiiivisnio:  Anlropologi  sebagai  Alai  Analisa 
dan  Hunianisnic  scliagai  kicologi,"  dalam  Siuini  Karya,  10  Pcliiuaii  1976.  Juga  dari  pciuilis  yang 
sama  dalam  harian  tersebut  dengan  judul  "Situasi  Kuitural  Dunia  Dcwasa  Ini,"  7  dan  8  Januari 
1976. 
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Frankfurt"  dengan  tokoh  misalnya:  Hebert  Marcuse  -  Max  Horkheimer. 
Kelompok  ini  memberikan  kritik  yang  tajam  terhadap  keadaan  sosial 
masyarakat.  Mereka  berpendapat  bahwa  masyarakat  modern  merupakan 
sistem  yang  tertutup  dan  bersifat  total.  Semua  dasar  sistem  dalam  masyarakat 
tersebut  berfungsi  hanya  untuk  memperbesar  untung  atau  modal  semata- 
mata.  Sementara  itu  atas  nama  kebebasan,  muncuUah  orang-orang  yang 
menentang  struktur  dan  establishment,  baik  yang  disampaikan  secara  halus- 
lunak,  maupun  yang  secara  kasar-radikal.  Kondisi  masyarakat  yang  seperti  ini 
kemudian  melahirkan  pemikiran-pemikiran  dan  teori  tentang  "negara  yang 
sedang  berkembang"  atau  teori  Dunia  Ketiga,  serta  isyu-isyu  mengenai 
deinokrasi  global.  Orang  mulai  tergugah  untuk  memikirkan  masyarakat- 
negara  dan  dunianya  secara  lebih  utuh  -  menyeluruh,  bersifat  nasional  dan 
mondial;  dan  tidak  lagi  secara  sempit-partial  dan  terpisah-pisah.  Dalam 
rangka  pemikiran  itu,  kemudian  muncul  aliran  strukturalisme.  Melalui 
pendekatan  struktur  dan  fungsi  yang  dikenal  sebagai  aliran  fungsionalisme, 
atau  juga  teori  dependensi,  orang  berusaha  sedikit  banyak  untuk  menyentuh 
problem  demokrasi  mondial. 

Melihat  bahwa  sejarah  perkembangan  pemikiran  manusia  maupun  upaya 
melaksanakan  harkat  asasi  manusia  belum  juga  selesai,  maka  kiranya 
pemikiran  tentang  demokrasi  pun  juga  belum  ada  yang  tuntas.  Oleh  sebab  itu 
tidak  akan  ada  demokrasi  yang  murni,  karena  ia  selalu  melekat  pada  manusia 
yang  hidup  pada  jaman  dan  waktu  yang  tertentu.  Sekalipun  demikian  harus 
diakui  bahwa  telah  tercipta  referensi-referensi  kemanusiaan  yang  pan^tas 
disyukuri,  misalnya:  kemerdekaan,  hukum,  keadilan  dan  sebagainya. 

Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  alur  pemikiran 
demokrasi,  di  satu  pihak  telah  membuahkan  hasil-hasil  yang  nyata  -  semen- 
tara di  pihak  lain  tetap  masih  mengundang  pendapat  dan  diskusi. 

MASUKNYA  PEMIKIRAN-PEMIKIRAN  BARAT  KE  INDONESIA 

Dengan  masuk  dan  tumbuhnya  kekuasaan  Barat  di  seluruh  dunia  ter- 
masuk  di  Indonesia,  masuk  pula  perkembangan  pemikiran  yang  terjadi  di 
Eropa,  terutama  melalui  orang-orang  Indonesia  yang  diberi  kesempatan 
untuk  menempuh  pendidikan  di  Eropa.  Orang  Indonesia  mulai  mengenai  dan 
membaca  ajaran-ajaran  mengenai  hak-hak  asasi,  kemerdekaan,- persamaan, 
demokrasi,  republik  dan  konstitusi.  Ajaran  tentang  hukum,  negara  dan 
masyarakat  dipelajari.  Pemikir-pemikir  seperti  John  Locke,  Thomas  Hobbes, 
Rousseau,  Voltaire,  Kant,  Hegel,  Adam  Smith  dan  Karl  Marx  menjadi 
diketahui.  Individualisme,  Kapitalisme,  Sosialisme  dan  Marxisme  didalami.' 


'Lihal  A.M.W.  Pranarka  (disertasi),  op.  cil.,  hal.  337-338. 
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Sebenarnya  pengaruh  Barat,  terutama  agama  (Nasrani)  dan  perdagangan, 
telah  masuk  ke  Indonesia  sejak  penjelajahan  Spanyol  dan  Portugal,  walaupun 
pengaruh  ini  belum  banyak  membawa  perkembangan  pemikiran-pemikiran 
dari  Eropa.  Pengaruh  pemikiran  Barat  baru  mempunyai  arti  pada  awal  abad 
ke-20.  Akan  tetapi,  pengaruh  Barat  itu  masuk  ke  Indonesia  bukan  sebagai 
masyarakat  yang  kosong.  Sebelumnya,  agama  Islam  telah  lebih  dahulu 
berkembang  dan  mempunyai  pengaruh  terhadap  perkembangan  alam 
pemikiran  Indonesia.  Selain  itu,  sebelum  Islam,  Hinduisme  dan  Budhisme 
merupakan  unsur  dari  luar  yang  telah  lebih  dahulu  masuk  dan  telah  pula 
membentuk  perkembangan  alam  pemikiran  serta  kebudayaan  dan  masyarakat 
di  Indonesia.  Bahkan  sebelum  masuknya  pengaruh  dari  luar,  di  Indonesia 
telah  terdapat  masyarakat  dan  kebudayaan  sendiri,  yang  kemudian  dikenal 
dengan  masyarakat  adat  dan  kebudayaan  tradisional.  Dengan  demikian, 
situasi  di  Indonesia  pada  awal  abad  ke-20  itu  sungguh  merupakan  masyarakat 
dengan  alam  pikiran  yang  majemuk. 

Pada  awal  abad  ke-20  itu  sejarah  bangsa  Indonesia  mengalami  perkem- 
bangan yang  amat  penting,  yakni  terjadinya  gerakan  kebangkitan  nasional. 
Salah  satu  faktor  yang  kiranya  ikut  membentuk  tumbuhnya  kebangkitan  na- 
sional itu  adalah  pertemuan  dengan  perkembangan  pemikiran  di  Eropa.  Pada 
tanggal  20  Mei  1908  berdirilah  suatu  perserikatan  yang  diberi  nama  Budi 
Utomo.  Saat  berdirinya  perserikatan  ini  (1908)  diterima  sebagai  awal 
kebangkitan  nasional,  dan  tanggal  itu  telah  menjadi  hari  Kebangkitan  Na- 
sional Indonesia. 

Sebagai  suatu  peristiwa  yang  terjadi  dan  berkembang  di  dalam  sejarah, 
Kebangkitan  Nasional  sebagai  suatu  gerakan  adalah  suatu  peristiwa  yang 
kompleks.  la  tumbuh  dari  dalam  masyarakat  Indonesia  yang  sifatnya  ma- 
jemuk, dari  berbagai  aliran  yang  bergerak  pada  berbagai  bidang  yang  pada 
mulanya  tidak  saling  berkaitan.  Terjadilah  gerakan  yang  terdiri  dari  orang- 
orang  Indonesia  asli,  perkumpulan  campuran.  Ada  gerakan  kedaerahan, 
pemuda,  wanita  dan  perkumpulan  serikat  sekerja.  Terdapat  aliran  yang 
bergerak  di  bidang  pendidikan,  kebudayaan,  keagamaan,  perdagangan  dan 
politik.  Kebangkitan  nasional  itu  berawal  dari  geraknya  aliran-aliran  yang 
heterogen. 

Dalam  perkembangan  selanjutnya,  gerakan  yang  sifatnya  majemuk  itu 
menemukan  titik  temunya  (konvergensi)  yang  memberikan  identitas  kebersa- 
maannya  yakni  kebangsaan.  Aliran-aliran  yang  secara  ideologis  berbeda 
(bhinneka)  menemukan  titik  temunya  di  dalam  konsep  kebangsaan  (tunggal 
ika).  Kebangsaan  menjadi  ideojogi  dasar  dari  gerakan  kebangkitan  nasional. 
Sumpah  Pemuda  tanggal  28  Oktober  1928  merupakan  peristiwa  yang  meng- 
ungkapkan  terjadinya  proses  dan  momentum  konvergensi  itu.  Dalam  Sumpah 
Pemuda  itu  Ideologi  Kebangsaan  mulai  menemukan  perumusannya. 
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Akan  tetapi,  walaupun  telah  tumbuh  ideologi  kebangsaan  itu,  gerakan  dari 
berbagai  aliran  masih  berjalan  terus.  Heterogenitas  alam  pikiran  tetap  ada, 
yang  tidak  jarang  menjadi  sumber  perpecahan  dalam  pertumbuhan  gerakan 
nasional  yang  telah  menjadi  gerakan  kebangsaan  itu.  Titik  temu  yang  timbul 
kemudian  adalah  tumbuhnya  orientasi  politik  yang  makin  kuat.  Gerakan 
kebangsaan  menjadi  gerakan  kemerdekaan  Indonesia.  Fokus  bersama  dari 
aliran  yang  berbeda-beda  itu  adalah  menuju  Indonesia  merdeka.  Namun 
karena  aliran  berbeda  maka  bisa  dipahami  bahwa  cara  yang  ditempuh  untuk 
mencapai  Indonesia  merdeka  juga  berbeda,  masing-masing  dengan  pilihan 
dan  ideologinya.  Di  dalam  pertumbuhan  gerakan  itu  dapat  dilihat  adanya  tiga 
ideologi  yang  dominan:  ideologi  Kebangsaan,  ideologi  Keagamaan  dan 
ideologi  Barat  Modern  Sekular.  Meskipun  demikian,  sebagaimana  halnya 
dengan  Sumpah  Pemuda,  ideologi  Kebangsaan  tumbuh  sebagai  ideologi  yang 
memberikan  titik  temu  terhadap  heterogenitas  aliran  yang  dapat  membawa 
berkembangnya  proses  perbedaan  ke  arah  perpecahan.  Ideologi  Kebangsaan 
merupakan  pemikiran  yang  sesuai  dengan  struktur  masyarakat  Indonesia: 
Bhinneka  Tunggal  Ika.^ 

Adanya  aliran  politik  yang  berbeda  itu,  tercermin  juga  dari  tulisan  Soekar- 
no,  yang  dalam  tahun  1920-an  muncul  sebagai  tokoh  politik  dan  cendekiawan 
muda  Indonesia,  mengenai  tiga  aliran  politik:  Nasionalisme,  Islam  dan  Marx- 
isme.^  Karena  ketiga  aliran  politik  ini  berpengaruh  luas  dalam  masyarakat 
pada  waktu  itu,  maka  peranan  mereka  perlu  diperhitungkan.  Ketiganya 
memang  berbeda,  bahkan  bertentangan,  namun  Soekarno  melihatnya  sebagai 
suatu  kenyataan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Di  samping  itu,  walaupun  ada 
perbedaan,  ketiganya  mempunyai  segi-segi  positif  bagi  masyarakat  Indonesia. 
Segi  positif  inilah  yang  ingin  dimanfaatkan  oleh  Soekarno.  Dan  hal  ini  hanya 
bisa  dicapai  melalui  saling  pengertian  (musyawarah  mupakat)  guna  mencapdi 
titik  temu  sehingga  ketiganya  bisa  dipersatukan  untuk  mencapai  tujuan  ber- 
sama, yaitu  kemerdekaan. 

Pemikiran  politik  Soekarno  ini  tercermin  juga  dari  pidatonya  tentang  Pan- 
casila  pada  tanggal  1  Juni  1945  terutama  dalam  uraiannya  tentang  sila 
musyawarah  atau  demokrasi.  la  mengatakan  antara  lain,  bahwa  apa-apa 
yang  belum  memuaskan  dibicarakan  dengan  permusyawaratan  di  dalam 
Badan  Perwakilan.  Melalui  permusyawaratan  segala  perbedaan  atau  perten- 
tangan  akhirnya  bermuara  pada  mupakat  yang  menentukan  mana  yang  bisa 
diambil  sebagai  aspirasi  dan  pandangan  bersama.  "Saya  yakin,  bahwa  syarat 
yang  mutlak  untuk  kuatnya  negara  Indonesia  ialah  permusyawaratan,  per- 


^Ibicl..  hal.  339-343. 

^Lihat  Soekarno,  "Nasionalisme,  Islamismc  dan  Marxismc,"  dalam  bukunya  Di  Buwah 
Bendera Revolusi  (Jakarta:  Panitia  Pencrbit  Di  Bawah  Bcndera  Revolusi,  1965),  Jilid  I,  hal.  1-23. 
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wakilan.'  Di  samping  demokrasi  politik,  pada  kesempatan  tersebut  Soekar- 
no  juga  mengemukakan  tentang  demokrasi  dalam  bidang  sosial  ekonomi. 
Demokrasi  Pancasila  yang  kita  kenal  sekarang  ini  antara  lain  berasal  dari 
pemikiran  Soekarno  ini  yang  kemudian  diluangkan  ke  dalam  UUD  1945. 

Sejarah  pergerakan  nasional  kita  memang  diwarnai  oleh  munculnya  ber- 
bagai  macam  organisasi  sosial  dan  politik  yang  heierogen.  Namun  mereka 
sadar  akan  pentingnya  tuntutan  persamaan  hak  dalam  politik  yang 
berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  demokrasi;  oleh  karena  inti  gagasan 
demokrasi  yang  sebenarnya  adalah  tuntutan  persamaan  hak  tersebut.  Akan 
tetapi,  karena  kurangnya  perhatian  terhadap  tanggung  jawab  atau  kevvajiban 
politik,  tingkah  laku  politik  mereka  menjadi  mudah  bertikai.  Mereka 
cenderung  untuk  memiliki  kebebasan  berpolitik  tanpa  batas,  walaupun  harus 
diakui  bahwa  kecenderungan  tersebut  dapat  merangsang  kreativitas» 
masyarakat  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  seperti  kebudayaan,  pendidikan, 
ekonomi,  keagamaan,  sosial  dan  politik;  misalriya  pemikiran-pemikiran  dari 
Soekarno,  Hatta,  Ki  Hadjar  Dewantara,  Sutan  Sjahrir,  Natsir,  dan  sebagai- 
nya.  Ini  berarti  bahwa  suasana  pertikaian  itu  juga  membawa  manfaat  bagi 
pengembangan  intelektual  masyarakat. 

Kesadaran  kebangsaan  dan  kesadaran  demokrasi  dalam  arti  yang  khas  (na- 
sional) dan  modern  (demokrasi  Barat),  sebenarnya  tumbuh  secara  bersamaan. 
Semua  aliran  yang  berbeda  dari  gerakan  kebangsaan  kita,  dengan  cara  dan 
pilihan  ideologinya  masing-masing,  memperjuangkan  hak  dan  kebebasan. 
Dapat  disebutkan  misalnya,  mosi  Tjokroaminoto  pada  tahun  1918  (saat 
Dewan  Rakyat  dibentuk)  menuntut  agar  "secepat-cepatnya  harus  disusun 
suatu  parlemen  yang  dipilih  di  antara  rakyat  dan  oleh  rakyat  dengan  hak 
menentukan  hukum  sepenuh-penuhnya  dan  dibangunkan  suatu  pemeriniah 
yang  menanggung  jawab  pada  parlemen  tersebut."  Pada  tahun  1941,  GAPI 
(Gabungan  Politik  Indonesia)  juga  mengeluarkan  mosi  senada  yang  menyebut 
bahwa  parlemen  yang  dikehendaki  hendaklah  merupakan  "suatu  badan  yang 
tertinggi  untuk  membuat  Undang-Undang  di  dalam  negeri."^ 

Pemimpin-pemimpin  pergerakan  kebangsaan,  setuju  dengan  prinsip- 
prinsip  itu.  Moh.  Hatta,  dalam  tulisannya  "Ke  Arab  Indonesia  Merdeka," 
menekankan  sekali  masalah  kedaulatan  rakyat:  rakyat  yang  memilih  wakil- 
wakilnya  dalam  badan  perwakilan,  dan  dari  wakil-wakil  atau  dari  dalam 
badan  perwakilan  itu  dipilih  anggota  pcmorintahan. 

Semenlara  menurut  Halla,  bahwa  dasar  demokrasi  kita  itu  mempunyai 
tiga  sifal  yakni  cita-ciia  rapai,  ciia-cita  protes  massa  dan  cita-cita  tolong- 

'Unluk  jclasnya  liliai  Muli.  Yaniin,  Naskali  Persiapan  Undang-Undann  Dasar  1945,  Jilid  I  (Ja- 
jasan  Prapanlja,  1959),  hal.  74-75. 

^Lihat  Dciiar  Nocr,  "Pcikcmbaiigan  Demokrasi  Kila."  Prisma,  2  Pelnuari  1977,  hal.  20. 
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menolong.  Rapat  adalah  tempat  rakyat  atau  utusan  rakyat  bermusyawarah 
dan  mupakat  tentang  segala  urusan  yang  bersangkutan  dengan  persekutuan 
hidup  dan  keperluan  bersama.  Cita-cita  protes  massa  adalah  hak  rakyat  untuk 
membantah  dengan  cara  umum  segala  peraturan  negeri  yang  dipandang  tidak 
adil.  Dan  cita-cita  tolong-menolong  merupakan  dasar  kolektivitas  dan  dasar 
perekonomian  berkoperasi.'  Namun  karena  dasar-dasar  itu  belum  cukup  un- 
tuk memenuhi  tuntutan  hidup  abad  ke-20,  di  samping  tentu  ada  kelemahan- 
nya,  maka  dasar-dasar  ini  perlu  dikembangkan  agar  menjadi  asas  demokrasi 
nasional.  Sedangkan  dalam  bidang  ekonomi,  demokrasinya  berdasar  pada 
asas  kekeluargaan  yaitu  bahwa:  "Segala  penghasilan  yang  mengenai  orang 
banyak  harus  berlaku  di  bawah  tanggungan  orang  banyak  juga."  Pemikiran 
ini  kemudian  menjadi  dasar  demokrasi  ekonomi  yang  tercantum  dalam  Pasal 
33  UUD  1945. 

Menurut  Ki  Hadjar  Dewantara,  seorang  tokoh  pergerakan  nasional, 
paham  demokrasinya  bertitik  tolak  dari  kesamaan  yang  dilandasi  oleh 
keadilan  sosial.  Untuk  ini  Ki  Hadjar  Dewantara  sering  mempergunakan 
"sama  rata  sama  rasa"  atau  dengan  istilah  "keluarga."  Paham  demokrasi 
dalam  "keluarga"  tersebut  menampilkan  hak  dan  kewajiban  anggota 
keluarga  seturut  peran  dan  fungsinya.  Demikian  pula  paham  demokrasi  dalam 
masyarakat  ataupun  dalam  negara. 

Semua  paham  demokrasi  di  atas,  baik  yang  datang  dari  luar  maupun  yang 
berasal  dari  dalam  Indonesia  sendiri,  semua  bertemu  dan  berpadu  secara  in- 
tensif,  dan  berlangsung  dalam  kurun  waktu  yang  tidak  singkat,  yang  akhirnya 
muncul  demokrasi  yang  khas  Indonesia  -  seperti  dirumuskan  dalam  Pancasila 
dan  UUD  1945.  la  bukan  lagi  milik  kelompok  atau  golongan,  tetapi  mengatasi 
perbedaan  dan  keragaman.  la  telah  menjadi  milik  seluruh  bangsa  Indonesia. 
Bagaimanakah  tumbuh  dan  berkembangnya  demokrasi  Indonesia  tersebut, 
hal  ini  akan  dibahas  dalam  uraian  berikut  ini. 


PERKEMBANGAN  DEMOKRASI  DI  INDONESIA 

Seperti  kita  lihat  dalam  uraian  di  muka,  perkembangan  demokrasi  di  In- 
donesia tidak  bisa  dilepaskan  dari  kontak  temunya  paham  demokrasi  yang 
datang  dari  luar  dengan  paham  demokrasi  yang  tumbuh  dan  berkembang  di 
Indonesia.  Hasil  kontak  temu  dua  aliran  tersebut  akan  melahirkan  paham  de- 
mokrasi kepribadian  Indonesia,  seperti  yang  tercantum  dalam  Pembukaan 
UUD  1945.  Dalam  Pembukaan  UUD  1945,  demokrasi  tersebut  dinyata'kan 
sebagai:  "Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  per- 
musyawaratan/perwakilan,"  sementara  dalam  UUD  1945  demokrasi  tersebut 


^IbicL,  hal.  21. 
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mendapat  uraiannya  sehingga  tampak  bahwa  demokrasi  kita  mencakup 
banyak  segi  kehidupan,  baik  dalam  bidang  politik,  sosial  ekonomi  maupun 
dalam  bidang  kebudayaan.  Adapun  yang  menyangkut  sekitar  bidang  politik 
antara  lain  adalah:  Kedaulatan  adalah  di  tangan  rakyat,  dan  dilakukan 
sepenuhnya  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (1  ayat  2);  segala  warga 
negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan 
wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya 
(27  ayat  1);  kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul,  mengeluarkan  pikiran 
dan  tulisan  dan  sebagainya  ditetapkan  dengan  Undang-undang  (28);  tiap 
warga  negara  berhak  dan  wajib  ikut  serta  dalam  usaha  pembelaan  negara  (30 
ayat  1).  Sementara  yang  menyangkut  sekitar  bidang  sosial  ekonomi  antara 
lain:  Tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak 
bagi  kemanusiaan  (27  ayat  2);  perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama 
berdasar  atas  asas  kekeluargaan  (33  ayat  1);  cabang-cabang  produksi  yang 
penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai 
oleh  negara  (33  ayat  2);  bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di 
dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemak- 
muran  rakyat  (33  ayat  3);  sedangkan  yang  menyangkut  sekitar  bidang  kebuda- 
yaan antara  lain  adalah:  Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk 
untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  aga- 
manya  dan  kepercayaannya  itu  (29  ayat  2);  tiap  warga  negara  berhak  menda- 
pat pengajaran;  pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem 
pengajaran  nasional,  yang  diatur  dengan  Undang-Undang  (31  ayat  1  dan  2); 
pemerintah  memajukan  kebudayaan  nasional  Indonesia  (32). 

Paham  demokrasi  yang  demikian  tersebut  sekalipun  telah  tertulis  dalam 
Pancasila  dan  UUD  1945,  ternyata  belum  bisa  dilaksanakan  dengan  baik  - 
tetapi  masih  mengalami  pasang  surut  seiring  dengan  tumbuh  dan  berkem- 
bangnya  keadaan  sejarah  dan  negara.  Demokrasi  sebagaimana  telah 
dinyatakan  dalam  Pancasila  dan  UUD  1945  pertumbuhan  dan  perkembangan- 
nya  dilentukan  oleh  banyak  faktor,  antara  lain  faktor  keadaan  sejarah 
bangsa.  Demokrasi  di  Indonesia  kalau  ditinjau  dari  perkembangannya,  maka 
dapat  dibagi  dalam  4  (empat)  masa,  yaitu: 

A.  Masa  pemerintahan  17  Agustus  1945  -  14  Nopember  1945; 

B.  Masa  pemerintahan  15  Nopember  1945  -  5  Juli  1959; 

C.  Masa  pemerintahan   6  Juli  1959  -  30  September  1965; 

D.  Masa  pemerintahan  Orde  Baru. 

Masa  Pcmerinlalian:  17  Agusdis  1945  -  14  Nopember  1945 

Pada  masa  itu  sistcni  pemerintahan  bcrbeniuk  Kabinct  Presidential. 
Kesibukan  pemerintah  lerulama  dipusatkan  pada  usaha  mempertaliankan 
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kemerdekaan  yang  baru  saja  diproklamasikan.  Dengan  demikian  UUD  1945 
beluni  bisa  dijalankan,  sementara  yang  de  facto  berlaku  adalah  Aturan 
Peralihan  pasal  IV  yang  menyatakan  bahwa:  "Sebelum  Majelis  Per- 
musyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan  Pertimbangan 
Agung  dibentuk  menurut  UUD  ini,  segala  kekuasaannya  dijalankan  oleh 
Presiden  dengan  bantuan  Komite  Nasional."  Sulit  menyatakan  bentuk 
demokrasi  yang  dipraktekkan  pada  masa  itu  karena  ternyata  UUD  1945  belum 
bisa  dijalankan.  Tetapi  dalam  usaha  mencari  bentuk  praktek  demokrasi,  mun- 
culnya  peristiwa  penting  yakni  Maklumat  Pemerintah  tanggal  14  Nopember 
1945  tentang  penggantian  sistem  Kabinet  Presidential  dengan  sistem  Kabinet 
Parlementer,  jelas  tidak  bisa  diabaikan.  Latar  belakang  munculnya  usul 
BPKNIP  yang  kemudian  disetujui  Presiden  dan  akhirnya  menjadi  Maklumat 
Pemerintah:  merupakan  salah  satu  praktek  demokrasi  pada  waktu  itu.  Peng- 
gantian sistem  Kabinet  Presidential  menjadi  sistem  Kabinet  Parlementer 
tersebut  bisa  dikatakan  sebagai  penyimpangan  konstitusional.  Dengan 
praktek  demokrasi  yang  demikian,  maka  masa  pemerintanan  presidential 
berakhir. 


Masa  Pemerintahan  15  Nopember  1945  -  5  Juli  1959 

Berakhirnya  masa  pemerintahan  Kabinet  Presidential  disusul  dengan 
berlakunya  sistem  Kabinet  Parlementer.  Pada  masa  Kabinet  Parlementer  ini, 
dapat  dibedakan  dua  periode,  yaitu: 

1.  Periode  pemerintahan  mulai  15  Nopember  1945  -  sampai  akhir  masa  berla- 
kunya Konstitusi  RIS,  yaitu  17  Agustus  1950; 

2.  Periode  pemerintahan  mulai  18  Agustus  1950  -  5  Juli  1959,  saat  diberlaku- 
kannya  UUDS. 

Dalam  kurun  waktu  pemerintahan  Kabinet  Parlementer  yang  mencakup  2 
(dua)  periode  tersebut,  kendali  pemerintahan  dipegang  oleh  Perdana  Menteri 
yang  bertanggung  jawab  kepada  Parlemen.  Sementara  Presiden  adalah  Kepala 
Negara  yang  tidak  dapat  diganggu  gugat.  Pola  pemerintahan  yang  demikian 
demokrasinya  disebut  demokrasi  liberal.  Partai  politik  memainkan  peran  yang 
amat  menentukan.  Mantap  tidaknya  pemerintahan  dicerminkan  oleh  kuat 
lemahnya^  partai  politik.  Padahal  munculnya  dan  hadirnya  partai-partai 
politik  pada  waktu  itu  belum  bisa  dikatakan  mendorong  dan  mendukung 
mantapnya  pemerintahan,  sekalipun  munculnya  banyak  partai  bisa  dikatakan 
suburnya  alam  demokrasi.  Ketidakmampuan  partai  memantapkan  pemerin- 
tah karena  antar  partai  saling  berselisih  dalam  ideologi  yang  sempit.  Per- 
tikaian  bukan  semakin  berkurang,  tetapi  justru  semakin  meruncing. 
Perdebalan  di  parlemen  jarang  yang  menghasiikan  sesuatu  yang  berguna  bagi 
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lakyai  baiiyak.  Akibatnya  kabinct  atau  pcmcrintah  sering  berganti,  sehingga 
kcbijaksanaan  scring  bcrubah.  Sistem  banyak  partai  yang  diperkirakan  akan 
lenyap  dcngan  Pcmilihan  Umum  1955  lernyata  meleset. 

Pcmilihan  Umum  1955  belum  membawa  stabilitas  yang  diharapkan.  Di 
samping  itu,  tidak  satu  pun  dari  empat  partai  besar  basil  pcmilihan  umum 
(PNI,  Masyumi,  NU  dan  PKI)  berhasil  memperoleh  kemenangan  muilak, 
sementara  di  pihak  lain  masih  ada  beberapa  parlai  kecil  yang  selalu  bisa 
mempengaruhi  suasana.  Kampanye  pcmilihan  umum  yang  lerlalu  lama,  juga 
iclah  menyebabkan  emosi  politik  yang  amat  tinggi,  sehingga  seakan-akan 
mcmbeiikan  kesempalan  bagi  pertentangan  antar  ideologi  yang  telah  merun- 
cing,  yang  kemudian  terbawa  pula  dalam  sidang  Dewan  Konstituante  sehingga 
periikaian  semakin  menjadi-jadi. 

Pertikaian  antar  partai  telah  menyebabkan  kegoncangan  sehingga  sulit 
mencapai  konsensus.  Dengan  demikian  keadaan  menjadi  semakin  kacau, 
sementara  pergolakan  daerah  meningkat  dan  pertentangan  ideologi  terus 
berlangsung.  Dalam  keadaan  yang  demikian  keberadaan  Presiden  Soekarno 
semakin  kuat.  Akhirnya,  dengan  dukungan  militer  (terutama  Angkatan 
Darat),  Presiden  Soekarno,  pada  tanggal  5  Juli  1959  mengeluarkan  Dekrit 
yang  isinya  antara  lain:  Membubarkan  Dewan  Konstituante;  dan  menetapkan 
Undang-Undang  Dasar  1945  berlaku  kembali,  dan  tidak  berlakunya  lagi 
Undang-Undang  Dasar  Sementara  1950.  Dengan  demikian  berakhirlah  masa 
demokrasi  parlementer,  dan  mulailah  masa  demokrasi  terpimpin. 

Masa  Pemerintahan:  6  Juli  1959  -  30  September  1965 

Pada  masa  ini,  pemerintah  menyatakan  mulai  berlakunya  kembali  UUD 
1945  melalui  Dekrit  5  Juli  1959.  Sebenarnya  dekrit  tersebut  merupakan  usaha 
mengatasi  kemacetan  politik  pada  vvaktu  itu,  namun  praktek  politik  Soekarno 
banyak  menyimpang  dari  UUD  1945^  itu  sendiri.  Misalnya  dalam  tahun  1960, 
ia  sebagai  Presiden  membubarkan  Parlemen  (DPR)  hasil  pemilihan  umum 
dan  menggantikannya  dengan  DPR-GR  buaian  sendiri,  yang  fungsinya  lebih 
sebagai  pembantu  Presiden.  Pimpinan  Dewan  diangkat  sebagai  Menteri  dan 
fungsi  kontrol  ditiadakan.  Dengan  cara  demikian  kckuasaan  Parlemen  bukan 
saja  lenyap,  tetapi  sekaligus  melumpuhkan  fungsi  lembaga  tersebut. 

Partai-partai  politik,  dan  pcrs  yang  tidak  scjalan  dengan  rel  revolusi 
disisihkan  dan  dibreidel.  Front  Nasional  sebagai  badan  ekstra-konstitusional 
didirikan.  Pcrkembangan  politik  ternyala  dimantaatkan  oleh  PKI.  PKI 
sebagai  partai  politik  yang  mcmpunyai  pengaruli  mempergunakan  Front  Na- 
sional sebagai  arena  kcgiatan  mempersiapkan  tcrbentuknya  demokrasi  rakyat 
(sesuai  dengan  taktik  Komunismc).  Pemusatan  kekuasaan  di  tangan  Presiden 
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Sockaino  sebagai  bentuk  dari  "demokrasi  yang  tcrpimpin"  lebih  banyak 
diwarnai  olch  sifai-sifat  diktatorial.  Sedangkan  politik  niercu  suar  di  bidang 
luar  ncgcri  dan  ekonomi  di  dalam  negcri  telah  menyebabkan  keadaan  ckonomi 
mcnjadi  bcrtambah  suram.  Periode  "terpinipin"  ini  berakhir  dengan 
mclctiisnya  G-30-S/PKI  dan  jatuhnya  kepemimpinan  Soekarno. 

Walaupun  Dekrit  5  Juli  1959  meniberlakukan  kembali  UUD  1945,  praktek 
demokrasi  terpimpin  justru  banyak  bertentangan  dengan  maksud  Dekrit 
tersebut;  demokrasi  sebagai  yang  tercantum  dalam  Pembukaan  dan  Batang 
Tubuh  UUD  1945  tidak  tampak.  Praktek  yang  menyimpang  dari  UUD  1945 
ternyata  menjerumuskan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  Republik  In- 
donesia ke  dalam  petualangan  politik  Partai  Komunis  Indonesia.  Belajar  dari 
pengalaman-pengalaman  tersebut  sampailah  kepada  kesimpulan  untuk 
melaksanakan  demokrasi  seperti  yang  tercantum  dalam  Pembukaan  UUD 
1945  secara  murni  dan  konsekuen,  dan  itu  adalah  bukan  demokrasi 
parlementer  liberal  bukan  demokrasi  terpimpin  akan  tetapi  demokrasi  Pan- 
casila. 


Masa  Pemerintahan  Orde  Baru 

Pemerintah  Orde  Baru  yang  menggantikan  Orde  Lama  dengan  tekad 
1  melaksanakan  demokrasi  Pancasila  secara  murni  dan  konsekuen,  sesuai 
I  dengan  tuntutan  dan  ketentuan  UUD  1945.  Dalam  rangka  ini  pemerintah 
I  Orde  Baru  telah  melaksanakan  berbagai  tindakan  korektif  untuk  meluruskan 
ipenyelewengan  terhadap  UUD  yang  telah  terjadi  pada  masa  demokrasi  ter- 
ipimpin  di  masa  sebelumnya.'  Untuk  tujuan  itu  pemerintahan  Orde  Baru 
imenuntut  terciptanya  stabilitas  politik  guna  dimungkinkannya  dimulainya 
ipembangunan  di  segala  bidang.  Sejalan  dengan  itu  secara  bertahap  pemerin- 
itah  berusaha  untuk  terus  memantapkan  kehidupan  demokrasi  sesuai  dengan 
IPancasila  dan  UUD  1945. 

Salah  satu  titik  pangkal  Orde  \  Baru  adalah  Ketetapan  MPRS  No. 
!XX/MPRS/1966  yang  menerima  baik  isi  memorandum  DPR-GR  tertanggal  9 
Juni  1966  khusus  niengenai  Sumber  Tertib  Hukum  Republik  Indonesia  dan 
Tata  Urutan  Peraiuran  Perundangan  Republik  Indonesia,  di  mana  dinyatakan 
Ikedudukan  Pancasila  sebagai  Sumber  Tertib  Hukum  Republik  Indonesia. 
iDari  hal  itu  jelas  bahwa  Orde  Baru  berusaha  mewujiidkan  pelaksanaan  Pan- 
ccasila  dan  UUD  1945  secara  murni  dan  konsekuen  melalui  jalan  konstitu- 
«sional.  Dalam  kaitan  ini  patut  kiranya  dikemukakan  juga  pidato  Pejabat 


'Atas  clasar  alasan  itu  memang  dapat  dibuai  perbcdaan  scjarah  politik  di  Indonesia  mcnjadi 
.dua  fase:  (1)  fase  mencari  bentuk  demokrasi;  (2)  fasc  melaksanakan  demokrasi  Pancasila,  liliat 
IDrs.  Moerdiono,  Media  Karya,  No.  6,  11  Agustus  1984,  hal.  5-11. 
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Presiden  Jenderal  Soeharto  di  depan  Sidang  DPR-GR  tanggal  16  Agustus  1967 
yang  antara  lain  menegaskan  bahwa  "Orde  Baru  tidak  lain  adalah  talanan 
seluruh  perikehidupan  rakyat,  bangsa  dan  negara  yang  diletakkan  kembali 
kepada  pelaksanaan  Pancasila  dan  UUD  1945."  "Mempertahankan,  memur- 
nikan  wujud  dan  memurnikan  pelaksanaan  Pancasila  dan  UUD  1945,  itulah 
fungsi  dan  tujuan  Orde  Baru."^ 

Pemilihan  umum  telah  pula  dilaksanakan  sebagai  realisasi  pembangunan 
demokrasi  berturut-turut  pada  tahun  1971,  1977  dan  1982,  dan  akan  dilan- 
jutkan  pula  dengan  pemilihan-pemilihan  umum  di  masa  yang  akan  datang. 
Pemilihan  umum  itu  tidak  hanya  sekedar  hal  yang  rutin,  tetapi  merupakan 
sarana  dan  dipergunakan  dalam  rangka  mewujudkan  demokrasi  sesuai 
dengan  cita-cita  nasional  berdasarkan  kepada  Pancasila  dan  UUD  1945. 
Dalam  rangka  pembangunan  politik  yang  demokratis,  Pemilihan  Umum  juga 
merupakan  infrastruktur  yang  utama,  yang  hasilnya  mencerminkan  par- 
tisipasi  semua  golongan  dalam  masyarakat.  Partisipasi  ini  merupakan  salah 
satu  bentuk  perwujudan  kehidupan  yang  demokratis. 

Akan  tetapi  pembangunan  politik  bukanlah  hal  yang  mudah.  Masalahnya 
berkaitan  langsung  dengan  mental  dan  kebiasaan  yang  berakar.  Kenyataan 
kehidupan  bernegara,  yang  sedang  membangun  selalu  mengalami  tegangan 
yang  terus-menerus  antara  yang  sudah  dicapai  dan  yang  masih  dicita-cita- 
kan,  antara  yang  telah  dirasakan  dan  yang  masih  diharapkan;  demikian 
pula  antara  kecenderungan-kecenderungan  yang  baik  dan  yang  tidak  baik 
dalam  berbagai  manifestasinya.  Namun  tegangan  tersebut  tidak  berarti 
membatasi  usaha,  tetapi  justru  menjadi  dinamika  kehidupan.  Menyadari 
sifat  permasalahan  yang  demikian,  Orde  Baru  menggunakan  pendekatan 
dengan  strategi  pembangunan  politik  bertahap.  Strategi  ini  mencermin- 
kan sikap  hati-hati  Pemerintah  Orde  Baru  agar  pengalaman  pahit  di  masa 
lampau  tidak  terulang.  Dan  kini  strategi  itu  telah  mulai  menunjukkan 
hasilnya  walaupun  jalan  masih  panjang  dan  berbagai  hal  bisa  saja  masih  akan 
terjadi.  Demikianlah  Orde  Baru  dalam  membangun  demokrasi  Pancasila, 
yang  masih  akan  dibahas  dalam  uraian  selanjutnya. 


DEMOKRASI  PANCASILA 

Membangun  demokrasi  Pancasila  tidak  lain  adalah  membangun  sistem 
politik  nasional  kita.  Pembangunan  yang  demikian  adalah  sesuai  dengan  tun- 
tutan  dan  ketentuan  UUD  1945,  dan  berarti  membangun  suatu  sistem  politik 
yang  cocok  dengan  kehidupan  bangsa  dan  negara  kita.  Oleh  sebab  itu  Pan- 


'Pidato  Kenegaraan  Pejabat  Presiden  Jenderal  Soeharto,  16  Agustus  1967. 
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casila,  UUD  1945  dan  GBHN  merupakan  acuan  dari  sistem  politik  kita. 
Terhadap  pembangunan  demokrasi  yang  dilakukan  pemerintah  sClama  ini, 
banyak  diskusi  telah  terjadi  di  dalam  masyarakat.  Diskusi  tentang  demokrasi 
tersebut  terjadi  dari  sekitar  tahun  1966  sampai  saat  ini.  Hal  tersebut  tampak 
antara  lain  dari  tulisan-tulisan  berikut:' 

1967  :  1.  Nasution,  Basarudin,  Penyelewengan  Terhadap  UUD  1945. 

2.  Gino,  Kehidupan  Demokrasi  Pancasiia  dan  Orde  Baru. 

3.  Joesaki,  Joelfian,  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Demokrasi  Pancasiia. 

4.  Undang,  S.,  Orde  Baru  Penegak  Demokrasi  Pancasiia. 

1968  :  1.  Gazalba,  Sidi,  Demokrasi  Dalam  Persoalan:  Pembicaraan  Masalah  Demokrasi  dalam 

Rangka  Problematik  Demokrasi  Pancasiia. 

2.  Munavvar,    Gunarto,    Pelaksanaan    Demokrasi    Pancasiia   di    Indonesia  Berarti 
Menegakkan  Serta  Mewujudkan  Orde  Baru. 

3.  Suny,  Ismail,  Mekanisme  Demokrasi  Pancasiia. 


1969  :  1.  Mester,  I  Ketut,  Peranan  Partai  Politik  dalam  Alam  Demokrasi  Pancasiia. 

2.  Sudarto,  Hak-hak  Asasi  Manusia  dalam  Kehidupan  Demokrasi. 

3.  Sumantri,  Sri,  Demokrasi  Pancasiia  dan  Implementasinya  Menurut/Dalam  UUD 
1945. 

4.  Soetrisno,  Demokrasi  di  Indonesia. 


1970  :  1.  Choedoeri,  Konstitusi  dan  Demokrasi  Pancasiia. 

2.  Notohamidjojo,  O.,  Demokrasi  Pancasiia:  Dasar  Nasional  Untuk  Menegara. 

1971  :  1.  Nahdi,  Said,  Pandangan  Islam  Mengenai  Sistem  Pemerintahan  Kerakyatan:  Suatu 

Pembahasan  Mengenai  Sistem  Pemerintahan  Demokrasi  Pancasiia. 

2.  Nasution,  Abdul  Maris,  Demokrasi  Pancasiia  di  Masa  Sekarang  dan  di  Masa  Datang. 

3.  Nasution,  Abdul  Haris,  Pancasiia  Democracy  Today  and  Tomorrow. 

4.  Lufti,  Muh.  Agus,  Demokrasi  Pancasiia  dalam  Hubungannya  Dengan  UUD  1945. 

5.  Darjatmo,  Demokrasi  Pancasiia,  Sistem  Konstitusional  dan  Pola  Eksekutif  Berdasar- 
kan  UUD  1945. 

6.  Sidharta,  Peranan  Partai-partai  Politik  Sebagai  Alat  Demokrasi  Pancasiia  dalam 
Struktur  Pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia. 

7.  "Sinar  Darusalam,"  Pelaksanaan  Demokrasi  Pancasiia. 

8.  Soebali,  R.A.,  Masalah  Penerapan  Demokrasi  Pancasiia  dalam  Sistem  Pemerintahan 
Daerah  di  Indonesia. 

9.  Wijasa,  I  Ketut  Kwat,  Tinjauan  TAP  MPRS  No.  XXXVII/MPRS/1966  Tentang  Pe- 
doman  Pelaksanaan  Demokrasi  Pancasiia. 


il972  :  1.  Budyaningsih,  Demokrasi  Pancasiia  Menjamin  Hak-hak  Asasi  Manusia. 

2.  Sakimi,  Sumantri,  Pokok-pokok  Pelaksanaan  dari  Demokrasi  Pancasiia. 

3.  Sukarsono,  Demokrasi  di  Indonesia  Sejak  Lahirnya  Orde  Baru. 

4.  Suwoto,  Pemilihan  Umum  Adalah  Salah  Satu  Unsur  Mekanisme  Demokrasi  Panca- 
siia. 


'Karangan-karangan  yang  disebutkan  di  sini  baik  yang  telah  ditcrbitkan  dalam  media  massa, 
maupun  yang  tidak  ditcrbitkan  (intern  lembaga).  Sclain  dalam  tulisan-lulisan  icrscbut,  masih 
banyak  pemberitaan  mengenai  demokrasi  Pancasiia  yang  dimuat  dalam  media  lain. 
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1973  :  1.  Hazairin,  Demokrasi  Pancasila:  Sumbangan  Pemikiran  Bagi  LPHN. 

2.  Dekker,  Nyoman,  Masalah  Pola  Pengambilan  Keputusan  Daiam  Kerangka  Demokrasi 
Pancasila. 

1974  :  1.  Sumantri,  Sri,  Tentang  Lembaga-lembaga  Negara  Menurut  UUD  1945. 

1975  :  1.  Nasution,  Abdul  Haris,  Demokrasi  Pancasila  Berdasarkan  Pancasila/UUD  1945. 

2.  Moerdani,  Daya  Demokrasi  Pancasila  dengan  Pembangunan. 

3.  Mahdi,  Izak,  The  Operational  Pancasila  Democracy  of  Indonesia. 

4.  Darmodihardjo,  Dardji,  Uraian  Singkat  Tentang  Pokok-pokok  Demokrasi  Pancasila. 

1976  :  1.  Alamsjah,    Haji,    Beberapa   Catatan   Tentang   Pengamatan   Pancasila  Dengan 

Pendekatan  Kepada  Tinjauan  Sila  ke-4  Yaitu  Demokrasi  Pancasila. 

2.  Hadibroto,  Yasir,  Pemilu  Adalah  Sasaran  Untuk  Mencapai  Tujuan  Demokrasi  Panca- 
sila. 

3.  Sukarna,  Demokrasi  Versus  Kediktatoran. 

1977  :  1.  Indonesia,  Departemen  Penerangan,  Pemilu  dan  Demokrasi  (cuplikan  Pidato-pidato 

atau  Amanat  Presiden  Soeharto  dalam  Berbagai  Kesempatan). 

2.  Sitohang,  J.S.  Giovani,  Siapa  Mau  Menjadi  Demokrat  Pancasilais? 

3.  Saleh,  Soetrisno,  Demokrasi  Pancasila:  Suatu  Analisa  Gerabagan. 

4.  Pamudji,  S.,  Pelaksanaan  Demokrasi  Pancasila  di  Bidang  Supra  Struktur  Politik  da- 
lam Rangka  Pembinaan  Ketahanan  Nasional  Bidang  Politik. 

5.  Noer,  Deliar,  Perkembangan  Demokrasi  Kita. 

6.  Mashuri,  Pancasila  Democracy. 

7.  Mashuri,  Hakikat  Demokrasi  Pancasila. 

8.  Mashuri,  Demokrasi  Pancasila  dan  Pertumbuhannya. 

9.  Indonesia,  Departemen  Penerangan,  Demokrasi  Pancasila  dan  Pertumbuhannya. 

10.  Harto,  S.,  Masalah  Kultur  Oposisi  dalam  Demokrasi  Pancasila. 

11.  Dipoyudo,  Kirdi,  Demokrasi  Pancasila. 

12.  Alfian,  Pemilihan  Umum  dan  Prospek  Pertumbuhan  Demokrasi  Pancasila. 

13.  Abdulgani,  Roeslan,  Beberapa  Catatan  tentang  Demokrasi  Pancasila. 

1978  :  1.  Malik,  Adam,  Menuju  Pelaksanaan  Demokrasi  Pancasila. 

2.  Panorama  de  Indonesia,  Democracia  Indonesia.' 

Bila  kita  ikuti  secara  saksama,  tema-tema  diskusi  demokrasi  yang  muncul 
selama  Orde  Baru  ini  tampaknya  tidak  berdiri  sendiri,  tetapi  sedikit  banyak 
terkait  dengan  masalah  pelaksanaan  Pancasila  dan  UUD  1945,  ideologi,  hak- 
hak  asasi  manusia,  pemilihan  umum,  kedudukan  pemerintah,  lembaga 
kepresidenan  dan  dwi-fungsi  ABRI. 

Tema-tema  tersebul  amat  beragam,  dan  tidak  sedikit  yang  bila  ditelaah 
lebih  mendalam  mengandung  beberapa  permasalahan  yang  mendasar.  Hal  ini 

'  Jauh  sebclumnya,  tepatnya  pada  tahun  1953,  seorang  tokoh  pergcrakan  nasional  yang  berjasa 
dalam  ikut  mcmbanlu  mcnyusun  tcks  Proklamasi  Kemcrdekaan  17  Agustus  1945,Sajocti  Mclik, 
Iclah  mcmbual  scbuah  karangan  yang  juga  bcrkisar  tentang  demokrasi  Pancasila,  dengan  judul 
"Demokrasi  Pancasila  dan  Perjuangan  Ideologi  di  Dalaninya."  Setahun  sebclumnya,  tahun 
1952,  Kocntjoro  Pocrbopranoto  juga  Iclah  mcngupas  masalah  demokrasi  Pancasila  dengan  judul 
"Dasar-dasar  Demokrasi  Tata  Negara  Kita." 
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dapat  terjadi  karena  adanya  perbedaan  sudut  pandang  terhadap  demokrasi  di 
Indonesia.  Dalam  rangka  melaksanakan  demokrasi  seturut  UUD  1945  dan 
Pancasila,  perlulah  masalah-masalah  tersebut  diletakkan  dan  diarahkan  pada 
tempat  yang  semestinya,  sehingga  merupakan  masukan  tepat  untuk  perkem- 
bangan  demokrasi. 

Ada  sementara  kalangan  memandang  demokrasi  Indonesia  dengan 
kacamata  demokrasi  Barat,  suatu  tolok  ukur  yang  tidak  mengena,'  karena 
tidak  sesuai  dengan  acuan  yang  selama  ini  menjadi  pedoman  bangsa. 
Meskipun  harus  tetap  diakui  bahwa  ide  demokrasi  itu  datangnya  dari  Barat. 
Cara  menilai  yang  demikian  dapat  dimaklumi,  karena  sejak  pergerakan  na- 
sional  sampai  sekarang  banyak  pengaruh  Barat  di  Indonesia,  termasuk  pada 
para  tokoh  pendiri  negara,  maupun  tokoh  di  lapangan  pendidikan.'^ 

Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  letak  geografis  Indonesia  yang  strategis  de- 
ngan segala  kekayaannya  telah  mengundang  kekuatan-kekuatan  luar,  terma- 
suk ideologi-ideologinya,  bersaing  pengaruh  di  Indonesia.  Apalagi  dengan  ke- 
majuan  teknologi  yang  demikian  majunya  ini,  memungkinkan  arus  informasi 
masuk  secara  mudah  ke  negara  Indonesia. 

Pengalaman  masa  lalu,  seperti  masa  berlakunya  demokrasi  parlementer 
dan  demokrasi  terpimpin,  yang  tidak  sesuai  dengan  Pancasila  dan  UUD  1945, 
menimbulkan  reaksi  dan  pertanyaan,  akan  dibawa  ke  manakah  demokrasi 
kita  ini?  Di  samping  itu,  kiranya  ada  juga  kelompok-kelompok  tertentu  yang 
mempunyai  pamrih  atau  lujuan  politik  tertentu  dengan  mengatasnamakan 
demokrasi. 

'Masalah  "tolok  ukur"  sebenarnya  juga  pernah  menjadi  diskusi  hangat  di  sekitar  lahun 
1950-an,  yakni  sehubungan  dengan  masalah  "kepribadian  bangsa."  Schubungan  dengan  soal 
tolok  ukur  ini  perlu  dicamkan  pula  pidato  Presiden  Soeharlo  pada  tanggal  16  Agustus  1984  di 
depan  Sidang  Umum  DPR-RI. 

^Kita  mengenal  tokoh-tokoh  bangsa  Indonesia  yang  mendapat  didikan  Barat,  seperti  Drs.  Moh. 
Hatta,  Mr.  Supomo,  Sutan  Sjahrir,  Sutan  Takdir  Alisjahbana  dan  Iain-lain.  Namun  demikian 
tidak  dapat  dikatakan  bahwa  beliau-beliau  itu  sudah  tentu  berpikir  secara  Barat.  Di  samping  itu, 
yang  dimaksud  dengan  didikan  Barat  belum  tentu  bahwa  mereka-mereka  itu  sekolah  di  dunia 
Barat,  mungkin  sekali  hanya  membaca  literatur-literatur  Barat,  atau  mendapat  didikan  yang  ber- 
sistem  Barat.  Dan  belum  tentu  bahwa  segala  sesuatu  yang  berasal  dari  dunia  Barat  itu  berten- 
tangan  dengan  kepribadian  kita.  Negara  Indonesia  yang  sedang  membangun  maU  tidak  mau  tetap 
memerlukan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  yang  notabene  asalnya  dari  dunia  Barat.  Hal  ini 
pun  diakui  olch  Presiden  Soeharto,  yang  di  dalam  amanatnya  pada  pembukaan  Kongres  PGRI 
tanggal  16  Juli  1984  mengatakan  bahwa  sejarah  menunjukkan  tidak  ada  bangsa  yang  maju  tanpa 
penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Tugas  guru  dan  pendidikan  adalah  menyiapkan 
tumbuh  dan  berkembangnya  gcnerasi  baru  yang  mampu  menguasai  teknologi  modern.  Namun 
demikian  kita  harus  waspada  terhadap  perkembangan  teknologi  modern  itu,  yang  dewasa  ini 
membawa  manusia  seolah-olah  pada  pcrsimpangan  jalan  yang  sangat  mcncntukan.  Teknologi 
yang  sangat  tinggi  itu,  di  satu  pihak  dapat  mcngantarkan  manusia  pada  kehidupan  yang  lebih 
baik,  yang  lebih  sejahtera  dan  lebih  menentramkan  diri.  Di  lain  pihak,  teknologi  yang  sangat 
tinggi  itu  dapat  menjadi  alam  bunuh  diri,  karena  dapat  menjadi  kckuatan  dahsyal  yang  akan 
menghancurkan  dunia  dengan  segala  isinya  dalam  waktu  sckcjap. 
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Namun  demikian,  tidaklah  benar  bila  segalanya  berjalan  tanpa  keku- 
rangan-kekurangan  yang  ada,  yang  di  sana-sini  perlu  pembenahan.  Kritik- 
kritik  konstruktif  ataupun  pemikiran-pemikiran  baru  dalam  rangka  me- 
nyukseskan  pembangunan  demokrasi  tetap  diperlukan.  Demokrasi  iiu  sendiri 
merupakan  proses  yang  terus-menerus,  maka  pembangunan  demokrasi  adalah 
tanggung  jawab  bersama,  oleh  karena  itu  partisipasi  semua  pihak  merupakan 
keharusan. 

Diskusi  mcngcnai  demokrasi  di  Indonesia  lampaknya  merupakan  salah 
saiu  ungkapan  dari  perkembangan  polilik  yang  sit'ainya  kompleks.  Di  balik 
diskusi-diskusi  mengenai  demokrasi  lerscbui  lerdapai  persoalan-persoalan 
polilik  praklis  maupun  persoalan-persoalan  leoreiis.  Di  saiu  pihak  lerdapai 
keeenderungan-kecenderungan  ke  arah  pengembangan  ajaran  maupun  pelak- 
sanaan  demokrasi  sceara  murni,  legas  dan  deierminisiik.  Di  lain  pihak  ada 
pendapai  bahwa  perdebaian  leniang  demokrasi  dapai  berkembang  lerus  dan 
lidak  habis-habisnya.  Proses  seperii  ini  dapai  menjadi  awal  gerakan  polilik 
yang  menghendaki  perubahan-perubahan  berangkai  lebih  lanjui,  baik  yang 
bersifai  sirukiural'  maupun  mendasar  sampai  kepada  perubahan  Paneasila 
dan  UUD  1945.^ 

Ada  sementara  kalangan  berpendapat  bahwa  demokrasi  di  Indonesia 
belum  berjalan  semestinya,  kedaulatan  ada  di  tangan  rakyat  belum  berjalan 
semestinya,  karena  ada  anggota  MPR,  DPR  dan  DPRD  yang  diangkat, 
bahkan  hanya  sekitar  39%  anggota  MPR  yang  dipilih  rakyat.^  Kemelut  yang 
dihadapi  dewasa  ini  adalah  akibat  tidak  berjalannya  mekanisme  demokrasi.'^ 

Mengenai  hal  kedaulatan  di  tangan  rakyat  tetap  harus  diingat  bahwa  acuan 
yang  telah  kita  sepakati  sejak  berdirinya  negara  Republik  Indonesia  adalah 
Paneasila  dan  UUD  1945.  Demokrasi  Indonesia  ada  di  tangan  rakyat  bukan  di 
tangan  individu.  Oleh  karenanya  perlu  dibedakan  antara  demokrasi 
kerakyatan  dan  demokrasi  individualistik.  Menurut  UUD  1945  kedaulatan 
ada  di  tangan  rakyat,  dan  dilakukan  sepenuhnya  oleh  Majelis  Per- 
musyawaratan  Rakyat.  Dan  di  jaman  Orde  Baru  ini,  pembeniukan  Majelis 
Permusyawaratan  Rakyat  dilakukan  berdasarkan  undang-undang  yang 
berlaku  secara  sah. 

Demikian  halnya  mengenai  pengangkatan  anggota  DPR/MPR  adalah 
sesuai  dengan  Konsensus  Nasional  untuk  mempertahankan  Paneasila  dan 

'Lihal,  IPMI,  Pciiiililian  Udiiiiii,  Jakarta,  Lcmbaga  Pendidikaii  dan  Konsultasi  Pcis,  Jakarta, 
1972,  hal.  3-17. 

^Lihal  Aiilara.  24  Maict  1972/B,  6  dan  17  April  1972/B;  Ahadi.  21 .  22,  24.  25,  27  dan  30  Marct 
1972,  1,  3,  4,  6,  13  dan  14  April  1972;  Bi'iila  Biuina,  25  dan  29  Maicl  1972;  Mcrdeka,  21  Marct 
1973;  Siiwr  Harapaii,  18  Marct  1972,  3  dan  12  April  1972;  Suaia  Kenya,  18,  22  dan  23  Marct  1972. 

^Lihal  Kompas.  5  dan  30  Mei  1977,  29  Oktobcr  1977,  12  Nopcmbcr  1977;  Merdeka,  17  Marct 
1977;  Pelita,  2  Juni  1979;  Sinar  Hdra/xin.  4  April  1977  dan  29  Oktobcr  1977. 

'•Lihal  Alxidi,  29  Dcscmbcr  1973. 
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UUD  1945  secara  murni  dan  konsekuen,  yang  kemudian  diperbaiki  dengan 
Undang-Undang  No.  5/1975  tentang  Susunan  dan  Kedudukan  MPR,  DPR 
dan  DPRD.  Jadi  pengangkatan  tersebut  telah  melalui  proses  demokrasi  di 
dalam  lembaga  yang  sah. 

Kontroversi  di  sekitar  kebebasan,  hak-hak  asasi  manusia  dan  sosial  kon- 
trol  merupakan  bagian  dari  permasalahan  demokrasi  ini  pula.  Satu  pihak 
mengatakan  bahwa  dewasa  ini  perlu  ditegakkan  kembali  aturan-aturan  per- 
mainan,  prinsip-prinsip  kebebasan,  hak  asasi  dan  demokrasi.    Pihak  lain 
berpendapat  bahwa  pemikiran-pemikiran  mengenai  kebebasan,  hak-hak  asasi 
cdan  sosial  kontrol  di  Indonesia  terlalu  dipengaruhi  oleh  pemikiran-pemikiran 
IBarat  yang  terlalu  bersifat  teoretis  intelektual.  Pandangan  ini  muncul  karena 
Ibersamaan  vvaktunya  di  Eropa  sedang  terjadi  pula  gerakan-gerakan  yang 
rmenentang  struktur  dan  sistem  yang  ada,  yang  selanjutnya  berkembang 
ssebagai  gerakan  pemikiran  radikal  yang  tidak  dapat  menerima  segala  macam 
ssistem  ataupun  struktur.^  Aliran  ini  berpendapat  bahwa  sistem  dan  struktur 
fpada  hakikatnya  merupakan  penindasan  atas  kebebasan  manusia.  Dalam 
fpada  itu,  di  tahun  1967  pimpinan  MPRS  telah  membentuk  Panitia  Ad  Hoc 
rmengenai  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hak  Kewajiban  Negara,  serta  Panitia  Ad 
IHoc  tentang  Penyempurnaan  Penjelasan  UUD  1945."^ 

Sementara  itu,  ada  juga  pendapat  yang  mengemukakan  bahwa  demokrasi 
cdi  Indonesia  adalah  demokrasi  Pancasila,  sesuai  dengan  kepribadian  In- 

'Lihat  Sekretariat  DPR-GR,  Sepereinpat  Abaci Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia, 
.  Jakarta,  1970,  hal.  450.  Pada  akhir  tahun  1967  telah  tercapai  konsensus  antara  Pemerintah  dan 
1  Panitia  Khusus  Tiga  RUU,  yang  merupakan  kelanjutan  dari  proses  konsensus  nasional  sejak 
llahirnya  Orde  Baru.  Pokok-pokok  konsensus  itu  meliputi: 

ea.  Jumlah  anggota  DPR  tidak  ngombro-ombro. 

tb.  Adanya  balance/ perimbangan  yang  baik  antara  jumlah  perwakilan  Pulau  Jawa  dan  luar  Jawa. 
jcc.  Faktor  jumlah  penduduk  diperhatikan. 

cd.  Adanya  anggota  yang  diangkat  dan  yang  dipilih. 

ce.  Tiap  kabupaten  dijamin  minimal  mendapat  1  (satu)  wakii. 
f.  Persyaratan  mengenai  domisili  dihapuskan. 

:g.  Yang  diangkat  adalah  perwakilan  ABRl  dan  non-ABRI,  yang  non-ABRI  harus  non-massal. 

h.  Jumlah  anggota  yang  diangkat  untuk  MPR  adalah  Vy  dari  seluruh  anggota. 

i.  Jumlah  anggota  MPR  ditetapkan  460  anggota,  terdiri  dari  360  dipilih  melalui  Pemilihan  Umum 
dan  100  anggota  diangkat. 

j.  Sistem  pemilihan  ialah:  proportional  representation  yang  sedcrhana. 
Vk.  Stelsel  pemilihan  ialah:  lijsten-stelsel;  dan 
U.  Daerah  pemilihan  ialah:  Daerah  Tingkat  I. 

^Lihat:  IPMI,  op.  cil.,  hal.  125. 

■'Sehubungan  dengan  hal  itu  terdapat  pernyataan-pernyataan  mengenai  Neo-Marxisme  dan 
^New  Left.  Lihat,  Aniaia,  24  Juli  1972;  Indonesia  Raya,  15  Agustus  1972. 

""Lihat  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Sementara  Republik  Indonesia,  Jilid  V-A,  Jakarta, 
SSekretariat  MPRS,  1972,  hal.  30-33  dan  Jilid  XI. 
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donesia,  yang  pelaksanaannya  diatur  oleh  UUD  1945.  Paham  kebebasan  di 
dalam  Demokrasi  Pancasila  itu  adalah  kebebasan  yang  bertanggung  jawab. 
Hak-hak  asasi  manusia  telah  mendapat  tempat  di  dalam  Pancasila,  UUD  1945 
dan  beberapa  undang-undang  lainnya,^  meskipun  perumusannya  lain  dengan 
perumusan  hak-hak  asasi  manusia  seperti  yang  tercantum  dalam  konstitusi 
beberapa  negara  Barat  ataupun  Piagam  Hak-hak  Asasi  Manusia  dari  PBB. 
Kebebasan  mimbar,  kebebasan  pers,  kebebasan  memeluk  agama  dan  lain- 
lainnya,  semuanya  memerlukan  tanggung  jawab.  Segala  sesuatu  ada 
batasnya,  tidak  ada  yang  mutlak,  demikian  halnya  dengan  kebebasan  dan 
demokrasi.  Kebebasan  ataupun  demokrasi  yang  tanpa  batas  akan  menim- 
bulkan  anarki.  Tidak  ada  demokrasi  umum,  dan  tidak  pernah  ada  pelaksa- 
naan  "democracy  for  sake  of  democracy."  Demokrasi  Pancasila  tidak 
mengikuti  paham  mayoritas  dan  minoritas.  Demokrasi  Pancasila  menolak 
diktator  mayoritas  maupun  diktator  minoritas.^ 

Masalah  pemilihan  umum,  termasuk  di  dalamnya  proses  terjadinya 
Undang-Undang  Pemilihan  Umum  serta  pelaksanaan  pemilihan  umum,  baik 
pada  tahun  1971,  1977  maupun  1982,  merupakan  bagian  dari  kontroversi  ten- 
tang  demokrasi  itu  juga.  Di  samping  masalah  seperti  kebebasan,  hak  asasi  dan 
keikutsertaan  rakyat  dalam  pemilihan  umum,  dipermasalahkan  pula  hal-hal 
yang  menyangkut  ABRI,  Korpri,  floating  mass  dan  anggota-anggota  yang 
diangkat.^  Dari  satu  pihak  ada  yang  berpendapat  bahwa  pemilihan  umum 
sebagai  perangkat  demokrasi,  merupakan  wahana  uniuk  perubahan  politik 
dan  kenegaraan.  Di  lain  pihak  ada  pendapat  bahwa  UUD  1945  tidak  memuat 
pasal  tentang  pemilihan  umum.  Pemilihan  umum  adalah  sarana  dan 
dipergunakan  untuk  mewujudkan  cita-cita  nasional  berdasarkan  Pancasila 
dan  UUD  1945.  Oleh  karena  itu,  pemilihan  umum  tidak  boleh  dimaksudkan 
sebagai  sarana  perubahan,  terutama  sarana  untuk  mengganti  Pancasila  dan 
UUD  1945.- 

Sedangkan  mengenai  kedudukan  pemerintah,  ada  yang  mengemukakan 
bahwa  kedudukan  pemerintah  telah  menjadi  terlalu  kuat.  Akibatnya 
kedudukan  MPR  berkurang  karena  Presiden  sebagai  mandataris  MPR  tidak 

'Lihat,  Purbopranoto,  Kuntjoro,  Hak-hak  Asasi  Manusia  dan  Pancasila,  Jakarta,  Pradnja 
Paramila,  1969;  Tasrif  S.,  Hak-hak  Asasi  fVarga  Ne,sara  Ditinjau  dari  Sudut  UUD  1945  dan 
Pcnindang-iindangan,  Jakarta,  1979;  Budiardjo,  Miriam,  op.  dr.,  hal.  108-116. 

^Liliat,  Moertopo,  Ali,  Strategi  Pembangunan  Nasional,  Jakarta,  CSIS,  1981,  hal.  235. 

Mjhai,  Pidato  Kenegaraan  Presiden  Soeharto  di  depan  Sidang  DPR  tanggal  16  Agustus  1976. 

Hjlial,  lPMI,f;/;.  cif.;  Kampas,  30  Moi  1977;  Merdeka,  19Scplcmbcr  1977;  Pelita,  4  Juli  1977. 
Schiibiingan  dengan  Pemilihan  Umum  1977  nuincul  (pada  saat  ilii)  kelompok  yang  mcnamakan 
dirinya  Golongan  Piitili  (Golpul),  yang  menolak  mcngikiiii  pcmililian  imumi  itu. 

"^I  ihai,  Undang-Undang  No.  15  Tahun  1969  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota-anggota 
Hadan  Permiisyawaralan/Pervvakilan  Rakyal  Scbagaimana  Telah  Diubah  Dengan  Undang- 
Undang  No.  4  Tahun  1975  dan  Undang-Undang  No.  2  Tahun  1980. 
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lagi  bertanggung  jawab  kepada  MPR  yang  memilihnya.  Sementara  itu  ada 
yang  mengemukakan  tentang  konsep  Welfare  State  (Negara  Kesejahleraan) 
atau  Social  Service  State.  Negara/pemerintah  sekarang  ini  bukan  hanya 
sebagai  penjaga  malam  tetapi  harus  aktif  bertanggung  jawab  atas  kese- 
jahteraan  rakyat.^  Kuatnya  kekuasaan  eksekutif,  khususnya  Presiden,  tidak 
harus  selalu  diartikan  sebagai  kekuasaan  yang  totaliter  atau  menuju  ke 
diktator.^  Perlu  diperhatikan  dari  sudut  mana  kita  memandangnya.  Sikap, 
tingkah-laku  dan  tindakan  untuk  kepentingan  rakyatlah  kiranya  yang  menen- 
tukan.  Pemerintah  yang  kuat  adakalanya  diperlukan  dalam  rangka  mencapai 
ataupun  memelihara  stabilitas  nasional  yang  sangat  diperlukan  bagi 
kelangsungan  dan  kelancaran  pembangunan  nasional  bagi  kepentingan 
ataupun  kesejahteraan  rakyat.  Berdasarkan  UUD  1945,  kekuasaan  pemerin- 
tah negara  (kekuasaan  eksekutiO,  memang  kuat  dan  mempunyai  peranan  sen- 
tral.  Oleh  karenanya  masalah  ini  tidak  bertentangan  dengan  konstitusi.  Pasal 
4,  5,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  17,  pasal  21  ayat  (2),  30,  31,  32,  33  dan  34 
memberikan  kedudukan  kuat  kepada  kekuasaan  eksekutif,  khususnya 
Presiden.  Tentang  kekuasaan  Presiden  ini  sekalipun  luas  tetapi  jelas. 

la  dipilih  dan  diangkat  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR) 
(Pasal  6  ayat  2),  yang  separuh  anggotanya  adalah  anggota  DPR.  Presiden 
melaksanakan  apa  yang  ditetapkan  MPR  sebagai  GBHN  (pasal  3).  Setelah 
masa  jabatannya  berakhir  ia  dapat  dipilih  kembali,  dan  dia  juga  tidak  dapat 
dijatuhkan  DPR.  Sebaliknya  ia  juga  tidak  dapat  membubarkan  DPR.  Dengan 
demikian  tampak  ada  keseimbangan.  Presiden  harus  mendapat  persetujuan 
DPR  dalam  membuat  undang-undang  dan  menetapkan  anggaran  pen- 
dapatan  dan  belanja  negara.  Ini  berarti  Presiden  harus  bekerjasama  dengan 
DPR.  Dan  walaupun  Presiden  tidak  bertanggung  jawab  kepada  DPR,  namun 
DPR  dapat  dan  wajib  mengawasi  pemerintah  dan  bila  perlu  dapat  mengun- 
dang  MPR  untuk  mengadakan  sidang  khusus  dan  minta  pertanggungjawaban 
Presiden.  Dengan  demikian  secara  tidak  langsung  sekalipun  "tampaknya" 
kekuasaan  Presideo  itu  besar,  namun  ia  tidak  lepas  dari  keharusan  kerjasama 
dengan  lembaga-lembaga  negara.  Eksekutif  yang  kuat  memang  diperlukan. 
Dalam  sejarah,  Indonesia  pernah  mengalami  jaman  di  mana  kekuasaan 
eksekutif  lemah,  yaitu  waktu  Indonesia  melaksanakan  demokrasi  liberal 
(UUDS  tahun  1950).  Akibatnya  setiap  tahun  Kabinet  jatuh  bangun,  situasi 
politik  tidak  menentu  sehingga  pembangunan  tersendat-sendat.  Kekuasaan 
eksekutif  yang  lemah  seperti  itu  dapat  menjadi  bulan-bulanan  permainan 

'Lihat,  Aniara,  30  Desember  1977/B;  Berita  Yudha,  30  Desember  1977;  Merdeka,  19  Januari 
1978;  Pelila,  17  dan  19  Januari  1978;  Sinar  Harapan,  19  Januari  1978. 

^Lihat  Budiardjo,  Miriam,  op.  cil.,  hal.  58. 

'Lihat,  IPMI,  op.  cil.,  hal.  138.  Pada  kampanye  Pemilihan  Umum  1971,  parpoi-parpol 
mengklaim  adanya  lotaliter  ataupun  diktator.  Menurut  Ali  Moertopo,  justru  sikap  parpol  yang 
demikian  ini  merupakan  salah  satu  scbab  kekalahan  parpol  dalam  Pemilihan  Umum  1971. 
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politik,  dan  karenanya  tidak  akan  mampu  mengatur  dan  menjalankan  roda 
pemerintahan  di  seluruh  wilayah  Indonesia  yang  sedemikian  luasnya  dengan 
berbagai  macam  persoalan.  Harus  tetap  diingat  bahwa  kuatnya  kedudukan 
Presiden  bukan  berarti  ia  seorang  diktator,  ada  batas  kewenangannya. 
Presiden  tetap  terikat  oleh  hukum  dan  konstitusi,  berada  di  bawah  dan  ber- 
tanggung  jawab  kepada  MPR  dan  sungguh-sungguh  memperhatikan  suara 
DPR.  Bahkan  apabila  DPR  yakin  bahwa  pemerintah  telah  menyimpang  dari 
Pancasila,  UUD  1945  dan  GBHN,  maka  DPR  dapat  mengusulkan  adanya 
sidang  istimewa  MPR.' 

Berkaitan  dengan  kedudukan  pemerintah  itu,  timbul  pula  permasalahan 
sekitar  lembaga  kepresidenan,  yang  sebenarnya  telah  muncul  di  permukaan 
sejak  tahun  1967.  Lepas  dari  masalah  politik  praktisnya,  hal  ini  tampaknya 
bersumber  pada  perbedaan  tafsir  mengenai  berapa  kali  seorang  dapat  dipilih 
untuk  menduduki  jabatan  Presiden.  Di  dalam  UUD  1945  pasal  7  hanya 
disebutkan  bahwa  Presiden  dan  Wakil  Presiden  memegang  jabatan  selama 
lima  tahun  dan  sesudahnya  dapat  dipilih  kembali.  Presiden  tidak  harus  ber- 
tanggung  jawab  kepada  anggota-anggota  MPR  yang  memilihnya,  karena  per- 
tanggungjawaban  Presiden  itu  disampaikan  kepada  MPR  sebagai  lembaga 
pemegang  kedaulatan  rakyat  di  Indonesia.  Namun  yang  jelas,  MPR  tidak 
dibenarkan  untuk  mengangkat  seseorang  menjadi  Presiden  seumur  hidup, 
sebab  menurut  UUD  1945  batas  periode  waktunya  adalah  lima  tahun. 

Sementara  itu  seiring  dengan  dipermasalahkannya  peranan  ABRI  dalam 
bidang  politik,  terkait  pula  persoalan  demokrasi.  Masalah  ini  harus  diletakkan 
dalam  konteks  bahwa  ABRI,  khususnya  Angkatan  Darat,  memegang  peranan 
yang  amat  penting  di  dalam  perkembangan  Orde  Baru,  sehingga  peranan 
ABRI  dalam  bidang  politik  adalah  konsekuensi  logis  dan  riil  dari  sejarah 
perkembangan  politik  Indonesia.  Pada  awal  Orde  Baru,  ketika  kegiatan 
utama  dicurahkan  untuk  menumpas  G-30-S/PKI,  masalah  ABRI  belum  tam- 
pil  ke  permukaan,  karena  PKI  masih  melancarkan  gerakan-gerakan  fisik  sam- 
pai  sekitar  tahun  1970-an.  Ketika  masalah  itu  telah  mulai  diatasi,  maka 
mulailah  masalah  ABRI  menjadi  persoalan. 

Tentang  persoalan  peranan  ABRI  di  bidang  politik,  ada  dikemukakan 
bahwa  sebaiknya  ABRI  tidak  ikut  serta  di  dalam  politik.  Pandangan  ini  mun- 
cul bersamaan  dengan  perdebatan  mengenai  peranan  ABRI  seperti  tanipak  di 


'Lihat,  Pcnjclasan  UUD  1945  icniang  Kccliidukan  Dcwan  Pciwakilan  Rakyat  adalah  kuat; 
Kctctapan  MPR-Rl  No.  Vl/lVlPR/1973  tcmang  Hubiingan  Tata  Kcrja  Lembaga  Tertinggi  Ncgara 
Dengan/Atau  Antar  Lcmbaga-lcnibaga  Tinggi  Negara;  Ketctapan  MPR-Rl  No.  lIl/MPR/1978 
Tentang  Kedudukan  dan  Hubungan  Tata  Kcrja  Lembaga  Tinggi  Negara  Dengan/Atau  Antar 
Lembaga- lembaga  Tinggi  Negara. 

^Lihat,  Penjelasan  UUD  1945  Bab  11  tentang  MPR. 
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dalam  Seminar  Hukum  Nasional  II  tahun  1968  di  mana  dibahas  hubungan 
sipil-militcr.  Keikutsertaan  ABRI  di  dalam  politik  oleh  sementara  golongan 
dianggap  tidak  sesuai  dengan  fungsi  hakiki  militer.  Di  samping  itu  ada 
dikhawatirkan  bahaya  terjadinya  akumulasi  dan  monopoli  kekuasaan  politik, 
ekonomi  dan  militer.' 

Terkait  dengan  hal  itu  dipersoalkan  pula  adanya  pengangkatan  anggota- 
anggota  ABRI  yang  menjadi  anggota  MPR  dan  DPR.  Pandangan  ini  ditang- 
gapi  dengan  pemikiran  bahwa  konsep  dasar  mengenai  peranan  militer  di  In- 
donesia memang  berlainan  dengan  konsep  lain,  khususnya  yang  terdapat  di 
negara-negara  Barat.  Bahkan  perkembangan  umum  di  dunia  yang  menjadi 
semakin  kompleks  dan  interdependen  membawa  kecenderungan  ikut  sertanya 
militer  di  dalam  percaturan  politik.  ABRI  dilahirkan  dan  dibesarkan  bersa- 
maan  dengan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  Republik  Indonesia.  Maka 
berdasarkan  kepada  latar  belakang  sejarah  maupun  kebudayaan,  konsep 
militer  di  Indonesia  memuat  adanya  dwifungsi:  fungsi  pertahanan  keamanan 
dan  fungsi  sosial,  termasuk  di  dalamnya  fungsi  politik.^  Di  dalam  sistem 
politik  berdasarkan  UUD  1945,  ABRI  termasuk  ke  dalam  apa  yang  disebut 
sebagai  golongan  fungsional. 


'Pada  Pidato  Kenegaraan  di  depan  Sidang  DPR-GR  tanggal  16  Agustus  1968,  Presiden  RI 
Jenderal  Soeharto  mengatakan  antara  lain:  "ABRI  dengan  jelas  tidak  akan  menjadi  diktator. 
ABRI  jelas  tidak  akan  memonopoli  kekuasaan.  Bagi  kita  soalnya  bukan  siapa  yang  berkuasa, 
bukan  sipil  menguasai  ABRI  atau  ABRI  menguasai  sipil,  bahkan  ABRI  tidak  mempersoalkan 
hubungan  ABRl-sipil.  Bagi  kita  soal  yang  terpenting  adalah  tumbuhnya  kekuasaan  yang 
demokratis  berdasarkan  Pancasila;  yang  melaksanakan  kehendak  rakyat,  yang  didukung  oleh 
rakyat  dan  dikontrol  oleh  rakyat.  ABRI  adalah  sebagian  dari  rakyat."  Mengenai  peranan  ABRI 
di  bidang  politik  dapat  pula  kita  jumpai  dalam:  Simatupang,  T.B.,  "Re-examining  the  role  of  the 
Indonesia  Army,"  Prisma,  No.  20,  March,  1961,  pp.  13-25;  Crouch,  Harold,  The  Army  and 
Po/iiics  in  Indonesia,  London,  Cornell  University  Press,  1978;  Sundhaussen,  Ulf,  The  Road  lo 
Power  Indonesia  Mililary  Poliiics  1945-1967,  Kuala  Lumpur,  Oxford  University  Press,  1982; 
Nasution,  A.H.,  ABRI  Penegak  Demokrasi  UUD  1945,  Jakarta,  Seruling  Masa,  1966;  Anwar, 
Dewi  Fortuna,  "Militer  dan  Politik  di  Indonesia:  Sebuah  Tinjauan,"  Masyarakai  Indonesia,  Ta- 
hun X,  No.  1,  1983,  hai.  157-168;  Alfian,  Beberapa  Masa/ah  Peiubahanian  Polilik  di  Indonesia, 
Jakarta,  LlPl,  1971;  Muhaimin,  Yahya,  Perkembangan  Militer  dalam  Polilik  di  Indonesia, 
Yogyakarta,  Gadjah  Mada  University  Press,  1982;  Moertopo,  Ali,  Siraiegi  Pembangunan  Na- 
sional, Jakarta,  CSIS,  1981,  hal.  240-256. 

^Lihat  Moertopo,  Ali,  op.  cil,  hal.  245-249.  Presiden  Soeharto  telah  pula  memberi  ulasan 
mengenai  dwifungsi  ABRI  di  dalam  berbagai  kesempatan.  Sementara  itu  MPR  telah  pula 
mengukuhkan  dwifungsi  ABRI.  Mengenai  dwifungs'i  ABRI  lihat  pula  Abadi,  3-12-1973, 
21-12-1973,  11-1-1974,  \6-\-\914;  Indonesia  Raya,  18-9-1973,8-12-1973,  \0-\-\974;  Kompas,  17- 
12-1973;  Marian  Kami,  15-9-1973;  Tempo,  8-12-1973,  19-1-1984;  Sedangkan  mengenai  pem- 
bangunan ekonomi  dapat  dilihat  antara  lain:  Indonesia  Raya,  28-7-1972,  12-11-1972,  23-11-1972; 
Kompas,  11-8-1973;  Marian  Kami,  19-11-1972;  Berila  Buana,  15-8-1973,  22-12-1973;  Nusaniaru, 
8-6-1970,  22-\\-\912;  Sinar  Marapan,  10-8-1973,  10-12-1973;  P(Y/f;/m//;,  16-2-1973,  18-12-1973; 
Prisma,  Pebruari  1973,  Juni  1973;  Tempo,  19-1-1974. 
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Persoalan  lain  yang  mempengaruhi  perkembangan  pemikiran  mengenai 
ABRI  adalah  masalah  integrasi  ABRI.  Sebagai  dinamisator  dan  stabilisator, 
diperlukan  ABRI  yang  merupakan  suatu  organisasi  yang  utuh  bersatu,  tidak 
terkotak-kotak  apalagi  terpecah-pecah.  Integrasi  ABRI  ini  melahirkan  konsep 
Hankam,  di  mana  segenap  unsur-unsur  ABRI  terkoordinasi  di  dalamnya, 
disertai  dengan  apa  yang  dikenal  sebagai  doktrin  Hankamnas,  yang 
merupakan  bagian  dari  kehidupan  bangsa  dan  negara  Indonesia. 

Di  dalam  dwifungsi  ABRI  terkandung  adanya  fungsi  politik.  Timbullah 
permasalahan  mengenai  bagaimana  dan  di  mana  fungsi  politik  tersebut  dapat 
dilaksanakan.  Mengenai  hal  ini  terdapat  berbagai  pandangan.  Pandangan  per- 
tama  menyatakan  bahwa  ABRI  dapat  melaksanakan  fungsi  politik  itu  dengan 
memasuki  organisasi  politik  yang  ada  secara  bebas.  Pandangan  yang  kedua 
mengemukakan  bahwa  ABRI  di  atas  segala  golongan,  dan  karena  itu  tidak 
ikut  memihak  kekuatan-kekuatan  politik  yang  acIaT.  Pandangan  ketiga 
menyatakan  bahwa  ABRI  sebagai  kekuatan  fungsional  adalah  bagian  dari 
Golongan  Karya.  Menurut  pandangan  yang  terakhir  ini  apabila  kepada  setiap 
anggota  ABRI  diperkenankan  secara  bebas  memilih  kekuatan  dan  aliran 
politik  sendiri-sendiri,  hal  ini  dapat  menyebabkan  terpecah-pecahnya  ABRI 
dan  hilanglah  identitas  ABRI  yang  amat  mementingkan  organisasi  serta 
disiplin.  Pandangan  bahwa  sifat  ABRI  adalah  di  atas  segala  golongan,  tidak 
boleh  menghilangkan  kepribadian  ABRI,  sebagai  bagian  bangsa  dengan  satu 
ideologi  nasional  Pancasila. 

Dengan  demikian  kriteria  keterlibatan  ABRI  dalam  fungsi  politik  adalah 
Pancasila  dan  UUD  1945,  apalagi  karena  kesetiaan  kepada  Pancasila  tersebut 
merupakan  bagian  dari  Saptamarga.  ABRI  akan  selalu  memihak  kepada 
kekuatan  politik  yang  sama-sama  mendasarkan  diri  pada  pelaksanaan  Pan- 
casila dan  UUD  1945  secara  murni  dan  konsekuen.'  Karena  UUD  1945 
menyebutkan  adanya  golongan  fungsional  di  samping  partai-partai  politik, 
maka  ABRI  di  dalam  melaksanakan  fungsi  politiknya  itu  dipandang  sebagai 
bagian  dari  apa  yang  disebut  golongan  fungsional  itu.  Hal  ini  merupakan 
salah  satu  sebab  mengapa  soal  golongan  fungsional  seperti  golongan  profesi 
ataupun  organisasi  kemasyarakatan  menjadi  suatu  permasalahan  di  dalam 
kancah  politik. 

Mengenai  duduknya  ABRI  dalam  lembaga-lembaga  permusyawaratan/ 
perwakilan  melalui  pcngangkatan  itu  adalah  bcrdasarkan  konsensus 
nasional  Ordc  Baru,  yang  dicapai  antara  pengemban  Sural  Pcriniah  11 
Marel  1966  dan  pemimpin-pomjnipin  masyarakat,  termasuk  sembilan  par- 
tai  politik  dan  satu  Sekber  Golkar,  dengan  lujuan  untuk  mempertahankan 

'Lihal  pcrnyaiaaii  Panglinia  ABRI  Jcndcral  L.B.  Mocrdani  pada  waktu  bertcmu  dengan  ja- 
jaran  Garnizun  Ibukota,  Stiara  Karya,  23  April  1983. 
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Pancasila  dan  UUD  1945.  Inti  konsensus  nasional  itu  tertuang  dalam  Undang- 
Undang  No.  15  Tahun  1969  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota-anggota 
Badan  Permusyawaratan/Perwakilan  Rakyat  dan  Penjelasannya.' 

Erat  berhubungan  dengan  peranan  ABRI  adalah  masalah  keamanan. 
Kelangsungan  pembangunan  nasional  memerlukan  adanya  tingkat  keamanan 
yang  memadai,  guna  menciptakan  keadaan  stabil  dan  oleh  dukungan  situasi 
yang  stabil  pembangunan  bisa  berlangsung  terus.  Sehubungan  dengan  hal  ini: 
"security"  dan  "prosperity"  menjadi  tema  pemikiran  yang  amat  penting.^ 
Terkait  dengan  itu  dikembangkan  pemikiran  mengenai  kewaspadaan  na- 
sional. Sementara  itu  kontroversi  sekitar  demokrasi  dan  hak-hak  asasi 
manusia,  sering  mengajukan  permasalahan  mengenai  "security  approach," 
yang  dikhawatirkan  akan  menghilangkan  dinamika  dan  partisipasi 
masyarakat,  dan  karena  itu  menghilangkan  demokrasi.  Terhadap  persoalan 
ini  perlu  adanya  pemahaman  mendasar  tentang  makna  "stabilitas  yang 
dinamis."  Security  hendaknya  dipandang  sebagai  bagian  dari  usaha  mewu- 
judkan  stabilitas  yang  dinamis.  Sedangkan  pilihan  antara  stabil  dan  dinamis 
terkait  dengan  konsep  pembangunan  yang  bersifat  integral  dan  kontinu. 
Dalam  pada  itu  memang  perlu  keamanan  yang  mantap  dan  memadai,  karena 
masalah  keamanan  pada  hakikatnya  adalah  masalah  konkrit  yang  harus  siap 
setiap  waktu.  Keamanan  harus  mampu  menanggulangi  berbagai  macam  ham- 
batan,  gangguan,  ataupun  ancaman,  yang  dapat  bersifat  teknis  ataupun  ber- 
sifat ideologis,  yang  terutama  dan  pertama-tama  adalah  keamanan  di  dalam 
negeri.  Sementara  faktor-faktor  dari  luar  sering  ikut  menyelinap  di  dalamnya. 

Dengan  melihat  pelbagai  pemikiran  di  atas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa 
kesadaran  orang  dalam  bernegara  (demokrasi)  secara  bertahap  telah  berkem- 
bang  di  kalangan  masyarakat  di  Indonesia.  Problem  fundamental  yang  selalu 

'Pasal  11  Undang-Undang  No.  15  Tahun  1969  menyatakan  bahwa:  "Anggota  Angkatan 
Bersenjata  Republik  Indonesia  tidak  menggunakan  hak  pilih."  Sedangkan  Pasal  14  Undang- 
Undang  No.  15  Tahun  1969  itu  menyatakan  bahwa:  "Anggota  Angkatan  Bersenjata  Republik  In- 
donesia tidak  menggunakan  hak  dipilih."  Selanjutnya  Penjelasan  Undang-Undang  No.  15  Tahun 
1969  itu  menyatakan  bahwa:  "Mengingat  dwifungsi  ABRI  sebagai  alat  negara  dan  kekuatan  sosia! 
yang  harus  kompak  bersatu  dan  merupakan  kesatuan  untuk  dapat  menjadi  pengawal  dan 
pengaman  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  kuat  dan  sentosa,  maka  bagi  ABRI 
diadakan  ketentuan  tersendiri.  Fungsi  dan  tujuan  ABRI  seperti  tersebut  di  atas  tidak  akan  ter- 
capai  jika  anggota  ABRI  ikut  serta  dalam  pemilihan  umum,  yang  berarti  bahwa  anggota  ABRI 
berkelompok-kelompok,  berlain-lainan  pilihan  dan  pendukungnya  terhadap  golongan-golongan 
dalam  masyarakat.  Karena  itu  maka  anggota-anggota  ABRI  tidak  menggunakan  hak  mcmilih  dan 
hak  dipilih,  tetapi  mempunyai  wakil-wakilnya  dalam  lembaga-lembaga  permusyawaratan/per- 
wakilan  rakyat  dengan  melalui  pengangkatan.  Duduknya  ABRI  dalam  iembaga-lctubaga  pcr- 
musyawaratan/perwakilan  melalui  pengangkatan  dimungkinkan  oleh  demokrasi  Pancasila  yang 
menghendaki  ikut  sertanya  segala  kekuatan  dalam  masyarakat  represenlatif  dalam  lembaga- 
lembaga  tersebut. 

^Tcma  ini  dikembangkan  oleh  Lcmhannas  (Lembaga  Pcrtahanan  dan  Keamanan  Nasional). 
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mewarnai  pertunibuhan  dan  perkembangan  demokrasi  hingga  saat  ini  adalah 
masalah  icleologi.^  Macam-macam  ideologi  yang  muncul  lelah  menempatkan 
masyarakat  Indonesia  dalam  kotak-kotak  yang  terpisah  saiu  dari  yang  lain. 
Pengkotak-kotakan  tersebut  menggiring  orang  menuju  ke  perbedaan- 
perbedaan  pendapat,  orientasi  dan  kepentingan  yang  cenderung  makin  lama 
makin  meruncing.  Dalam  keadaan  yang  demikian  tidak  mungkin  muncul 
suasana  kebersamaan  yang  menjamin  kesamaan  langkah  dan  pandangan, 
orientasi  hidup  bermasyarakat  dan  bernegara  serta  pelaksanaan  program- 
program  konkrit  yang  mengarah  pada  kesejahteraan.  Di  sinilah  letak  kepen- 
tingan Panjasila  sebagai  satu-satunya  asas  bagi  semua  organisasi 
kemasyarakatan,  Parpol  maupun  Golkar.  Dengan  Pancasila  sebagai  satu- 
satunya  asas  tersebut  berarti  terciptanya  kesamaan  iklim  bagi  semuanya, 
sehingga  satu  sama  lain  dimungkinkan  saling  komunikasi  positif  -  saling  bahu- 
membahu,  menuju  tatanan  masyarakat  yang  adil  makmur  berdasarkan  Pan- 
casila dan  UUD  1945. 

Di  samping  itu  kepentingan  Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas  bagi 
semua  organisasi  kemasyarakatan  terletak  pada  kenyataan  bahwa  demokrasi 
di  Indonesia  bukan  saja  memuat  bidang  politik,  tetapi  juga  meliputi  sosial 
ekonomi-kultural  dan  spiritual.  Dengan  perkataan  lain,  pembangunan 
demokrasi  di  Indonesia  berarti  juga  pembangunan  dimensi  manusia 
seutuhnya,  bagi  seluruh  nusa  dan  bangsa.  Dalam  rangka  itu  maka  bentuk 
pengamalan  dan  penghayatan  Pancasila  bukan  saja  pada  Pancasila  sebagai 
satu-satunya  asas  bagi  semua  organisasi  kemasyarakatan,  tetapi  juga  seluruh 
pembangunan  nasional,  yang  dalam  GBHN  1983  dinyatakan  sebagai  penga- 
malan Pancasila. 


PENUTUP 

Demokrasi  pada  dasarnya  selalu  melekat  pada  sifat  dasar  manusia  dalam 
hidup  bermasyarakat  -  bernegara,  oleh  sebab  itu  masalah  demokrasi  tidak  bisa 
dilepaskan  dari  proses  bermasyarakat  -  bernegara  dalam  suatu  negara.  Jadi 
demokrasi  selalu  mempunyai  konteks  dan  sejarah.  Dengan  perkataan  lain, 
demokrasi  selalu  akan  seiring  dan  sejalan  dengan  kondisi  budaya  suatu  bangsa 
karena  demokrasi  merupakan  salah  satu  unsur  dalam  budaya  bangsa.  Maka 
perkembangan  dan  pertumbuhannya  akan  berlangsung  dan  saling  berkaitan 
dengan  perkembangan  dan  pertunibuhan  kebudayaan.  Proses  tersebut  akan 
berjalan  dalam  dimensi  ruang  dan  vvaktu  dalam  suatu  interaksi  yang 
berkcsinambungan.   Melalui   proses   tersebut   subyek   budaya  diperkaya, 

'Di  niasa  yang  akan  daiang  dapal  Icijacli  pcrmasalalian  lidak  icrlalu  bcral  berupa  ideologi, 
akan  tclapi  Icbil.i  bcrkailaii  dengan  masalali-niasalali  sosial  ekonomi  serta  problem  niobilitas  dan 
efisiensi  sosial. 
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diperkuat  dengan  perkembangan-perkembangan  sehingga  akhirnya  menuju 
pada  bentuk-bentuk  budaya  yang  lebih  baik  --  lebih  serasi  --  selaras  bagi 
bangsa  yang  bersangkutan.  Dengan  perkataan  lain,  proses  tersebut  menuju 
bentuk  budaya  yang  lebih  otentik.  Proses  budaya  yang  demikian  disebut 
akulturasi.  Jadi  demokrasi  sebagai  bagian  dari  budaya  bangsa,  juga 
merupakan  proses  akulturasi.  Proses  pertumbuhan  demokrasi  Indonesia  telah 
terjadi  dengan  melalui  perkembangan-perkembangan  yang  juga  mengarah 
pada  demokrasi  yang  khas  Indonesia,  sesuai  dengan  kepribadian  bangsa, 
yakni  demokrasi  Pancasila. 

Dari  awal  mulanya,  demokrasi  Indonesia  seperti  tercantum  dalam  Pan- 
casila dan  UUD  1945,  merupakan  pertemuan  dan  pergumulan  dari  macam- 
macam  aliran  kebudayaan,  baik  yang  datang  dari  luar  maupun  yang  berasal 
dari  alam  Indonesia  sendiri.  Dari  berbagai  macam  kebudayaan  tersebut  kalau 
ditelaah  mendalam  akan  tampak  tiga  macam  orientasi,  yakni  orientasi  keaga- 
maan,  orientasi  Barat  Modern  Sekular  dan  orientasi  kebangsaan.  Pertemuan 
dan  pergulatan  antara  pengaruh-pengaruh  yang  datang  dari  luar  di  satu  pihak, 
dengan, pengaruh  budaya  dari  kebudayaan  sendiri  di  lain  pihak  merupakan  hal 
yang  selalu  memacu  dan  mewarnai  perkembangan  demokrasi  berdasarkan 
kebangsaan.  Hal  tersebut  tampak  dalam  masa  pemerintahan  Republik  In- 
donesia, setelah  kemerdekaan  sampai  jaman  Orde  Baru.  Dalam  kurun  waktu 
tersebut,  pergulatan  antara  masing-masing  pengaruh  kebudayaan  direkam 
dalam  peristiwa  sejarah  bangsa  Indonesia:  baik  pada  saat-saat  setelah 
kemerdekaan,  pada  masa  demokrasi  liberal,  demokrasi  terpimpin,  maupun 
pada  masa  Orde  Baru  (demokrasi  Pancasila). 

Pada  jaman  Orde  Baru,  proses  pertemuan  dan  pergumulan  antara  masing- 
masing  pengaruh  kebudayaan  tersebut  dalam  berbagai  manifestasinya  masih 
terus  berlangsung.  Sekalipun  aspirasi  Orde  Baru  cenderung  mengarah  pada 
pilihan  paham  kebudayaan  sendiri,  yaitu  paham  kebangsaan  -  yang  khas  pada 
kepribadian  sendiri  yakni  demokrasi  Pancasila,  namun  jalan  menuju  pada 
sasaran  tersebut  harus  melalui  suatu  proses  interaksi  dan  seleksi,  untuk  men- 
cari  nilai-nilai  budaya  yang  baik  dan  selaras  dari  mana  pun  asalnya,  serta 
membuang  nilai-nilai  yang  tidak  cocok.  Proses  menuju  bentuk  demokrasi 
yang  otentik  tersebut  sungguh  membutuhkan  waktu  yang  lama  serta  usaha 
yang  tidak  mudah.  Upaya  menuju  demokrasi  yang  demikian  mencerminkan 
acuan  yang  terkandung  dalam  Pasal  32  UUD  1945  yang  dijelaskan  secara 
tegas  sebagai  berikut: 

"Kebudayaan  bangsa  ialah  kebudayaan  yang  timbu-1  sebagai  buah  usaha  budinya  rakyal  In- 
donesia seiuruhnya.  Kebudayaan  lama  dan  asli  icrdapat  sebagai  puncak-puncak  kebudayaan 
di  daerah-dacrah  di  seiuruh  Indonesia,  terhitung  sebagai  kebudayaan  bangsa.  Usaha 
/kebudayaan  harus  menuju  ke  arah  kemajuan  adab,  budaya  dan  persaluan,  dengan  tidak 
menolak  bahan-bahan  baru  dari  kebudayaan  asing  yang  dapai  memperkembangkan  aiau 
memperkaya  kebudayaan  bangsa  sendiri,  serta  mempcrtinggi  dcrajat  kemanusiaan  bangsa  In- 
donesia." 
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Maka  di  dalam  pembangunan  demokrasi  ilu  kita  harus  juga  bcrusaha  mema- 
iukan  kcbiidayaan  agar  mcngarah  pada  keiuujiiuii  cidcih,  hudaya  dan  persa- 
nian.  Kita  lidak  menolak  bahan-bahan  baru  dari  kebudayaan  asing  yang 
dapai  nicmpcrkembangkan  aiau  memperkaya  kebudayaan  sendiri,  serta 
menipertinggi  derajat  kemanusiaan  bangsa  Indonesia.  Mempertinggi  derajat 
kemanusiaan  bangsa  Indonesia  adalah  esensi  dari  segala  perjuangan  politik 
dan  pembangunan  demokrasi  kiia.  Demokrasi  adalah  hal  kebudayaan. 
Dengan  demikian  demokrasi  ilu  perlu  dilaksanakan  seeara  berkebudayaan 
pula.  Inilah  hikmah  dan  eita-ciia  demokrasi  Pancasila. 


Sejarah  Perkembangan  Organisasi  Sosial 
dan  Partai  Politik  di  Indonesia 


J.  KRISTIADI* 


IPENGANTAR 

Dua  substansi  pokok  yang  akan  dibahas  dalam  tulisan  ini  adalah 
'  organisasi  sosial  dan  partai  politik  di  Indonesia  ditinjau  dalam  perspektif  se- 
jarah. 

Untuk  maksud  itu  kiranya  perlu  terlebih  dahulu  dijelaskan  tentang 
ipengertian-pengertian  tersebut. 

Peiifiertian  lenlan^i  organisasi  sosial:  Dalam  arti  luas  organisasi  sosial 
;adalah  keseluruhan  dari  bentuk-bentuk  kerjasama  sekelompok  manusia  yang 
•saling  mengikat  diri  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Termasuk  dalam  penger- 
;tian  ini  adalah  organisasi  yang  mempunyai  tujuan  politik  maupun  yang  tidak 
rmempunyai  tujuan  politik  langsung  seperti  serikat  sekerja,  koperasi, 
(organisasi  mahasiswa,  maupun  organisasi  yang  secara  khusus  mempunyai  tu- 
juan politik  langsung  seperti  partai  politik,  kelompok  penekan,  kelompok  in- 
:teres,  dan  Iain-Iain.  Dalam  tulisan  ini  yang  dimaksudkan  dengan  organisasi 
\S0sial  adalah  organisasi  sosial  dalam  arti  yang  sempit,  yaitu  sekelompok  ma- 
rnusia  yang  saling  mengikat  diri  untuk  bekerjasama  untuk  mencapai  tujuan 
'tertentu  di  mana  tujuan  tersebut  tidak  secara  langsung  bermaksud  mempe- 
rngaruhi  kebijakan  politik  negara,  yang  lazim  pula  disebut  organisasi  ke- 
rmasyarakatan. 

Peiifierlian  tentang  partai  politik:  Partai  politik  umumnya  diartikan 
Nsebagai  kerjasama  sekelompok  manusia  yang  secara  sadar  dan  sengaja  bertu- 
ijuan  mempengaruhi,  dan  kalau  mungkin,  mengendalikan  kebijakan  politik 
'negara.  Organisasi  yang  mirip  dengan  partai  politik  (mempunyai  tujuan  untuk 
rmengambil  bagian  dalam  memperoleh  kekuasaan  dan  secara  tidak  langsung 
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mempengaruhi  kebijakan  politik  negara)  adalah  kelompok  penekan  dan 
kelompok  kepentingan.'  Namun  mengenai  organisasi  terakhir  ini  tidak  akan 
dibicarakan  lebih  mendalam  lagi. 

Dibandingkan  dengan  organisasi  sosial  yang  lain,  partai  politik  mem- 
punyai  ciri  yang  khusus  karena  biasanya  partai  politik  menjalankan  fungsi- 
fungsi  sebagai  berikut: 

"Pertama,  Partai  sebagai  sarana  komunikasi:  Partai  mengumpulkan  dan  menyalurkan 
pendapat-pendapat  dan  aspirasi  yang  tumbuh  dalam  masyarakat  (Interest  Aggregation), 
serta  mengolah  dan  merumuskannya  dalam  bentuk  yang  teratur  (Interest  Articulation). 
Semua  kegiatan  tersebut  dilakukan  oleh  partai  sebagai  usul  kebijaksanaan  yang  disampai- 
kan  kepada  pemerintah  agar  dijadikan  kebijaksanaan  umum  (public  policy). 

Di  lain  pihak  partai  juga  berfungsi  membahas  dan  menyebarluaskan  rencana  serta  kebi- 
jaksanaan pemerintah.  Dengan  demikian  terjadi  arus  informasi  dan  dialog  dari  atas  ke 
bawah  dan  dari  bawah  ke  atas. 

Kedua,  Partai  sebagai  sarana  sosialisasi  politik:  Dalam  usaha  menguasai  pemerintahan 
melalui  kemenangan  dalam  Pemilu,  partai  harus  memperoleh  dukungan  seluas  mungkin. 
Untuk  itu  partai  berusaha  menciptakan  image  bahwa  ia  memperjuangkan  kepentingan 
umum.  Di  samping  menanamkan  solidaritas  dengan  partai,  partai  politik  juga  mendidik 
anggota-anggotanya  menjadi  warga  negara  yang  bertanggung  javvab  terhadap  kepentingan 
nasional,  mendorong  tumbuh  dan  berkembangnya  identitas  dan  integrasi  nasional. 

Ketiga,  Partai  sebagai  sarana  recruitment  politik:  Partai  politik  juga  berfungsi  mencari 
dan  mengajak  orang  yang  berbakat  untuk  turut  aktif  dalam  kegiatan  politik  sebagai  anggota 
partai.  Dengan  demikian  partai  ikut  serta  memperluas  partisipasi  politik.  Caranya  melalui 
kontak  pribadi,  persuasi  dan  Iain-lain.  Juga  partai  berusaha  untuk  menarik  golongan  muda 
untuk  dididik  menjadi  kader  yang  dipersiapkan  bagi  proses  regenerasi. 

Keempat,  Partai  sebagai  sarana  pengatur  konflik:  Dalam  suasana  demokrasi,  persaingan 
dan  perbedaan  pendapat  dalam  masyarakat  merupakan  gejala  yang  selalu  muncul,  maka 
partai  politik  dalam  hal  ini  harus  mampu  berperan  sebagai  pengatur  perbedaan-perbedaan 
pendapat  dan  pandangan  tersebut." 

Sejarah  pertumbuhan  partai  politik  dalam  negara  yang  modern  dimulai 
lebih  kurang  100  tahun  yang  lalu  bersamaan  dengan  berkembangnya  proses 
tcrbeniuknya  lenibaga  perwakilan  (parlemen)  dan  pemilihan  umum.  Setidak- 
tidaknya  ada  tiga  leori  mengenai  asal-usul  tumbuhnya  partai  politik  ini.-^ 

Pertama,  adalah  teori  institusionalisasi.  Menurut  teori  ini  perkembangan 
partai  politik  berhubungan  erat  dengan  munculnya  lembaga  perwakilan  dan 
meningkalnya  secara  bertahap  hak  pilih  rakyat  yang  biasanya  dilakukan 


'Mengenai  kelompok  pcnckan  dan  kelompok  interes  dapat  dibaca  lebih  lanjui  dalam  buku 
Maurice  Duvcrgcr,  Panics  Politics  and  Pressure  Groui\  maupun  dalam  buku  Reader  A.,  Coni- 
IHiraiivc  Politics,  dalam  arlikcl:  "Pressure  Group  and  Interest  Group,"  hal.  389-408. 

^Miriam  Budiardjo,  Dasar-dasar  Iliuu  Politik,  Jakarta,  PT  Gramcdia,  1977,  hal.  163-164. 

^Lihai:  Joseph  La  Polambara  and  Myron  Weiner,  Political  Parties  and  Political  Development. 
New  Yersey:  Princeton  University  Press,  1966,  hal.  7-21. 
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melalui  pemilihan  umum.  Pertumbuhan  partai  bisa  terjadi  secara  internal 
(dilihat  dari  posisi  anggota  lembaga  perwakilan)  yaitu  bila  diperlukan  wadah 
semacam  partai  politik  untuk  menciptakan  fraksi-fraksi  dalam  lembaga  per- 
wakilan guna  menjamin  terpilihnya  anggota  fraksi-fraksi  tersebut  dalam  lem- 
baga perwakilan.  Pertumbuhan  partai  bisa  secara  eksternal  yaitu  bila  partai 
politik  tumbuh  di  luar  lembaga  perwakilan,  selalu  terlibat  sebagai  oposan 
penguasa  dan  menuntut  perwakilan  dalam  parlemen  serta  menuntut  perluasan 
hak  pilih.  Partai  politik  jenis  ini  adalah  gejala  terakhir  dalam  masyarakat  di 
negara  bekembang  yang  biasanya  muncul  untuk  pertama  kalinya  dalam  ben- 
tuk  serikat  buruh,  koperasi  atau  organisasi  sosial  dan  Iain-lain. 

Teori  kedua  adalah  teori  krisis.  Menurut  teori  ini  "krisis"  diartikan 
sebagai  perkembangan  situasi  sejarah  dari  sistem  politik  tradisional  menuju 
sistem  politik  yang  lebih  maju.  Dalam  situasi  yang  demikian  bisa  muncul  par- 
tai atau  organisasi  politik  baru.  Cara  kelompok  penguasa  menghadapi  krisis 
tersebut  akan  menentukan  corak  sistem  politik  partai  yang  akan  muncul. 
Krisis-krisis  politik  intern  itu  bisa  dipercepat  oleh  perubahan-perubahan,  yang 
kadang-kadang  terjadi  secara  serentak,  seperti  perang,  inflasi,  depresi, 
ledakan  penduduk,  atau  perubahan-perubahan  di  bidang  pendidikan,  industri- 
pertanian,  mass  media,  yang  dianggap  kurang  radikal.  Dari  krisis  politik  in- 
tern semacam  itu  bisa  mengakibatkan  masalah  yang  lebih  fundamental  yaitu 
krisis  legitimasi,  integrasi  dan  partisipasi.  Dalam  situasi  semacam  ini  bisa  ter- 
jadi erosi  terhadap  pola  kepercayaan  tradisional,  khususnya  karena 
mempengaruhi  hubungan  individu  terhadap  penguasa,  sehingga  partai  politik 
atau  organisasi  baru  akan  timbul. 

Teori  ketiga  adalah  teori  modernisasi.  Menurut  teori  ini  tumbuhnya  partai 
politik  disebabkan  oleh  semakin  meluasnya  modernisasi  atau  pembangunan. 
Misalnya:  munculnya  kelompok-kelompok  sosial  akibat  dari  kemajuan- 
kemajuan  ekonomi,  atau  muncul  dan  berkembangnya  kelas-kelas  wiraswasta 
serta  bertambahnya  kelas  profesional  yang  spesialistis.  Namun  demikian, 
teori  pertumbuhan  tersebut  tidak  berlaku  umum,  karena  banyak  negara-' 

;  negara  yang  membentuk  partai  politik  sesuai  dengan  kepentingan  dan  perkem- 

■  bangan  masyarakatnya. 

Bagaimana  dengan  perkembangan  organisasi  sosial  dan  partai  politik  di 
1  Indonesia? 

Dalam  perjalanan  sejarah  bangsa  Indonesia,  munculnya  organisasi- 
'  organisasi  tersebut  dalam  pengertian  modern  baru  menjadi  berarli  dan  ber- 
'  fungsi  pada  saat  sekitar  munculnya  organisasi  sosial  yang  berkembang  men- 
jadi organisasi  politik  (partai  politik).  Melalui  cara  ini,  organisasi  bisa  me- 
tmainkan  peranan  tertentu  dalam  masyarakat  dengan  cakupan  lujuan  yang 
I  lebih  luas.  Adapun  tujuan  yang  sangat  mcmacu  pertumbuhan  organisasi 
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tersebul  adalah  lerwujudnya  kemerdekaan  Indonesia  maupun  tercapainya 
cita-cita  proklamasi  yang  lebih  luas  serta  tumbuhnya  bangsa  Indonesia  sebagai 
satu  nation  baru.  Dinamika  perkembangan  organisasi-organisasi  tersebut  di- 
warnai  dan  dibentuk  oleh  beberapa  aliran  ideologi  di  antaranya  ada  tiga  yang 
tumbuh  dan  berkembang  secara  kuat  di  Indonesia.'  Dalam  garis  besar  aliran- 
aliran  ideologi  tersebut  adalah:  aliran  kebangsaan,  keagamaan,  dan  Barat  mo- 
dern non-keagamaan  (sekular).  Ketiga  aliran  tersebut  mewujudkan  diri  dalam 
organisasi-organisasi  politik  dan  kemasyarakatan.  Baru  setelah  para  pimpinan 
organisasi  dapat  menempatkan  orientasi  ideologi  kebangsaan  di  atas  semua 
ideologi  lain,  yang  dituangkan  dalam  "Sumpah  Pemuda,"  maka  kekuatan 
kebangsaan  mulai  menunjukkan  keampuhannya.  Namun  dinamika  sejarah 
perkembangan  gerakan  tersebut  tidak  berhenti  setelah  tercapai  kemerdekaan, 
melainkan  terus  berlangsung  sejalan  dengan  hukum  perkembangan  masya- 
rakat  yang  selalu  mengalami  perubahan. 

Tulisan  ini  secara  umum  bermaksud  menelusuri  dinamika  sejarah  perkem- 
bangan organisasi  kemasyarakatan  dan  partai  politik  tersebut  sehingga  dapat 
ditemukan  kaidah-kaidah  sosial  yang  ajeg  dan  mantap  yang  menjadi  landasan 
bersama  mewujudkan  tujuan  nasional,  sedangkan  secara  khusus  ingin  men- 
dalami  proses  kristalisasi  politik  dalam  gerakan  organisasi  tersebut. 

Untuk  mencapai  tujuan  itu  diadakan  periodisasi  sebagai  berikut: 

Pertama,  periode  sebelum  kemerdekaan,  1908-1945 
Kedua,  periode  mempertahankan  kemerdekaan,  1945-1950 
Ketiga,  periode  demokrasi  liberal,  1950-1959 
Keempat,  periode  demokrasi  terpimpin,  1959-1965 
Kelima,  periode  demokrasi  Pancasila,  1966-sekarang 

Dan  akhirnya  tulisan  ini  akan  diakhiri  dengan  catatan  penutup. 


PERIODE  SEBELUM  KEMERDEKAAN,  1908-1945 

Awal  informal  kehidupan  partai  politik  di  Indonesia  dapat  dilacak  mula" 
dari  berdirinya  organisasi  Budi  Utomo  tahun  1908.  Semula  organisasi  tersebut 
hanya  bertujuan  memajukan  pengajaran  sebagaimana  ditegaskan  dala 
kongres  pertama: 

"kcmajuan  yang  selaras  (harmonis)  buat  negeri  dan  bangsa,  lerutama  dengan  meniajukar 
pengajaran,  pertanian,  peternakan  dan  dagang,  teknik  dan  industri,  kebudayaan  (kesenian)". 

'Bandingkan  dengan  pcriumbuhan  partai  politik  di  Eropa  yang  nierupakan  ekspresi  dari 
konflik  ideologi  liberal  versus  konservatismc;  sosialismc  versus  kapitalisme. 

^A.K.  Priggodigdo,  Sejarah  Pergerakan  Rakyai  Indonesia,  Jakarta:  Penerbit  Dian  Rakyat; 
1980,  iial.  1. 
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Meskipun  Budi  Utomo  tidak  secara  eksplisit  menyatakan  cita-cita 
kemerdekaan,  tetapi  berdirinya  Budi  Utomo  merupakan  langkah  awal  yang 
penting  bagi  gerakan  organisasi  kemasyarakatan  untuk  mencapai  kemerde- 
kaan Indonesia.  Masyarakat  Indonesia  yang  majemuk  baik  karena  perbedaan 
suku,  agama,  keturunan,  ideologi  mulai  mempergunakan  "organisasi" 
sebagai  syarat  utama  perjuangannya.  Sejak  itu  tumbuh  macam-macam 
organisasi  yang  mencerminkan  kemajemukan  masyarakat  Indonesia. 

Kemajemukan  masyarakat  Indonesia  tersebut  diwarnai  oleh  ideologi 
organisasi:  seperti  ideologi  keagamaan,  ideologi  kebangsaan  dan  ideologi 
Barat  modern  non-agama  (sekular);  di  samping  masih  tampak  adanya  ideologi 
kedaerahan  dan  ideologi  campuran. 

Organisasi  masyarakat  yang  mempunyai  orientasi  ideologi  kebangsaan 
selain  Budi  Utomo  antara  lain:  Pemuda  Indonesia,  De  Indische  Partij,  Per- 
himpunan  Pelajar  Indonesia,  Persatuan  Bangsa  Indonesia,  Komite  Persatuan 
Indonesia  dan  Iain-lain.  Organisasi  masyarakat  yang  mempunyai  orientasi 
ideologi  keagamaan  adalah  Sarekat  Islam  (1912)  yang  semula  didirikan  karena 
alasan  ekonomis  dan  keagamaan.  Hal  ini  tampak  dari  tujuan  dalam  anggaran 
dasar  organisasinya  sebagai  berikut:  "mencapai  kemajuan  rakyat  yang  nyata 
dengan  jalan  persaudaraan  di  antara  kaum  muslimin  semuanya."  Perkem- 
bangan  selanjutnya  Sarekat  Islam  menjadi  Partai  Sarekat  Islam  (PSI)  tahun 
1923,  dan  menjadi  Partai  Sarekat  Islam  Indonesia  (PSII  pada  tahun  1929). 
Sementara  itu,  pada  tahun  1923  di  Yogyakarta  oleh  umat  Katholik  Jawa  telah 
didirikan  suatu  perkumpulan  politik  dengan  nama  "Perkumpulan  Politik 
Katholik  Djawi"  (PPKD).  Di  samping  itu  masih  ada  organisasi  masyarakat 
yang  juga  mempunyai  landasan  ideologi  keagamaan,  antara  lain:  Muham- 
madiyah  (tahun  1912),  Nahdlatul  Ulama  (tahun  1926)  dan  Perserikatan  Kaum 
Kristen  (tahun  1929).  Sementara  itu  ada  organisasi  masyarakat  yang  ber- 
pegang  kepada  ideologi  Barat  Modern  non-agama:  dimulai  dengan  berdirinya 
ISDV  pada  tahun  1914,  dan  kemudian  ISDP  (1917)  dan  kemudian  Partai 
Komunis  pada  tahun  1920. 

Organisasi-organisasi  yang  secara  ideologis  mempunyai  sifat  majemuk 
tersebut  mencapai  kristalisasi  dan  titik  temu  pada  semangat  dasar  anti 
penjajah  untuk  mencapai  kemerdekaan.  Puncak  kesadaran  semacam  itu  ter- 
jadi  pada  Kongres  Pemuda  tahun  1928  menyatakan  bahwa: 

Pertama:  Kami  putra-putri  Indonesia  mengaku  bertumpah  darah  satu,  ta- 
nah  air  Indonesia; 

Kedua   :  Kami  putra-putri  Indonesia  mengaku  berbangsa  satu,  bangsa  In- 
donesia; 

Ketiga   :  Kami  putra  dan  putri  Indonesia  mcnjunjung  bahasa  persatuan, 
bahasa  Indonesia. 


598 


ANALISA  1984  -^8 


Dengan  demikian  peristiwa  Sumpah  Pemuda  merupakan  perisliwa  yang 
sangat  penting  bagi  perkembangan  kehidupan  politik  selanjutnya.  Mulai  saat 
itu  kemajemukan  masyarakat  Indonesia  dapat  dipersatukan  dalam  semangai 
kebangsaan  sebagai  ideologi  dasar  dari  gerakan-gerakan  selanjutnya.  Namun 
demikian  harus  diakui  bahwa  sekalipun  kebangsaan  telah  menjadi  ideologi 
dasar  gerakan  masyarakat,  aliran-aliran  lain  masih  tetap  berkembang  dan 
bahkan  tidak  jarang  merupakan  tenaga  penghambat  dalam  mencapai  persa- 
tuan  kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia. 

Kiranya  perkembangan  kesadaran  berbangsa  untuk  mendirikan  negara  In- 
donesia yang  merdeka,  tidak  lepas  dari  munculnya  partai  politik  yang  secara 
lebih  tegas,  menyatakan  kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia  sebagai  tujuan. 
Hal  ini  antara  lain  dilakukan  oleh  organisasi  yang  bernama  "De  Indische 
Partij"  yang  didirikan  pada  tanggal  25  Desember  1912  yang  anggotanya  ter- 
diri  dari  segala  "bangsa,  tanpa  memandang  keturunan  asalnya  sebagai  orang 
'Indier'."  Rumusan  tujuannya  jelas:  "Indie  merdeka;"  dasarnya:  "National 
Indische"  dengan  semboyan  Indie  untuk  Indiers  berusaha  membangun  rasa 
cinta  tanah  air  dan  semua  Indiers,  berusaha  mewujudkan  kerjasama  yang  erat 
untuk  kemajuan  tanah  air  dan  menyiapkan  kemerdekaan.^ 

Organisasi  politik  lain  yang  merupakan  cikal-bakal  partai  politik  di  In- 
donesia adalah  Partai  Sarekat  Islam  yang  berdiri  tahun  1923.  Partai  tersebut 
merupakan  perkembangan  dari  organisasi  Sarekat  Dagang  Islam.  Selanjutnya 
perkembangan  kepartaian  di  Indonesia  pada  masa  pra-kemerdekaan  tetap 
diwarnai  oleh  aliran-aliran  ideologi  keagamaan,  kebangsaan  dan  Barat 
Modern  non-agama.  Kemajemukan  orientasi  tersebut  masih  ditambah  dengan 
taktik  partai  politik  dalam  menghadapi  Belanda,  yaitu  bekerjasama  (ko- 
peratif)  atau  tidak  bekerjasama  (non-koperatif)-  Adapun  partai-partai  politik 
tersebut  antara  Iain: 

a.  Partai  politik  yang  beraliran  agama  seperti:  Partai  Sarekat  Islam  Indo- 
nesia, Partai  Islam  Indonesia  (PARII),  Christilijke  Ethise  Partij  (CEP)  di- 
dirikan tahun  1917  yang  kemudian  berubah  menjadi  bernama  Christilijke 
Staatkundigde  Partij  (CSP-1930),  Indische  Katholijke  Partij  (IKP)  tahun 
1918,  Perkumpulan  Katholik  Jawi  (PPKD-1925). 

b.  Partai  politik  yang  beraliran  kebangsaan  antara  lain:  National  Indische 
Partij,  Partai  Indonesia  (Partindo),  Partai  Persatuan  Indonesia,  Partai 
Rakyat  Indonesia,  Persatuan  Bangsa  Indonesia,  Perhimpunan  Indonesia. 

c.  Sedangkan  partai  politik  yang  beraliran  Barat  Modern  non-agama  (sekular) 
misalnya,  Indische  Sosiaal  Demokratische  Vereniging,  Partai  Komunis  In- 
donesia dan  Iain-lain. 


'/Wf/.,  hal.  11  clan  12. 
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Pada  periode  pra-kemerdekaan  ini  yang  menarik  adalah  persepsi  dari  or- 
ganisasi  politik  tentang  perlunya  menyusun  kekuatan  yang  efektif  guna  me- 
wujudkan  cifa-cifa  bersaina.  Maka  dalam  pelaksanaan  politik  bergabunglah 
partai-partai  tersebut  dalam  satu  wadah  PPPKI  pada  tanggal  17  Desember 
1927.  Tujuan  PPPKI  adalah:' 

"1.  Menyamakan  arah  aksi  kebangsaan,  memperkuatnya  dengan  memperbaiki  organisasi, 
dengan  kerja  bersama  antara  organisasi-organisasinya  dan  dalam  pada  itu; 

2.  Menghindarkan  perselisihan  sesama  anggotanya,  yang  hanya  bisa  melemahkan  aksi  ke- 
bangsaan saja." 

PPPKI  menetapkan  bahwa  di  dalam  gabungan  itu  tidak  akan  diperun- 
dingkan  asas-asas,  sekalipun  partai-partai  yang  bergabung  mempunyai  paham 
yang  berlainan.  Namun  tidak  jarang  terjadi  perselisihan.  Antara  lain  serangan 
golongan  Islam  terhadap  golongan  nasionalis  yang  dianggap  akan  mendomi- 
nasi  pengaruhnya  di  antara  golongan-golongan  yang  ada.'^  Tetapi  hal  itu  tidak 
mengendurkan  sikap  mereka  yang  anti-penjajah. 

PPPKI  sebagai  wadah  organisasi  partai  politik  mengalami  kemunduran  se- 
telah  gagal  melaksanakan  kongres  keempat  bulan  Desember  1933  karena  la- 
rangan  Pemerintah  Belanda.  Lebih  kurang  empat  tahun  setelah  itu  organisasi 
ini  secara  perlahan-lahan  padam. 

Setelah  PPPKI  lenyap,  muncul  GAPI  (Gabungan  Partai  Indonesia)  tahun 
1934,  yang  anggotanya  antara  lain  terdiri  dari:  Parindra,  Gerindo,  Pasundan, 
Persatuan  Minahasa,  PSII  dan  PII.  Tujuan  GAPI  sangat  tegas  yaitu  "Mem- 
persatukan  partai  politik  Indonesia  Raya."  Dasar  aksi  GAPI  adalah  hak 
mengatur  diri  sendiri,  persatuan  kebangsaan  yang  meliputi  seluruh  rakyat  In- 
donesia dan  bersendikan  demokrasi.^  Keanggotaan  GAPI  semula  hanya  me- 
liputi partai  politik  saja,  namun  setelah  kongres  bulan  Desember  1939  diten- 
tukan  bahwa  anggota  GAPI  terdiri  dari  perkumpulan-perkumpulan  dan 
partai-partai.  Dalam  kongres  31  Januari  1941,  GAPI  telah  menetapkan  ben- 
tuk  pemerintahan  yang  diingini. 

Dengan  demikian  jelas  bahwa  organisasi  sosial  dan  partai  politik  tumbuh 
dan  berkembang  sehingga  mempunyai  konsep  yang  makin  "menyeluruh" 
mengenai  bentuk  negara  Indonesia. 

Perkembangan  untuk  mewujudkan  cita-cita  negara  Indonesia  yang  mer- 
deka  lebih  dipacu  lagi  oleh  pendudukan  Jepang  tahun  1942  yang  memberikan 
banyak  konsesi  politik  kepada  para  pemimpin  pergerakan  atau  golongan  ke- 
bangsaan, dan  golongan  Islam.  Konsesi  tersebut  antara  lain  Pemerintah  Je- 

^Ihid,  hal.  74. 
V/w/.,  hal.  141. 
^IhicL,  hal.  146. 
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pang  mengizinkan  berkibarnya  Sang  Saka  Merah  Putih,  dan  bahkan  pada 
tanggal  1  Maret  1945  membentuk  Badan  Penyelidik  Usaha-usaha  Persiapan 
Kemerdekaan  Indonesia.  Hal-hal  semacam  ini  memberikan  dorongan  yang  se- 
makin  kuat  untuk  mewujudkan  kemerdekaan,  meskipun  konsesi-konsesi  yang 
diberikan  Jepang  hanya  taktik  untuk  mendapat  dukungan  rakyat  Indonesia 
kepada  Jepang  dalam  menghadapi  tekanan-tekanan  yang  semakin  berat  dari 
sekutu. 

Perjuangan  bangsa  Indonesia  yang  sudah  berjalan  lebih  kurang  setengah 
abad,  dan  terutama  perjuangan  kemerdekaan  melalui  organisasi  sosial  dan 
politik,  mencapai  puncaknya  pada  saat  diproklamasikan  kemerdekaan  pada 
tanggal  17  Agustus  1945.  Pada  saat  itu  kesadaran  bernegara  dan  berbangsa 
yang  dijiwai  oleh  semangat  persatuan  kebangsaan  mencapai  titik  kulminasi- 
nya. 

Pelajaran  utama  yang  dapat  diambil  dari  peristiwa  itu  adalah  bahwa  ma- 
syarakat  Indonesia  yang,majemuk  mampu  menempatkan  ideologi  kebangsaan 
di  atas  ideologi  kelompok,  dan  karenanya  bangsa  Indonesia  mampu  mem- 
bebaskan  diri  dari  belenggu  penjajahan.  Namun  hal  itu  tidak  berarti  bahwa 
proklamasi  kemerdekaan  mengakhiri  konflik  ideologi  dalam  masyarakat  yang 
tercermin  dalam  organisasi  sosial  dan  partai  politik.  Kemerdekaan  baru  mem- 
buktikan  bahwa  dengan  ideologi  kebangsaan,  bangsa  Indonesia  mampu  me- 
nentukan  nasibnya.^  Kemerdekaan  baru  merupakan  awal  perjuangan  bangsa 
untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabatnya  sejajar  dengan  bangsa-bangsa 
lain  di  dunia.  Kemerdekaan  belum  menjamin  suatu  negara  lestari  sebagai 
bangsa  yang  mandiri.  Hal  ini  dialami  oleh  bangsa  Indonesia  dalam  tahun- 
tahun  setelah  kemerdekaan  yang  penuh  dengan  konflik  ideologi.  Pada  masa 
itu  seakan-akan  para  pimpinan  masyarakat  lupa  bahwa  kemerdekaan  yang 
diraih  dengan  mengorbankan  harta  dan  jiwa  manusia,  tidak  harus  diperta- 
hankan  dan  dilestarikan  dengan  semangat  kebangsaan.  Karena  justru  setelah 
kemerdekaan  timbul  kembali  konflik  ideologi  tripolar.  Seakan-akan  kemer- 
dekaan membius  kesadaran  kebangsaan  para  pemimpin  masyarakat  pada 
waktu  itu. 


Lihat  Pidato  Kenegaraan  Presiden  Republik  Indonesia  Socliarto,  di  depan  Sidang  DPR, 
16  Agustus  1984,  tentang  kuaiitas  manusia  Indonesia.  "Di  masa  silam  kualitas  manusia  Indonesia 
itu  telah  menunjukkan  keampuhan  dalam  mengatur  negara  Nusantara.  Di  masa-masa  berikutnya 
kualitas  manusia  Indonesia  itu  menunjukkan  kemampuannyrf  dalam  membebaskan  diri  dari 
cengkeraman  penjajahan  asing  dengan  kekuatan  scndiri.  Scjarah  sesudah  Kemerdekaan  Nasional 
membuktikan  bahwa  kualitas  manusia  Indonesia  iiu  mampu  mengaiasi  persoalan-persoalan  yang 
dialaminya  sebagai  yang  baru  lahir.  Dalam  lima  belas  tahun  terakhir  ini,  kualitas  manusia  In- 
donesia menunjukkan  bahwa  kila  mampu  membangun.  Dengan  bukti-bukii  sejarah  itu,  dengan 
rasa  tanggung  jawab  yang  besar  terhadap  masa  depan,  dengan  terus-menerus  meningkatkan 
kualitas  manusia  Indonesia,  maka  dengan  penuh  kepercayaan  kita  yakin  bahwa  kita  dapat  me- 
ningkatkan kualitas  kita  sehingga  mampu  berdiri  tegak  dan  dengan  kepribadian  sendiri  tumbuh 
menjadi  bangsa  modern." 
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PERIODE  KEDUA:  MASA  MEMPERTAHANKAN  KEMERDEKAAN, 
1945-1950 

Masa  ini  disebut  periode  mempertahankan  kemerdekaan,  karena  bangsa 
Indonesia  disibukkan  oleh  kejadian-kejadian  untuk  mempertahankan  eksis- 
tensi  negara.  Setelah  proklamasi  kemerdekaan,  Belanda  bermaksud  kembali 
menguasai  Indonesia  dengan  berbagai  cara.  Usaha  secara  terbuka  dilakukan 
dengan  agresi  militer  I  tahun  1947  dan  disusul  dengan  agresi  militer  II  tahun 
1948.  Sementara  itu  cara-cara  yang  lebih  halus  dipergunakan  pula,  seperti 
dengan  perundingan-perundingan  Linggarjati,  Renville,  Konperensi  Meja 
Bundar  dan  Iain-lain.  Namun  berkat  kegigihan  dan  semangat  juang  seluruh 
rakyat  Indonesia  maka  upaya-upaya  tersebut  dapat  digagalkan.  Situasi  intern 
tetap  diliputi  oleh  konflik-konflik  ideologi  tripolar  di  antara  kekuatan  politik 
dalam  masyarakat,  yang  antara  lain  muncul  dalam  berbagai  gerakan. 

Dalam  pada  itu  dapat  dikatakan  bahwa  gema  semangat  kebangsaan,  per- 
satuan  dan  kesatuan  bangsa  masih  mewarnai  kehidupan  politik  pada  awal  ke- 
merdekaan. Oleh  karena  itu  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia 
(PPKI)  dalam  sidang  tanggal  22  Agustus  1945  menetapkan  membentuk  Par- 
tai  Nasional  Indonesia,  untuk  menggalang  seluruh  unsur-unsur  kekuatan 
masyarakat  guna  mendukung  kemerdekaan  Republik  Indonesia.  Secara  lebih 
lengkap  ketetapan  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Republik  Indonesia  me- 
ngenai  Partai  Nasional  Indonesia  adalah  sebagai  berikut:' 

(1)  Tujuan  Partai  Nasional  Indonesia  adalah:  Negara  Republik  Indonesia  yang  berdaulat, 
adil  dan  makmur  berdasarkan  kedaulatan  rakyat. 

(2)  Usaha  mencapai  tujuan  itu  adalah: 

a.  memperkuat  persatuan  bangsa  dan  negara; 

b.  memperbesar  rasa  cinta,  setia  dan  bakti  kepada  tanah  air; 

c.  mengikhtiarkan  program  ekonomi  dan  sosial;  perekonomian  disusun  sebagai  usaha 
•    bersama  berdasar  atas  asas  gotong-royong. 

Namun  tampaknya  beberapa  tokoh  masyarakat  yang  berpengaruh  pada 
saat  itu  seperti  Syahrir  dan  Tan  Malaka  tidak  setuju  dengan  ketetapan  PPKI 
mengenai  Partai  Nasional  Indonesia  sebagai  satu-satunya  partai  politik  di  In- 
donesia.' Mereka  menolak  Partai  Nasional  Indonesia  sebagai  partai  tunggal 
dengan  alasan  hal  itu  akan  merupakan  saingan  KNIP  yang  merupakan  satu- 
satunya  wadah  untuk  menghimpun  seluruh  unsur  kekuatan  masyarakat. 
Adanya  dua  wadah  yang  mempunyai  fungsi  yang  sama  justru  akan  memecah 
persatuan.-^  Selanjutnya  lahirlah  maklumat  pemerintah  mengenai  partai  po- 

'Sekretarial  DPR-GR,  Seperempat  Abad  DPR-RI,  Jakarta,  1970,  hal.  5. 

^G.McTurman  Kahin,  Nationalism  and  Revolution  in  Indonesia,  Cornell  University  Press, 
Ithaca,  New  York,  hal.  148.  Syahrir  dan  Tan  Malaka  merupakan  tokoh-tokoh  intcleklual  yang 
sudah  tcrkena  pengaruh  aliran  Barat  Modern  Non-agama. 

'^Ibid.,  hal.  148. 
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litik  yang  dikeluarkan  tanggal  3  Nopember  1945  oleh  Wakil  Presiden  RI  yang 
bunyi  selengkapnya  sebagai  berikut: 

MAKLUMAT  PEMERINTAH 

Partai  Politik.  Anjuran  Penerimaan  Tentang  Pembentukan  Partai-partai  Politik. 

Berhubung  dengan  usul  Badan  Pekerja  Komite  Nasional  Indonesia  Pusai  kepada  Pemerin- 
tah,  supaya  diberikan  kesempatan  kepada  Rakyat  seluas-luasnya  untuk  mendirikan  partai- 
partai  politik,  dengan  restriksi  bahwa  partai-partai  itu  hendaknya  memperkuat  perjuangan 
kita  mempertahankan  kemerdekaan  dan  menjamin  keamanan  Masyarakat,  Pemerintah 
menegaskan  pendiriannya  yang  telah  diambil  beberapa  waktu  yang  lalu,  bahwa: 

1.  Pemerintah  menyukai  timbulnya  partai-partai  pohtik  karena  dengan  adanya  partai-partai 
itulah  dapat  dipimpin  ke  jalan  yang  teratur  segala  aliran  paham  yang  ada  dalam  masya- 
rakat. 

2.  Pemerintah  berharap  supaya  partai-partai  politik  itu  telah  tersusun  sebelum  dilangsung- 
kan  pemilihan  anggota  Badan-badan  Perwakilan  Rakyat  pada  bulan  Januari  1946. 

Jakarta,  3  Nopember  1945 


Wakil  Presiden 
MOHAMMAD  HATTA 


Setelah  dikeluarkan  maklumat  tersebut  muncullah  banyak  partai  politik  yang 
masing-masing  menunjukkan  asas  ciri  dan  kekhususannya.  Dalam  garis  be- 
sarnya  partai-partai  politik  tersebut  dapat  dibedakan  dalam  tiga  aliran  ideo- 
logi  besar  yaitu  yang  berorientasi  pada  ideologi  keagamaan,  ideologi  kebang- 
saan  dan  ideologi  Barat  Modern  Non-agama  (Sekular).  Partai-partai  politik 
tersebut  antara  lain:^ 

A.  Parlai-partai  Polilik  dengan  Ideologi  Keagamaan,  misalnya: 

1.  Partai  Masyunii,  misalnya,  dalam  Anggaran  Dasar  Pasal  II,  menyebutkan  bahwa  tu- 
juan  Partai  adalah: 

a.  Menegakkan  kedaulatan  negara  dan  agama  Islam. 

b.  Melaksanakan  cila-cita  Islam  dalam  urusan  kenegaraan. 

2.  Partai  Syarikat  Islam  Indonesia  (PSII),  mempunyai  asas  antara  lain: 
a.  Pcrsaluan  dalam  umat  Islam: 

Kaum  Partai  SI  Indonesia  percaya  bahwa  untuk  mcnjadikan  umat  Islam  yang  ber- 
salu,  lebih  dahulu  di  dalam  seluruh  Indonesia  mesti  dibangunkan  suatu  Kaum 
(parlai)  yang  tidak  berpccali-pccah  atau  bcrbagi-bagi,  scbagaimana  diperintahkan 
olch  Allah  yang  dinyatakan  dalam  surah  Aala'  Imran  (III)  ayat  ke-102. 


'Kcmcnicrian  Pcncrangan  Rcpublik  Indonesia,  Kepartaian  di  Indonesia,  Seri  Pepora  8,  Ja- 
karta, Pcrcclakan  Negara,  1951. 
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b.  Sifat  kerajaan  (negara)  dan  pemerintahan: 

Negara  Indonesia,  yang  kaum  PSII  wajib  mencapainya,  pemerintahannya  harus- 
lah  bersifat  demokratis,  sebagai  dinyatakan  di  dalam  Qur'an  surah  Asy-Syura 
(XLII)  ayat  ke-38. 

c.  Di  bagian  lain,  berkenaan  dengan  dasar-dasar  pandangan,  dikemukakan  bahwa: 
"Bilamana  dibikin  rangkaian  terhadap  dasar-dasar  yang  menjadi  sandaran  gerak- 
nya  sejak  berdirinya,  yailu  dasar-dasar  untuk  mempertinggi  derajat  rakyat,  da- 
patlah  dibagi  menjadi:  (a)  dasar  sosial-ekonomi;  (b)  dasar  politis;  (c)  dasar  cul- 
tureel.  Serriua  dasar  itu  bersendikan  kepada  kekuatan  agama  Islam.  Artinya,  sosial- 
ekonomi  sepanjang  paham  Islam.  Politis  sepanjang  paham  Islam  dan  cultureel 
sepanjang  paham  Islam.  Walaupun  menginjak  lapangan  politik,  telapi  tetaplah 
yang  menjadi  hukuman:  Berpolitik  karena  agama  dan  bukan  beragama  karena 
politik." 

3.  Partai  Islam  "Peiti,"  kependekan  dari  Pergerakan  Tarbiyah  Islamiyah,  mempunyai 
asas  yang  dimuat  di  dalam  Pasal  2  dan  tujuan  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  3  Ang- 
garan  Dasarnya.  Asas  partai  ini  ialah  agama  Islam  dalam  syariat  dan  ibadat  menurut 
mazhab  Safi'i  r.a.  dan  dalam  itikad  menurut  mazhab  Ahlussunnah  Wal  Jamaah. 
Tujuan  partai  ini  ialah:  Kalimatullaahi  hijal  ulajaa  (ketinggian  agama  Islam)  dengan 
arti  yang  seluas-luasnya. 

4.  Partai  Kristen  Indonesia  (Parkindo),  dikemukakan: 

"Maka  pada  tanggal  18  Nopember  1945  didirikan  di  Jakarta  partai  politik  Kristen 
yang  bercorak  nasional  dan  bertujuan:  berusaha  dalam  lapangan  politik,  ekonomi  dan 
sosial  menurut  asas-asas  firman  Tuhan  yang  termaktub  di  dalam  Kitab  Suci." 
Dalam  anggaran  dasar,  Pasal  2,  Partai  Kristen  Indonesia  menyatakan  bahwa  Partai 
Kristen  Indonesia  (Parkindo)  berasaskan  paham  kekristenan. 

5.  Parlai  Katholik,  dalam  Anggaran  Dasar,  Pasal  2,  disebutkan  tentang  asas  dan  tujuan, 
sebagai  berikut: 

"(1)  Partai  Katholik  berdasarkan  Ke-Tuhanan  Jang  Maha  Esa  pada  umumnja  serta 
Pantja  Sila  pada  chususnja  dan  bertindak  menurut  azas-azas  Katholik. 
(2)  Tudjuan  Partai  Katholik  ialah  bekerdja  sekuat-kuatnja  untuk  kemadjuan  Re- 
publik  Indonesia  dan  kesedjahteraan  rakjatnya." 

B.  Parlai-parlai  Polilik  dengan  Ideologi  Kebangsaan,  misalnya:' 

1 .  Parlai  Nasional  Indonesia  (PNI)  dalam  Anggaran  Dasar,  Pasal  2,  dinyatakan  bahwa 
Asas  Partai  Nasional  Indonesia  ialah:  Sosio-nasional-demokrasi  (Marhaenisme). 

Di  dalam  keterangan  Asas,  diberikan  penjelasan  sebagai  berikut:^ 

a.  Partai  Nasional  Indonesia  adalah  Partai  Rakyat.  Asas  Partai  Nasional  Indonesia 
ialah:  Sosio-nasionalis-demokrasi  (marhaenisme). 

b.  Asas  sosio-nasional-demokrasi  adalah  gabungan  asas  "asas-nasionalisme"  dan 
"sosio-demokrasi." 

2.  Parlai  Persaluan  Indonesia  Raya  (PIR).  Dalam  Anggaran  Dasar,  Pasal  2,  menyatakan 
bahwa:  "Partai  berdasarkan  paham:  Kebangsaan,  Kerakyatan  dan  Peri  Kemanu- 
siaan."  Dalam  uraian  riwayatnya  dikemukakan  bahwa  didirikannya  partai  ini  dido- 

^Ihid.,  hal.  110  dst. 

^Dari  hal-hal  yang  terdapat  di  dalam  keterangan  asas  lampak  adanya  pengaruh  ideologi  Baral 
Modern  Sekular  seperti  sosialisme  dan  Marxisme.  Ada  gejala  pcrcampuran  antara  alam  pikiran 
kebangsaan  dengan  ajaran-ajaran  dari  beberapa  aliran  di  dalam  ideologi  Baral  Modern  Sekular. 
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rong  oleh  kehendak  menyelamaikan  kemerdekaan  Indonesia  yang  baru  diproklamasi- 
kan  dan  memperkuat  negara  dan  bangsa  Indonesia  dengan  melaksanakan  sungguh- 
sungguhi  Pancasila  yang  menjadi  sokoguru  Undang-Undang  Dasar. 

3.  Parlai  Indonesia  Raya  (Parinclra),  dalam  Anggaran  Dasar,  Pasal  2,  dinyatakan  bahwa 
partai  berasas:  Ketuhanan  Yang  Maiia  Esa,  Kebangsaan,  Kerakyatan,  dan  Ke- 
adilan  Sosial.  Pasal  3  berbicara  mengenai  tujuan.  Partai  bertujuan:  (a)  Memperkuat 
kedudukan  negara  dan  bangsa  Indonesia;  (b)  Menyusun  Negara  Kesatuan  Indonesia 
yang  demokrasi;  (c)  Mencapai  masyarakat  yang  sosialistis;  (d)  Mempertinggi  kebuda- 
yaan  nasional. 

4.  Partai  Rakyat  Indonesia  (PRI),  yang  singkatnya  adalah  Partai  Rakyat,  menyatakan  di 
dalam  Pasal  2  Anggaran  Dasarnya,  bahwa  Partai  Rakyat  Indonesia  berasas  Pancasila 
menurut  tafsiran  Kongres  waktu  mendirikan  Partai.  Partai  ini  mendasarkan  per- 
juangannya  pada  kekuatan  rakyat  yang  sadar  dan  diorganisasi.  Adapun  tujuannya, 
sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  4  Anggaran  Dasarnya,  adalah: 

(a)  Mempertahankan  dan  menegakkan  kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik 
Indonesia  yang  diproklamasikan  pada  tanggal  17  Agustus  1945. 

(b)  Mewujudkan  susunan  negara  yang  berdasarkan  Pancasila  sebagai  tercantum 
dalam  Pasal  2. 

(c)  Mencapai  terlaksananya  perikemanusiaan,  ialah  perdamaian  dunia  yang  abadi 
dan  persahabatan  antara  bangsa-bangsa  seluruh  dunia  atas  dasar  keke- 
luargaan  yang  saling  mengakui  serta  menghargai  kemerdekaan  dan  kedaulatan 
masing-masing." 

5.  Partai  Rakyat  Nasional  (PRN),  yang  merupakan  pecahan  dari  Partai  Nasional  Indo- 
nesia, menyatakan  asas  dan  tujuannya  dalam  Pasal  2  Anggaran  Dasarnya,  yaitu: 

(1)  Partai  berasas  paham  kerakyatan  (demokrasi),  paham  kebangsaan  (nasionalisme) 
dan  paham  kekeluargaan  (gotong-royong). 

(2)  Dengan  berpegang  kepada  asas  tersebut,  Partai  mengarahkan  perjuangannya  me- 
nuju  mencapai: 

A.  Suatu  negara  hukum  yang  pemerintahannya  dilakukan  ajas  "suara  rakyat  ter- 
banyak"  (meerderheinds-principe). 

B.  Suatu  masyarakat  yang  'makmur-sejahtera,'  di  mana: 

a.  perekonomian  disusun  atas  asas  kekeluargaan  (gotong-royong). 

b.  alat-alat  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  masyarakat  dikuasai  oleh 
negara. 

c.  kekayaan  alam  yang  terdapat  di  tanah  air  dan  udara  dikuasai  dan  diper- 
gunakan  oleh  negara  untuk  kesejahteraan  rakyat." 

6.  Partai  Wanita  Rakyat  (PWR).  Dalam  Anggaran  Dasar,  Pasal  2,  dan  Pasal  3,  dikemu- 
kakan  bahwa  "Partai  Wanita  Rakyat  berasas:  Ketuhanan,  Kebangsaan,  Kerakyatan." 
Tujuannya  adalah  "mencapai  susunan  masyarakat  sosialistis  atas  dasar  perikema- 
nusiaan yang  berkebudayaan  dan  ber-Tuhan. 

Mengenai  Asas  dan  Tujuan  lebih  lanjut  diterangkan  secara  terurai  sebagai  berikut: 

"a.  Ketuhanan:  ialah  kcnyataan  dan  keyakinan  bahwa  seluruh  kodrat  alam  termasuk 
dunia  tcrpimpin  oleh  Tuhan,  cara  menyadarkan  diri  atas  pimpinan  Tuhan  itu  me- 
lalui  corak  hidup  tiap-tiap  manusia  yang  hak  (kemerdekaan  jiwa).  Akan  tetapi 
dalam  scgala  corak  cara  itu  pengorbanan  dan  keikhlasan  menjadi  sendi-sendi 
yang  tcrutama. 
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b.  Kebangsaan:  ialah  sari  corak  hidup  jiwa  sesuatu  bangsa  dalam  segala  pernya- 
taannya,  baik  lahir  maupun  batin  sesuai  dengan  kodrat  alam  yang  mengelilingi 
bangsa  itu;  sari  ini  berwujud  dalam  kebudayaan  dengan  bentuk-bentuknya. 

c.  Kerakyatan:  ialah  bentuk  kemanusiaan  dalam  masyarakat  yang  menjamin  hak 
kemanusiaan  tiap-tiap  anggota  rakyat  murba  dengan  tak  ada  perbedaan  satu  sama 
lain.  Suara  hati  suci  rakyat  murba  ialah  suara  Tuhan. 

Kesimpulan:  Dengan  keterangan  asas  itu  hendaknya  tiap-tiap  manusia:  ke  dalam 
(batin)  mengabdi  kepada  keyakinan  Ketuhanan  yang  konsekuen,  ke  luar  (di  lapangan 
masyarakat)  mengabdi  kepada  kemanusiaan  yang  konsekuen." 

7.  Partai  Kebangsaan  Indonesia  (Parki).  Partai  ini  berasas  Pancasila:  Ketuhanan  Yang 
Maha  Esa,  Peri  Kemanusiaan,  Kebangsaan  Indonesia,  Kerakyatan,  Keadilan  Sosial. 
Tujuannya  adalah:  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  di  dalam  satu  negara  yang 
merdeka,  berdaulat,  demokratis  dan  adil. 

Di  samping  semua  itu  masih  terdapat  Partai  Kedaulatan  Rakyat,  Partai 
Serikat  Kerakyatan  Indonesia,  Partai  Ikatan  Nasional  Indonesia,  Partai  Tani  Indonesia, 
yang  dapat  dianggap  sebagai  partai-partai  berideologi  kebangsaan. 

Dari  pelbagai  variasi  aspirasi  dalam  ideologi  kebangsaan  dan  kerakyatan  tampak  tercam- 
pur  juga  unsur  sosialisme,  khususnya  Marxisme  (ideologi  Barat  Modern  Sekular),  yaitu:' 

a.  Parlai  Kedaulatan  Rakyal  (PKR)  menganut  asas  Kedaulatan  Rakyat  (Marhaenisme), 
yang  menunjukkan  pengaruh  Marxisme,  sebagaimana  diuraikan  dalam  keterangan 
asasnya  berikut  ini: 

"Partai  Kedaulatan  Rakyat  berasaskan  kedaulatan  rakyat  marhaen  (marhaenisme). 

1.  Kedaulatan  rakyat  marhaen  menjadi  dasar  dari: 

a.  Perjuangan  kebangsaan  marhaenisme  menghendaki  paham  gotong-royong, 
yaitu  paham  asasi  dari  kaum  marhaen  yang  terdapat  di  Indonesia.  Dalam  segala 
hal  harus  ada  mupakat  dan  persamaan  hak  di  lapangan  politik,  ekonomi  dan 
sosial,  berarti  harus  ada  demokrasi  politik,  demokrasi  ekonomi  dan  sosial. 

Demokrasi  politik;  mengakui  hak  yang  sama  bagi  tiap-tiap  warga  negara  untuk 
ikut  menentukan  haluan  dan  susunan  negara. 

Demokrasi  ekonomi  mengakui  hak  tiap-tiap  orang  untuk  hidup  sama  makmur 
dengan  yang  lain  dan  tidak  menghendaki  pemerasan  satu  terhadap  yang  lain. 
Demokrasi  sosial  mengakui  hak  tiap-tiap  orang  untuk  mendapat  penghargaan 
yang  sama  dalam  segala  lapangan. 

b.  Perjuangan  sedunia  marhaenisme  menuju  kepada  terleburnya  penjajahan  dan 
penindasan  dalam  segala  lapangan  (anti-imperialisme).  Paham  marhaenisme 
dalam  hubungan  internasional  mengadakan  perjuangan  radikal  menentang  ka- 
pitalisme  di  dunia,  sehingga  tersusunlah  suatu  masyarakat  bangsa-bangsa  se- 
dunia yang  bebas  dari  penjajahan  dan  penindasan  dalam  segala  lapangan. 

b.  Parlai  Serikat  Kerakyatan  Indonesia  (SKI)  berdiri  atas  asas  Pancasila  yang  memiliki 
perumusan  dan  tata  urut  tersendiri,  yakni:  (1)  Peri  Ketuhanan;  (2)  Peri  Kemanusiaan; 
(3)  Peri  Keadilan;  (4)  Peri  Kebangsaan;  (5)  Peri  Kerakyatan.  Tujuan  parlai  ialah:  pem- 
bangunan  negara  di  segala  lapangan  masyarakat  (politik,  sosial,  ekonomi  dan  kebu- 
dayaan umumnya)  agar  terwujud  masyarakat  yang  adil,  makmur  dan  sentosa,  yakni, 


'Lihat  Pranarka,  A.M.W.,  Sejarali  Perkembangan  Peniikiran  Tentang  Pancasila  Sebagai 
Ideologi,  Dasar  Negara,  dan  Sumher  Hukum,  Universitas  Katolik  Parahyangan,  Bandung,  1983, 
hal.  132-133. 
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masyarakat  yang  warganya  dapat  hidup  bebas  dari  kekurangan  dan  bebas  dari  rasa 
takut. 

Mengenai  asas  lersebut  selanjutnya  terdapat  keterangan  sebagai  berikut: 
"Asas  partai  sudah  terbayang  dalam  namanya,  yakni  'kerakyatan'  yang  berani  de- 
mokrasi  total,  yaitu  demokrasi  di  segala  lapangan  masyarakat  (polilik,  sosial,  eko- 
nomi  dan  kebudayaan  umumnya).  Ini  dipertegas  dalam  Peraiuran  Dasar  Pasal  2, 
yang  menentukan  Pancasila  sebagai  asas,  dengan  arti: 

1.  Ke-Tuhanan 

2.  Peri-kemanusiaan 

3.  Peri-keadilan 

4.  Peri-kebangsaan 

5.  Peri-kerakyatan." 

c.  Ikalan  Nasional  Indonesia  (INI)  di  dalam  Anggaran  Dasar  Pasal  2  (Dasar  dan  Tujuan) 
dinyatakan: 

"Dengan  mengakui  sepenuhnya  kedaulatan  rakyat,  berusaha  menuju  satu  Indo- 
nesia Merdeka  dalam  arti  memerintah  sendiri  di  atas  dasar-dasar  demokratis,  de- 
ngan melalui  jalan-jalan  nasional  dan  internasional  yang  sah,  dalam  mana  dijamin- 
kan  tidak  saja  kepgntingan-kepentingan  materiil,  tetapi  juga  kepentingan-kepen- 
tingan  peradaban  (geestelijke  belangen)  dari  ikatan  ini." 

d.  Parlai  Tani  Indonesia  (PTI)  berdiri  berdasarkan  atas  asas  kebangsaan,  kerakyatan 
dan  keadilan  sosial/ekonomi,  dengan  tujuan  "penentuan  aliran  politik  negara  oleh 
rakyat  petani." 

C.  Parlai-partai  Polilik  dengan  Ideologi  Sosial isnie 

Di  samping  partai-partai  politik  yang  mempunyai  ideologi  keagamaan  dan  kebang- 
saan, dalam  periode  ini  terdapat  partai-partai  politik  yang  ideologinya  didasarkan  kepada 
paham  Barat  Modern  Sekuler.  Mereka  terutama  menganut  paham  sosialisme,  dengan 
berbagai  macam  aliran:  ada  yang  sosialisme-demokratis,  ajaran  Marxis-nasional,  ajaran 
Marxis-Leninis,  dan  ada  yang  mengambil  beberapa  unsur  dari  paham  sosialisme  tersebut, 
misalnya:' 

1.  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI),  dalam  Anggaran  Dasar  Pasal  2  (Asas  dan  Tujuan) 
menyatakan: 

"Dengan  berasaskan  Marxisme-Leninisme  PKI  bertujuan  terbentuknya  masyarakat 
sosialistis  di  Indonesia,  yaitu  susunan  masyarakat  Indonesia,  di  mana  semua  alat- 
alat  produksi  dimiliki  oleh  dan  dipergunakan  untuk  kepentingan  masyarakat." 

Selanjutnya  dalam  pasal  3  disebutkan  bahwa: 

"PKI  berusaha  mencapai  tujuannya  dengan  jalan  perjuangan  kelas  yang  revolu- 
sioner,  yaitu  perjuangan  kelas  buruh,  tani  dan  golongan-golongan  yang  terhisap 
serta  tcrtindas  terhadap  kelas  borjuis." 

Pandangan  ideologis  PKI  ilu  .selanjutnya  diuraikan  dalam  Garis  Besar  Program  PKI: 
"Partai  Konnuiis  Indonesia  (PKI)  adalah  bentuk  organisasi  yang  lertinggi  daripada 
barisan  kelas  buruh  y;uig  berorganisasi  dan  yang  progrcsif. 

Parlai  Komunis  Indonesia  mewakili  kepentingan  nasional  dan  rakyat  Indonesia 
umumnya.  Perjuangan  pada  lingkat  sekarang  ialah  perjuangan  untuk  mencapai 
Republik  Demokrasi  Rakyat  Indonesia  dan  akhirnya  ialah  mencapai  masyarakat 
Komunis  Indonesia. 


Kcmenterian  Peiierangan  Rl,  Kcpariaian  di  Indonesia,  op.  cil.,  hal.  280  dst. 
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Partai  Komunis  Indonesia  mempergunakan  teori  Marxisme-Leninisme  yang  kon- 
sekuen  dipraktekkan  di  Indonesia  sebagai  pedoman  dalam  segaia  lapangan  peker- 
jaan  guna  menentang  tendens-tendens  dogmatisme  dan  oportunisme. 

Partai  Komunis  Indonesia  mempergunakan  dialektika-materiaiisme  dan  iiistorika- 
materialisme  sebagai  dasar  guna  menerima  dengan  kritis  warisan  sejarah  Indonesia 
maupun  sejarah  dunia  untuk  menentang  segaia  pandangan  dunia  idealisme  dan 
mekanik-materialisme. 

2.  Partai  Sosialis  Indonesia,  mempunyai  asas  dan  tujuan  sebagai  berikut: 

"Partai  Sosialis  Indonesia  berdasarkan  paham  sosialisme  yang  disandarkan  pada 
ajaran  ilmu  pengetaiiuan  iVlarx-Engels,  yang  mengakui  perjuangan  kelas  sebagai 
suatu  kenyataan  dan  kejadian  sepanjang  ilmu  hukum  kemajuan  dalam  masyarakat 
kapitalis.  Partai  Sosialis  Indonesia  menuju  masyarakat  sosialis." 

3.  Partai  Murba.  Dalam  Pasal  2  Anggaran  Dasarnya,  dinyatakan: 

"Partai  berasas  anti-fasisme,  anti-imperialisme,  anti-kapitalisme  dan  mendasarkan 
perjuangan  kepada  aksi  Murba  teratur." 

Adapun  Pasal  3  mengenai  tujuan  dikemukakan: 

"Partai  mempertahankan  dan  memperkukuh  tegaknya  kemerdekaan  100%  bagi 
Republik  dan  rakyat,  sesuai  dengan  dasar  dan  tujuan  Proklamasi  17  Agustus  1945, 
menuju  masyarakat  sosialis." 

Secara  idiil  Partai  Murba  berkaitan  dengan  Tan  Malaka.  Golongan  ini  oleh  Partai  Ko- 
munis Indonesia  disebut  pendukung  Trotskisme  di  Indonesia.  Tentang  Trotskisme  di 
Indonesia  ini  Partai  Komunis  Indonesia  antara  lain  menyatakan  berikut  ini: 

"Dengan  majunya  Komunisme  di  seluruh  dunia,  bagian-bagian  dari  sosial- 
demokrasi  menjalankan  teknik  provokasi  Trotskis  untuk  melawan  kaum  Komunis 
dan  Iain-lain  kaum  progresif  dan  untuk  melawan  Soviet  Uni;  misalnya  pimpinan 
Partai  Buruh  Merdeka  Inggris  (Independent  Labour  Party  of  England),  Partai  So- 
sialis Amerika  dan  lain-lainnya." 

4.  Partai  Bunili,  pirhpinan  S.M.  Abidin.  Dalam  Pasal  3  Anggaran  Dasar  (tentang  asas 
dan  tujuan)  dinyatakan:  (a)  Partai  Buruh  berasas  pada  paham  demokrasi;  (b)  Partai 
Buruh  mengarahkan  perjuangannya  ke  susunan  masyarakat  sosialis.  Hal  ini  diuraikan 
dalam  Keterangan  Asas  dan  Tujuan  sebagai  berikut: 

"Partai  Buruh  berpendapat,  bahwa  tenaga  buruh  ialah  faktor  yang  terutama  dalam 
melaksanakan  produksi.  Dalam  melaksanakan  produksi  itu  kaum  buruhlah  seha- 
rusnya  yang  memegang  tanggung  jawab  yang  terbesar.  Sesuai  dengan  tanggung  ja- 
wab  yang  terbesar  itu,  maka  kaum  buruhlah  yang  harus  memimpin  dan  mengawasi 
pelaksanaan  produksi  itu. 

Pelaksanaan  produksi  secara  kapitalis  ternyata  sampai  sekarang  tidak  dapat  mem- 
berikan  kemakmuran  yang  merata  ke  seluruh  anggota  masyarakat,  sehingga  buruh 
khususnya  dan  masyarakat  umumnya  menderita  kerugian  dan  kaum  kapitalis  men- 
dapat  keuntungan  yang  berlebih-lebihan. 

Oleh  karena  Partai  Buruh  insaf,  bahwa  produksi  itu  hanya  dapat  berjalan  lancar 
dan  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  jika  dipimpin  oleh  Pemerintah,  maka 
dalam  pemerintah  kaum  buruhlah  seharusnya  yang  memegang  tanggung  jawab  yang 
terbesar. 

Apakah  Partai  Buruh  itu? 

Lebih  dahulu  baiklah  diketahui  dengan  tegas,  apakah  buruh  itu?  Buruh  ialah  ma- 
nusia  yang  bekerja-  untuk  kepcntingan  orang  alau  golongan  lain  dan  mendapat 
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upah,  teiapi  lidak  mempunyai  hak  atas  alat-alat  produksi  dan  hasil  produksi.  Buruh 
hanya  mempunyai  lenaga  atau  pikiran,  yang  dijualnya  dengan  harga  berwujud 
upah.  Buruh  hanya  lerdapat  dalam  masyarakat  kapitalis.  Jika  berhadapan  dengan 
kaum  yang  mempunyai  kapital,  buruh  selalu  berada  di  pihak  yang  kalah.  Jika  ma- 
jikan  mau  memakai,  terpakailah  ia.  Kalau  tidak,  terlanlarlah  ia  dan  menjadi  pe- 
nganggur  yang  lak  ada  jaminan  hidupnya  sama  sekali.  Yang  mengalami  nasib  de- 
mikian  itu  lidak  sedikit,  bahkan  sebagian  besar  dari  jumlah  manusia  di  dunia  ini. 

Sisiem  ekonomi  secara  kapitalis  inilah  yang  menimbulkan  kesengsaraan,  sejumlah 
besar  manusia  di  dunia. 

Untuk  mencapai  tujuannya,  Partai  Buruh  bekerja  bersama  dengan  tiap-tiap  go- 
longan  yang  mempunyai  tujuan  sama.  Karena  itu  dalam  Pasal  3  Anggaran  Dasar  di- 
katakan: 

a.  Partai  Buruh  berasas  pada  paham  demokrasi. 

b.  Partai  Buruh  mengarahkan  perjuangannya  ke  susunan  masyarakat  sosialis. 

5.  Pcirlai  Buruh,  pimpinan  Sarojo.  Dalam  Anggaran  Dasar  disebutkan  bahwa  Partai  Bu- 
ruh berasas  Sosio-Demokrasi  dan  mendasarkan  perjuangannya  kepada  kesatuan  aksi 
buruh  yang  teratur  serta  bersifat  "progresif  revolusioner"  (Pasal  2).  Sedangkan  tu- 
juannya, "Partai  Buruh  menuju  ke  arah  masyarakat  yang 'demokrasi  dan  sosialislis" 
(Pasal  3).  Selanjuinya  dalam  Keterangan  Asas  dan  Tujuan,  dikemukakan  pokok- 
pokok  pandangan  sebagai  berikut: 

Partai  Buruh  berasas  Sosio-Demokrasi  dan  mendasarkan  perjuangannya  kepada 
kesatuan  aksi  buruh  yang  teratur  serta  bersifat  progresif-revolusioner. 
Partai  Buruh  menuju  ke  arah  masyarakat  yang  demokratis  dan  sosialistis. 

Masih  banyak  lagi  gerakan  politik  yang  ideologinya  berdasar  pada  so- 
sialisme,  seperti  misalnya  Partai  Demokrasi  Indonesia  yang  berasaskan  so- 
sialisme,  demokrasi  kemurbaan,  serta  Persatuan  Rakyat  Marhaen  Indonesia. 

Dalam  periode  ini  kiranya  dapat  dikemukakan  bahwa  sikap  beberapa  pim- 
pinan masyarakat  sudah  begitu  dipengaruhi  oleh  teori-teori  Barat  dan  aliran 
Barat  Modern  non-agama  (Sekular).  Ada  keyakinan  bahwa  hadirnya  partai- 
partai  politik  merupakan  lambang  demokrasi,  dengan  demikian  akan  tercipta 
pemerintahan  yang  mampu  menjalankan  program-programnya.  Kecuali 
pengaruh  pemikiran  Barat,  sikap  ini  pun  kiranya  didorong  oleh  semangat  anti- 
penjajahan  dan  usaha  menyalurkan  gagasan,  pendapat  dan  cita-cita,  yang 
selama  itu  selalu  dibungkam  oleh  p^njajah.  Kiranya  keadaan  y.ang  demikian- 
lah  yang  mendorong  munculnya  maklumat  pemerintah  yang  menghendaki 
tumbuhnya  partai-partai  politik.  Di  samping  tentu  saja  sebagai  upaya  mem- 
buktikan  kepada  dunia  luar  bahwa  Pemerintah  Indonesia  yang  diproklamasi- 
kan  pada  tahun  1945  bukan  peninggalan  pemerintah  fasis  Jepang,  tetapi  atas 
kehendak  rakyat  Indonesia. 

Pada  waktu  itu,  berkorbarnya  semangat  menciptakan  kchidupan  politik 
yang  demokratis  kiranya  kurang  diimbangi  dengan  pengamatan  mendalam 
dan  realistis  mengenai  situasi  dan  kondisi  rakyat.  Kondisi  sosial,  pcndidikan 
dan  ekonomi  rakyat  Indonesia  bclum  dapat  mcnerima  implementasi  konsep 
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demokrasi  Barat  yang  digandrungi  oleh  beberapa  tokoh  masyarakat.  De- 
mokrasi  Barat  yang  didasarkan  pada  satu  orang  satu  suara  tampaknya  tidak 
sejalan  dengan  konsep  dan  pandangan  hidup  masyarakat  yang  selalu  ingin 
harmonis,  integralistik,  nianunggaling  kawula  Gusti,  sebagaimana  pernah 
diungkapkan  oleh  Prof.  Supomo  dalam  menyusun  Undang-Undang  Dasar 
1945.  Akibat  dari  itu  partai-partai  politik  hanya  berjuang  untuk  kepentingan 
kelompoknya  dan  ideologi  masing-masing,  meskipun  secara  formal  harafiah 
Pancasila  tetap  menjadi  dasar  dan  ideologi  negara. 

Kemelut  politik  akibat  pertentangan  ideologi  tercermin  dengan  keadaan 
politik  dalam  negara  yang  sangat  labil.  Tidak  ada  satu  kabinet  yang  mampu 
menjalankan  program-programnya  dengan  semestinya.  Ada  kalanya  konflik- 
konflik  itu  dilakukan  dengan  koalisi  berdasarkan  kepentingan  golongan  yang 
saat  itu  dirasakan  sejalan,  meskipun  secara  prinsip  mereka  berbeda  ideologi. 
Namun  karena  landasan  koalisi  itu  tidak  kukuh,  maka  peta  politik  nasional 
benar-benar  merupakan  ajang  pertarungan  ideologi  melalui  partai-partai  yang 
ada.  Konflik  intern  itu  kadang-kala  menjadi  konflik  yang  terbuka  dalam 
bentuk-bentuk  pemberontakan  bersenjata.  Karena  dari  masing-masing  ke- 
kuatan  sosial  politik  yang  pada  dasarnya  berbeda  aspirasi  dan  ideologi  ber- 
maksud  mendirikan  negara  yang  sesuai  dengan  aspirasi  ideologi  masing- 
masing.  Golongan  yang  berorientasi  agama  antara  lain  menghendaki  negara 
Indonesia  didasarkan  atas  agama  Islam;  golongan  y-ang  mempunyai  aspirasi 
kebangsaan  menghendaki  agar  dasar  negara  Indonesia  adalah  kesatuan  dan 
persatuan  bangsa  Indonesia  berdasarkan  Pancasila;  golongan  Barat  Modern 

inon-agama  (Sekular)  menghendaki  negara  Indonesia  didasarkan  atas  ajaran 

isosialis  atau  komunis. 

Konflik  politik  yang  terjadi  pada  periode  ini  juga  mempunyai  latar  bela- 
'kang  ideologis.'  Pertentangan  antara  kekuatan  politik  dengan  latar  belakang 
iperbedaan  ideologi  itu  mempunyai  pengaruh  pula  atas  kelompok-kelompok 
1  bersenjata  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam  periode  itu.  Internal  Struggle 
Jor  Power  dalam  periode  ini  menggejala  antara  lain  di  dalam  gerakan  aliran 
!Sutan  Syahrir,  Tan  Malaka,  Amir  Syarifuddin,  Muso,  Kartosuwiryo,  semua- 
inya  memiliki  warna  ideologi  yang  kuat. 

Walaupun  dapat  dikatakan  bahwa  periode  kedua  ini  merupakan  per- 
juangan  bangsa  Indonesia  untuk  mempertahankan  eksistensi  negara,  timbul- 
inya  partai  politik  sebagai  awal  proses  demokratisasi  politik  ternyata  mem- 
ipertajam  konflik  ideologi  golongan/sempit.  Dalam  periode  ini  pula,  meski- 
ipun  Pancasila  merupakan  ideologi  dan  dasar  negara,  kckuatan-kekuatan  poli- 
:  tik  dalam  masyarakat  Icbih  berorientasi  kepada  ideologi  golongan  masing- 
imasing.  Namun  di  balik  itu  terdapat  usaha-usaha  untuk  mengcmbalikan  ben- 


'Mc.T.  Kahin,  op.  cii.,  hal.  304-331. 
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tuk  negara  Republik  Indonesia  dari  RIS  ke  Negara  Kesatuan  lagi,  yang  ter- 
laksana  pada  tanggal  17  Agustus  1950  disertai  dengan  UUDS  1950  sebagai 
pengganti  dari  UUD  RIS. 

PERIODE  DEMOKRASI  LIBERAL  (DEMOKRASI  PARLEMENTER): 
1950-1959 

Dalam  periode  berlakunya  UUDS  1950,  sistem  tata  negara  Indonesia  me- 
masuki  era  liberal,  di  samping  tetap  ada  usaha  mempertahankan  aliran  ke- 
bangsaan.  Sistem  pemerintahan  negara  sangat  dipengaruhi  oleh  aliran  Barat 
Modern  non-agama.  Sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  peranan  Parlemen 
kuat,  peranan  partai  politik  besar  sekali  sehingga  praktek  politik  berdasarkan 
organisasi  massa.  Kehidupan  partai  politik,  sebagai  halnya  dalam  periode 
1945-1949,  yang  disertai  dengan  beraneka-ragam  bahkan  perbedaan  asas  dan 
tujuan  terus  berlanjut.  Bila  dipandang  dari  banyaknya  partai  yang  ada,  pe- 
riode ini  adalah  masa  subur  bagi  kehidupan  kepartaian  di  Indonesia.  Namun 
hal  itu  kiranya  belum  dapat  dikatakan  sebagai  cermin  kestabilan  negara. 
Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  sebagai  manifestasi  kedaulatan  rakyat, 
keanggotaannya  dipilih  melalui  pemilihan  umum.  Di  samping  itu  lembaga  ini 
dapat  menjatuhkan  kabinet  melalui  mosi  tidak  percaya.  Para  menteri  tidak 
bertanggung  jawab  kepada  Presiden,  tetapi  kepada  Parlemen.  Presiden  hanya 
sebagai  Kepala  Negara  dan  bukan  sebagai  kepala  pemerintahan.  Perdana 
Menteri  adalah  kepala  pemerintahan. 

Di  forum  internasional  kedudukan  RI  mulai  mantap  dengan  diterimanya 
menjadi  anggota  PBB  pada  tanggal  27  September  1950.  Melalui  forum  ini 
pula,  Indonesia  mencoba  menyelesaikan  masalah  Irian  Barat  yang  masih  men- 
jadi sengketa  dengan  Belanda.  Bahkan  pada  tahun  1955,  Indonesia  berhasil 
menyelenggarakan  Konperensi  Asia-Afrika  I. 

Namun  demikian,  suasana  umum  di  dalam  negeri  pada  periode  ini  diliputi 
oleh  berlarut-larutnya  krisis  dan  gejolak.  Terjadi  instabilitas  pemerintahan 
secara  terus-menerus,  timbul  separatisme,  baik  dengan  latar  belakang  ke- 
daerahan  maupun  ideologi.  Pada  periode  ini  terjadi  perbedaan-perbedaan 
pandangan  yang  meluas  dan  semakin  menajam. 

Dalam  waktu  yang  relatif  singkat,  sekitar  sembilan  tahun,  terjadi  tujuh 
kali  pergantian  pemerintahan  (hampir  setiap  tahun  kabinet  jatuh  bangun  ber- 
gantian).  Kabinet-kabinet  itu  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Kabinet  Natsir 
(6  September  1950  -  27  April  1951);  (2)  Kabinet  Soekiman  (27  April  1951  -  3 
April  1952);  (3)  Kabinet  Wilopo  (3  April  1952  -  30  April  1953);  (4)  Kabinet  Ali- 
Wongso  (30  April  1953  -  12  Agustus  1955);  (5)  Kabinet  Burhanuddin  Harahap 
(12  Agustus  1955  -  24  Marel  1956);  (6)  Kabinet  AH  Sastroamidjojo  11  (24  Maret 
1956  -  14  Maret  1957);  (7)  Kabinet  Djuanda  (9  April  1957  -  10  Juli  1959). 
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Di  samping  adanya  instabilitas  pemerintahan,  suasana  umum  selama  pe- 
riode  ini  juga  diwarnai  dengan  terjadinya  proses  perbedaan  pandangan  dan 
perpecahan.  Perpecahan  terjadi  di  dalam  tubuh  partai-partai  politik.  Di  dalam 
Masyumi  terjadi  perbedaan  pandangan  dan  Nahdlatul  Ulama  keluar  dan  men- 
jadi  partai  politik  tersendiri.  Sementara  itu  di  dalam  PNI  terdapat  perbedaan 
antara  golongan  muda  dan  golongan  yang  lebih  tua.  Perpecahan  ini  tam- 
paknya  juga  telah  menjalar  sampai  ke  dalam  tubuh  Angkatan  Perang.  Bahkan 
perbedaan  pendapat  ini  sering  terjadi  antara  pemerintah  (kabinet)  dan  satuan- 
satuan  Angkatan  Perang,  yang  antara  lain  terungkap  dalam  peristiwa  17  Ok- 
tober  1952,  peristiwa  27  Juni  1955  dan  peristiwa  14  Desember  1955.  Suasana 
pertentangan  dan  perpecahan  ini  dipertajam  dengan  adanya  persiapan  pe- 
milihan  umum,  dan  kemudian  dilanjutkan  terus  dalam  DPR  dan  Konsti- 
tuante.  Semua  ini  mempunyai  kaitan  pula  dengan  kehidupan  masyarakat 
umum.  Dalam  suasana  yang  demikian  inilah  Wakil  Presiden  Moh.  Hatta 
mengundurkan  diri  dari  jabatannya  pada  tanggal  1  Desember  1956. 

Pemilihan  umum  yang  berlangsung  tahun  1955,  jaman  Kabinet  Burha- 
nuddin  Harahap,  menunjukkan  adanya  empat  besar  partai  politik  yang 
menguasai  kursi  di  DPR,  yakni  Masyumi  (60  kursi),  PNI  (58  kursi),  NU  (47 
kursi)  dan  PKI  (32  kursi).  Dalam  Pemilihan  Umum  1955  tampak  jelas  kaitan 
antara  organisasi  massa  (ormas)  dan  partai  politik.  Terjadilah  proses  politisasi 
organisasi  kemasyarakatan.  Ormas  merupakan  bagian  dari  Parpol,  sulit  untuk 
membedakannya,  keduanya  terlibat  aktif  di  dalam  kegiatan  politik.  Di  sekitar 
.  suatu  partai  politik,  berkembanglah  organisasi-organisasi  lain  yang  sepaham 
1  dan  menjadi  onderbouw-nya,  yaitu  organisasi  pemuda,  mahasiswa,  petani, 
buruh,  seniman,  keagamaan  dan  Iain-lain.  Praktek  politik  pada  waktu  itu  di- 
itandai  dengan  gerakan-gerakan  massa  melalui  resolusi,  rapat  raksasa,  pengi- 
iriman  delegasi  dan  bahkan  pemogokan.  Gerakan-gerakan  massa  itu  kecuali 
I  menjadi  saluran  sekaligus  juga  berperan  sebagai  kekuatan  penekan  dan 
ipelobi.' 

Perbedaan  pendapat,  baik  karena  pertimbangan-pertimbangan  ideologis 
imaupun  alasan-alasan  praktis,  menggejala  pula  di  dalam  gerakan-gerakan 
ikekerasan  dan  bersenjata,  seperti:  (1)  pemberontakan  Ibnu  Hadjar  di  Kali- 
rmantan  Selatan  tahun  1950,  yang  menyatakan  dirinya  sebagai  bagian  dari 
^gerakan  DI/TII;  (2)  pemberontakan  Kahar  Muzakar  di  Sulawesi  Selatan  ta- 
^hun  1951 ,  yang  juga  menyatakan  dirinya  sebagai  bagian  dari  Negara  Islam  di 
l"bawah  pimpinan  Kartosuwirjo;  (3)  pemberontakan  DI/TII  di  Jawa  Tengah 
11951;  (4)  pemberontakan  DI/TII  Daud  Beureueh  di  Aceh  tahun  1953. 

Di  samping  itu,  terdapat  pula  gejolak-gejolak  kedaerahan,  di  antaranya 
imenggejala  sebagai  pemberontakan-pemberontakan  separatis.  Hal  ini  telah 
itampak  sejak  awal  periode  ini,  seperti  munculnya  Paguyuban  Daya  Sunda  di 
tBandung  dan  Gerakan  Pemuda  Federal  Republik  Indonesia  di  Makassar.  Per- 
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pecahan  menjadi  semakin  nyata  ketika  unsur-unsur  Angkatan  Perang  terlibat 
ke  dalamnya;  muncullah  Dewan  Banteng  di  Sumatera  Tengah;  Dewan  Gajah 
di  Sumatera  Utara;  Dewan  Garuda  di  Sumatera  Selatan  dan  Dewan  Manguni 
di  Sulawesi  Utara.  Gerakan-gerakan  ini  kemudian  bermuara  dengan  pem- 
berontakan  PRRI  dan  Permesta. 

Pertumbuhan  sistem  kepartaian  yang  disertai  dengan  peranan  Parlemen 
tampaknya  ikut  mendorong  meningkatnya  proses  perbedaan  pandangan  ideo- 
logis,  terutama  karena  kehidupan  partai-partai  sangat  ditentukan  oleh  tokoh- 
tokoh  dan  aliran  idiilnya.  Perkembangan  kehidupan  kepartaian  itu  merupa- 
kan  pencerminan  dari  tumbuhnya  ideologi  yang  berbeda-beda  yang  mau  dl- 
paksakan  untuk  mengatur  kehidupan  bangsa  dan  negara,  yang  mengakibat- 
kan  terjadinya  konflik  ideologi.  Pertikaian  atau  konflik  ideologi  selama  pe- 
riode  ini  pada  hakikatnya  merupakan  kelanjutan  dari  adanya  perbedaan  pa- 
ham  serta  aliran  selama  masa-masa  sebelumnya,  bahkan  dalam  periode  ini 
tampak  semakin  menajam  dan  terbuka,  yang  mencapai  puncaknya  pada 
Sidang  Konstituante  di  Bandung  tahun  1956-1959,  pada  saat  lembaga  ini 
membicarakan  dasar  negara.  Ada  pandangan  yang  menghendaki  sosial  eko- 
nomi  sebagai  dasar  negara  serta  menolak  agama  Islam  dan  Pancasila  sebagai 
dasar  negara;  ada  pandangan  yang  menghendaki  agama  Islam  sebagai  dasar 
negara  serta  menolak  sosial  ekonomi  dan  Pancasila  sebagai  dasar  negara;  serta 
ada  pandangan  yang  mempertahankan  Pancasila  sebagai  dasar  negara  dan 
menolak  agama  Islam  serta  sosial  ekonomi  sebagai  dasar  negara. 

Akan  tetapi  di  balik  itu,  juga  ada  usaha-usaha  yang  menuju  ke  arah  per- 
satuan  nasional,  yang  juga  tidak  setuju  dengan  praktek-praktek  politik  waktu 
itu.  Hal  ini  tampak  pada  penjelasan  Presiden  Soekarno  tanggal  21  Pebruari 
1957,  yang  dikenal  dengan  Konsepsi  Presiden.  Di  dalam  konsepsi  ini  ter- 
kandung  kritik  terhadap  sistem  Demokrasi  Barat  yang  tidak  sesuai  dengan 
kepribadian  bangsa  Indonesia  dan  jiwa  Proklamasi  17  Agustus  1945.  Demi- 
kian  pula  terhadap  sistem  kepartaian  yang  telah  berkembang  di  Indonesia. 
Lengkapnya  Konsepsi  Presiden  itu  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Sistem  demo- 
krasi parlementer  secara  Barat  tidak  sesuai  dengan  kepribadian  Indonesia, 
oleh  karena  itu,  sistem  ini  harus  diganti  dengan  sistem  demokrasi  terpimpin; 

(2)  Untuk  pelaksanaan  sistem  demokrasi  terpimpin  perlu  dibentuk  suatu  ka- 
binet  gotong-royong  yang  anggotanya  terdiri  dari  semua  partai  dan  organisasi 
berdasarkan  perimbangan  kekuatan  yang  ada  dalam  masyarakat.  Konsepsi 
Presiden  ini  mengetengahkan  pula  perlunya  "Kabinet  Kaki  Empat,"  yang 
mengandung  arti  bahwa  keempat  partai  besar,  yakni  PNI,  Masyumi,  NU  dan 
PKI  turul  serta  di  dalamnya  untuk  menciptakan  kegotongroyongan  nasional; 

(3)  Pembentukan  Dewan  Nasional  yang  terdiri  dari  golongan  fungsional  da- 
lam masyarakat.  Tugas  Dewan  Nasional  ini  adalah  membcri  nasihat  kepada 


'Lihat  Konstituante  Republik  Indonesia,  Risalali  Pcrundingan,  Bandung,  1957. 
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Kabinet,  baik  diminta  maupun  tidak  diminta.  Tetapi  konsepsi  ini  justru  me- 
nimbulkan  perdebatan  di  dalam  masyarakat  dan  DPR.  Masyumi,  NU,  PSII, 
Partai  Katolik  dan  PRI  menolaknya. 

Sebagai  bagian  dari  usaha  untuk  mewujudkan  konsepsinya  itu,  Presiden 
Soekarno  pada  tanggal  9  April  1957  membentuk  Kabinet  Djuanda,  yang  an- 
tara  lain  diberi  tugas  untuk  membentuk  Dewan  Nasional.  Pada  kesempatan 
lain  Presiden  Soekarno  juga  mengatakan  bahwa  sistem  politik  dan  pemerin- 
tahan  yang  tidak  sesuai  dengan  kepribadian  nasional  telah  menyebabkan  ter- 
jadinya  perpecahan  bangsa.'  Dalam  rangka  mencari  pemecahan  atas  masalah- 
masalah  nasional  itulah,  telah  pula  diadakan  musyawarah  nasional  yang  di- 
selenggarakan  oleh  Kabinet  bersama  Dewan  Nasional. 

Usaha-usaha  lain  tampak  pula  dalam  Seminar  Pancasila  I  di  Yogyakarta, 
tanggal  12-16  Pebruari  1959.  Di  mana  dalam  kesimpulan  Kelompok  Kerja  IV 
dinyatakan  bahwa  bangsa  Indonesia  ingin  kembali  kepada  Republik  Indonesia 
Proklamasi  17  Agustus  1945.^  Adapun  kesimpulan  umum  seminar  Pancasila 
itu  adalah:  (1)  Pancasila  sebagai  dasar  negara  Republik  Indonesia  tidak  perlu 
diperdebatkan  lagi;  (2)  Demokrasi  Terpimpin  sebagai  alat  penyelenggara  pe- 
merintah  untuk  merealisasi  cita-cita  negara  Proklamasi  17  Agustus  1945; 
(3)  Masuknya  golongan  fungsional  dalam  badan-badan  kenegaraan;  (4)  Asas 
Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  sebagai  salah  satu  sila  dalam  rangka  kesatuan 
Pancasila  yang  bisa  menjamin  adanya  pemeliharaan  dan  perkembangan  ke- 
yakinan  agama;  (5)  Kembalinya  secara  prinsipiil  pada  Undang-Undang  Dasar 
Proklamasi  17  Agustus  1945.'^ 

Selanjutnya  pada  tanggal  20  Pebruari  1959,  Dewan  Menteri  mengumum- 
kan  sikapnya  mengenai  tiga  masalah  penting,  yakni  tentang  Undang-Undang 
Dasar  1945,  tentang  Prosedur  "Kembali  ke  Undang-Undang  Dasar  1945," 
dan  tentang  masuknya  golongan  fungsional  ke  dalam  DPR. 

Namun  ternyata  ahjuran  (usul)  pemerintah  untuk  kembali  ke  Undang- 
Undang  Dasar  1945  justru  menambah  perbedaan  pandangan  di  dalam  Sidang 
Konstituante.  Selain  perdebatan  mengenai  dasar  negara,  perdebatan  mengenai 
dapat  atau  tidak  dapat  menerima  usul  pemerintah  tersebut,  menerima  atau 
menolak  demokrasi  terpimpin  serta  adanya  golongan  fungsional  telah  pula 
menambah  tajamnya  perbedaan  pandangan  yang  ada.  Situasi  yang  demikian 
ini  tampaknya  memaksa  Konstituante  untuk  mengadakan  pemungutan  suara. 


'Kartodirdjo,  Sartono,  Sejarah  Nasiona/  Indonesia,  Jilid  VI,  Jakarta;  Balai  Pustaka,  1977. 
hal.  257. 

^Lihat  Notonagoro,  Pancasila  Dasar  Falsa/ah  Negara,  Jakarta,  Pancuran  Tujuh,  1974, 
bagian  Penerbitan  Mengenai  Pancasila  Nomor  Ketiga,  hal.  60. 

■'Lihat  Mimbar  Indonesia,  25  Pebruari  1959,  hal.  3. 
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mengenai  usul  pemerintah  untuk  kembali  ke  UUD  1945.  Namun  ternyata  per- 
syaratan  formal  tidak  dapat  lerpenuhi.  Bahkan  setelah  iiu  ada  partai  politik 
yang  tidak  lagi  mau  menghadiri  Sidang  Konstituante.  Keadaan  semacam  ini 
menyebabkan  terjadinya  kemacetan  di  dalam  Sidang  Konstituante.  Karena 
alasan  inilah  maka  Presiden  Soekarno  mengeluarkan  Dekrit  Presiden  5  Juli 
1959,  yang  berisi:  (1)  pembubaran  Konstituante;  (2)  berlakunya  kembali  UUD 
1945  dan  tidak  berlakunya  UUDS  1950;  (3)  pembentukan  Majelis  Permusya- 
waratan  Rakyat  Sementara,  yang  terdiri  atas  anggota  DPR,  utusan-utusan 
daerah  dan  golongan,  serta  pembentukan  DPAS. 

Dengan  Dekrit  5  Juli  1959  inilah  yang  kemudian  memungkinkan  bagi 
Soekarno  untuk  melaksanakan  konsepsinya  (Konsepsi  Presiden). 

PERIODE  DEMOKRASI  TERPIMPIN,  1959-1965 

Sebagai  langkah  awal  dari  pelaksanaan  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959,  pada 
tahun  itu  juga  Presiden  membentuk  lembaga  tertinggi  negara  yang  bersifat 
sementara  (MPRS)  dan  lembaga-lembaga  tinggi  negara  lainnya,  seperti  Dewan 
Perwakilan  Rakyat  Gotong  Royong  (DPR-GR),  Dewan  Pertimbangan  Agung 
Sementara,  Dewan  Perancang  Nasional.  Dalam  membentuk  MPRS  dan  DPR- 
GR  diikutsertakan  semua  unsur  kekuatan  masyarakat,  termasuk  utusan 
daerah,  golongan  fungsional  dan  ABRI.  Selain  itu  Presiden  membentuk  pula 
wadah  yang  diharapkan  dapat  menjadi  sarana  untuk  menghimpun  seluruh 
kekuatan  sosial  politik,  yaitu:  Front  Nasional. 

Kehidupan  politik  nasional  dalam  periode  ini  ditandai  dengan  kedudukan 
Presiden  yang  semakin  kuat  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  dalam 
Undang-Undang  Dasar  1945.  Kabinet  tidak  lagi  harus  bertanggung  jawab 
kepada  Parlemen  melainkan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden. 

Sementara  itu,  kehidupan  politik  di  masyarakat  ditata  dengan  cara  me- 
nyederhanakan  kehidupan  kepartaian  yang  selama  ini  dianggap  menjadi 
sumber  ketidakstabilan  nasional.  Oleh  sebab  itu  pada  tanggal  31  Desember 
1959  dikeluarkan  Penpres  No.  7  tahun  1959  tentang  Syarat-syarat  dan  Pe- 
nyederhanaan  Kepartaian,  yang  antara  lain  menetapkan:  "Mencabut  Maklu- 
mat  Pemerintah  tanggal  3  Nopember  1945  (Berita  Republik  Indonesia  Tahun 
I,  No.  1,  halaman  3  kolom  4)  mengenai  Anjuran  Pemerintah  tentang  pem- 
bentukan partai  politik."  Syarat-syarat  bagi  penyederhanaan  kehidupan  ke- 
partaian tersebut  adalah  sobagai  berikut: 

(1)  Partai  harus  mcncrima  clan  mempertahankan  asas  dan  tujuan  negara  kesatuan  Republik 
Indonesia  menurut  UUD  1945  yang  incmuat  dasar-dasar  negara  yaitu:  Ketuhanan  Yang 
Maiia  Esa,  Kcbangsaan,  Kedaulatan  Rakyat,  Pcrikcmanusiaan  dan  Keadilan  Sosial. 

(2)  Program  kcrja  berdasarkan  Manit'cslo  Republik  Indonesia. 
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(3)  Anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah  tangga  harus  dengan  tegas  dicantumkan  organisasi 
lain  yang  mendukung  dan/atau  bernaung  di  bawah  partai  politik. 

(4)  Dalam  memperjuangkan  kegiatan  harus  menggunakan  jalan  damai  dan  demokratis. 

(5)  Partai  harus  mempunyai  cabang  yang  tersebar  paling  sedikit  seperempat  jumlah  Dati  I, 
dan  jumlah  cabang  minimal  seperempat  jumlah  Dati  II  di  seluruh  Indonesia. 

(6)  Tidak  boleh  menerima  orang  asing  sebagai  pengurus  maupun  bantuan  dari  orang  asing. 

(7)  Presiden  berhak  mengawasi  dan  memerintahkan  untuk  memeriksa  tata  usaha,  keuangan 
dan  kekayaan  partai-partai. 

Syarat-syarat  di  atas  ternyata  tidak  mampu  menciptakan  situasi  politik 
yang  stabil,  lebih-lebih  karena  masyarakat  telah  masuk  dalam  kotak-kotak 
golongan  yang  berorientasi  kepada  ideologi  sempit.  Pertentangan  tidak  hanya 
terjadi  di  antara  partai-partai  politik  saja,  melainkan  juga  dilakukan  oleh 
organisasi-organisasi  masyarakat  yang  bernaung  di  bawah  partai-partai  po- 
litik tersebut.  Dari  situ  tampak  betapa  erat  kaitannya  antara  organisasi  massa 
dan  partai  politik  di  dalam  masyarakat. 

Bahkan  lebih  daripada  itu,  pertentangan-pertentangan  kekuatan  dalam 
masyarakat  semakin  tajam,  dengan  adanya  upaya-upaya  separatis  untuk 
mengangkat  senjata.  Hal  ini  antara  lain  dilakukan  oleh  golongan  yang  ber- 
maksud  memisahkan  diri  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  ingin 
mendirikan  "Pemerintah  Revolusioner  Republik  Indonesia."  Beberapa  tokoh 
partai  politik  Masyumi  dan  Partai  Sosialis  Indonesia,  dinyatakan  terbukti 
terlibat  dalam  pemberontakan  itu.  Oleh  karena  itu  berdasarkan  Keppres 
No.  200  dan  201  Tahun  1960  kedua  partai  tersebut  dibubarkan.  Kiranya  perlu 
dicatat  bahwa  keputusan  presiden  dalam  konsiderasinya  dengan  jelas  me- 
nyatakan  keterlibatan  tokoh-tokoh  dari  kedua  partai  politik  tersebut.  Kon- 
siderasi  Keppres  No.  200  Tahun  1960  tersebut  berbunyi: 

"bahwa  untuk  kepentingan  keselamatan  negara  dan  bangsa,  perlu  membubarkan  partai 
P  politik  Masyumi  oleh  karena  organisasi  (partai)  itu  melakukan  pemberontakan,  karena 
pemimpin-pemimpinnya  turut  serta  dalam  pemberontakan  apa  yang  disebut  dengan  'Peme- 
rintah Revolusioner  Republik  Indonesia'  atau  'Republik  Persatuan  Indonesia'  atau  telah  jelas 
memberikan  bantuan  terhadap  pemberontakan,  sedangkan  organisasi  (partai)  itu  tidak  resmi 
menyaiahkan  perbuatan  anggota-anggota  pimpinan  tersebut." 

Bunyi  konsiderasi  Keppres  No.  201  Tahun  1960  tentang  pembubaran 
partai  politik  Masyumi,  hampir  sama  dengan  konsiderasi  Keppres  No.  200 
Tahun  1960  tentang  pembubaran  Partai  Sosialis  Indonesia.  Adapun  bunyi 
selengkapnya  konsiderasi  tersebut  adalah  sebagai  berikut: 

"bahwa  untuk  kepentingan  keselamatan  negara  dan  bangsa,  perlu  membubarkan  Parlai 
Sosialis  Indonesia,  oleh  karena  organisasi  (partai)  itu  melakukan  pemberontakan  karena 

I pemimpin-pemimpinnya  lurut  serta  dalam  pemberontakan  apa  yang  discbul  dengan  'Peme- 
rintah Revolusioner  Republik  Indonesia'  atau  'Republik  Pcrsaiuan  Indonesia'  atau  telah 
jelas  memberikan  bantuan  terhadap  pemberontakan,  sedangkan  organisasi  (parlai)  itu  lidak 
resmi  menyaiahkan  perbuatan  anggota-anggota  pimpinan  Icrscbul." 
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Sebagai  rangkaian  dari  langkah-langkah  yang  dilakukan  oleh  Presiden 
dalam  menata  kehidupan  politik  sesuai  dengan  konsepsinya,  maka  dikeluar- 
kan  beberapa  keputusan  Presiden  antara  lain  Keputusan  No.  440  Tahun  1961 
yang  mengakui  Partai  Kristen  Indonesia  (Parkindo)  dan  Partai  Islam  Perti 
(Persatuan  Tarbiyah  Islamiyah)  sebagai  partai  politik.  Sebelumnya  Presiden 
juga  telah  menerbitkan  Keppres  No.  129  Tahun  1961  yang  menolak  mengakui 
beberapa  partai  politik,  yaitu: 

1.  PSII  (Partai  Sarekat  Islam  Indonesia)  -  Abikusno 

2.  PRN  (Partai  Rakyat  Nasional)  -  Bebasa 

3.  PRI  (Partai  Rakyat  Indonesia) 

4.  PRN  (Partai  Rakyat  Nasional)  -  Djody 

Kemelut  politik  yang  bersumber  dari  pertentangan  ideologis  agak  mereda 
pada  waktu  Indonesia  berupaya  merebut  kembali  Irian  Barat  dari  tangan 
Belanda.  Pertentangan  internal  seakan-akan  tenggelam  dalam  gegap-gem- 
pitanya  pelaksanaan  Tri  Komando  Rakyat  (Trikora)  yang  dikumandang- 
kan  oleh  Presiden  Soekarno  pada  tanggal  19  Desember  1963.  Melalui  berba- 
gai  perjuangan,  baik  perundingan  maupun  tekanan-tekanan  militer,  akhir- 
nya  diperoleh  kesepakatan  bahwa  mulai  tahun  1964  Irian  Barat  dikembalikan 
ke  dalam  kekuasaan  Republik  Indonesia  melalui  masa  transisi  (bersama 
UNTEA),  dan  tahun  1969  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  disetujui  ber- 
sama, diselenggarakan  peblisit  bagi  rakyat  Irian  Barat  untuk  menentukan 
nasibnya  sendiri.' 

Sebagai  upaya  untuk  memelihara  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  Presiden 
Soekarno  membangun  proyek-proyek  mercu-suar  baik  secara  fisik  maupun 
dalam  bentuk-bentuk  proyek  politik.  Sementara  itu  arah  politik  luar  negeri 
ditujukan  untuk  menggagalkan  pembentukan  Negara  Persekutuan  Malaysia 
yang  dianggap  merongrong  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. 

Pada  akhir  dari  periode  dpmokrasi  terpimpin,  bangsa  Indonesia  benar- 
benar  dihadapkan  pada  kemelut  politik  dalam  arti  yang  seluas-luasnya.  Hal 
tersebut  tampak  dalam  pertentangan  ideologi:  khususnya  ofensif  Partai  Ko- 
munis  Indonesia  yang  mendominasi  gelanggang  politik  waktu  itu,  infiltrasi  ke 
dalam  lembaga-lembaga  pemerintahan  termasuk  ABRI;  kemerosotan  eko- 
nomi  akibat  biaya  proyek  mercu  suar  yang  tidak  sebanding  dengan  kekuatan 
perekonomian  Indonesia;  penyalahgunaan  wewenang;  dalam  arti  sistem  po- 
litik tidak  berjalan  di  atas  ketentuan  perundangan  melainkan  dikendalikan 
oleh  kekuasaan  yang  semuanya  terpusat  pada  Presiden  Soekarno.  Semua  itu 
nienimbulkan  kckacauan  yang  memang  sangat  diharapkan  oleh  Partai  Ko- 
munis  Indonesia  yang  secara  sadar  dan  berencana  bcrmaksud  mematangkan 


'Dalam  pcblisil  yang  diselenggarakan  pada  tahun  1969  rakyat  Irian  Barat  nienegaskan  sikap 
poiitiknya  untuk  lelap  bersaiu  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. 
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situasi  menjadi  situasi  revolusioner.  Isyu-isyu  politik  selalu  cliwarnai  dengan 
usaha  memecah-belah  rakyat,  seperti:  waspada  terhadap  tujuh  setan  desa,  dan 
tujuh  setan  kota,  ganyang  kabir  (kapitalis  birokrat)  dan  Iain-lain  slogan  yang 
memanaskan  situasi.  Satu-satunya  kekuatan  nasional  pada  saat  itu  yang 
mampu  menandingi  kekuatan  Partai  Komunis  Indonesia  hanyalah  Angkatan 
Bersenjata  Republik  Indonesia,  khususnya  Angkatan  Darat. 

Puncak  kemelut  politik  dalam  periode  tersebut  terjadi  dengan  meletusnya 
pemberontakan  G-30-S/PKI  pada  tanggal  30  September  1965.  Partai  Komunis 
yang  semula  yakin  akan  berhasil  dalam  melakukan  kudeta,  ternyata  meng- 
hadapi  kenyataan  bahwa  kekuatan  Pancasila  yang  intinya  adalah  Angkatan 
Bersenjata  Republik  Indonesia  mampu  menumpas  habis  pemberontakan 
Partai  Komunis  tersebut.  Hikmah  yang  paling  besar  dapat  diperoleh  dalam 
periode  ini  adalah  bahwa  pertentangan  ideologi  telah  membawa  bencana  na- 
sional yang  mengakibatkan  bangsa  Indonesia  kehilangan  identitasnya  sebagai 
negara  kesatuan  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Tragedi  tersebut 
muncul  karena  selama  itu  telah  terjadi  penyimpangan  terhadap  Pancasila  dan 
UUD  1945. 


PERIODE  DEMOKRASI  PANCASILA,  1966  -  SEKARANG 

Pengalaman-pengalaman  dalam  hidup  berbajigsa,  bernegara  dan  berma- 
syarakat  selama  ini  telah  membuat  sejarah  Indonesia  modern  penuh  dengan 
konflik-konflik  politik  baik  yang  terjadi  dalarn  masyarakat,  lembaga  perwa- 
kilan  dan  bahkan  dalam  bentuk  pemberontakan.  Hal  tersebut  telah  disadari 
oleh  pimpinan  negara  Republik  Indonesia  dalam  periode  ini  bahwa  sebab  ter- 
dalam  adalah  penyimpangan  terhadap  Pancasila  dan  UUD  1945  sebagai  da- 
sar,  falsafah  dan  ideologi  bangsa  dan  negara  Republik  Indonesia. 

Oleh  sebab  itu  disusunlah  suatu  strategi  politik  nasional  dengan  mana  di- 
usahakan  pembaharuan  politik  nasional  yang  didasarkan  Pancasila  dan  UUD 
1945. 

Usaha-usaha  pembangunan  politik  nasional  tersebut  secara  ringkas  adalah 
sebagai  berikut:' 

Pertama,  menghancurkan  PKI  baik  secara  fisik  maupun  secara  ideologis. 
Kedua,  konsolidasi  pemerintahan  dan  pemurnian  Pancasila  dan  UUD  1945. 
Konsolidasi  di  bidang  pemerintahan  dimulai  dengan  penangkapan  18  menteri 
Kabinet  Dwikora  yang  disempurnakan,  dan  kemudian  dibentuklah  Kabinet 
Dwikora  yang  lebih  disempurnakan  lagi.  Sementara  itu  pada  tahun  1966  di- 


'Ali  Moertopo,  Stralegi  Politik  Nasional,  CSIS,  Jakarta,  1974. 
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selenggarakan  Sidang  Umum  MPRS  yang  bertujuan  menilai  kembali  per- 
kembangan  kehidupan  nasional  pada  masa  sebelumnya  dan  menyusun  ren- 
cana  pembangunan  untuk  masa  yang  akan  datang.  Dalam  Sidang  Umum 
MPRS  1966  dibahas  beberapa  hal  pokok,  yaitu:  Surat  Perintah  11  Maret; 
Kedudukan  semua  Lembaga-lembaga  tingkat  Pusat  dan  Daerah  pada  posisi 
sebagaimana  diatur  dalam  UUD  1945;  Pemilu;  Penegasan  Kembali  Politik 
Luar  Negeri  RI;  Peninjauan  Kembali  Produk  Legislatif  Negara  di  luar  produk 
Tap  MPRS;  Memorandum  DPR-GR  tentang  Tertib  Hukum;  Kepartaian,  Ke- 
ormasan  dan  Kekaryaan;  Pembubaran  Partai  Komunis;  Meneliti  Kembali 
Ajaran-ajaran  Bung  Karno;  Pembinaan  Pers  dan  Iain-lain.  Ketiga:  mengha- 
puskan  dualisme  dalam  kepemimpinan  nasional.  Untuk  itu  maka  diselengga- 
rakan  Sidang  Istimewa  MPRS  1967  yang  mengangkat  Jenderal  TNI  Soeharto 
menjadi  Pejabat  Presiden  RI,  serta  menghilangkan  dualisme  tentang  penaf- 
siran  Pancasila  dan  UUD  1945.  Keempat:  mengembalikan  kestabilan  dan  me- 
rencanakan  pembangunan.  Pengalaman  telah  membuktikan  bahwa  tanpa 
adanya  kestabilan  politik,  maka  tidak  mungkin  dilakukan  pembangunan. 
Maka  dalam  tahap  ini  stabilitas  politik  menjadi  sasaran  antara  sebagai  sarana 
terlaksananya  program-program  pembangunan  yang  akan  dilaksanakan.  Ber- 
kenaan  dengan  itu  pula  diselenggarakan  Sidang  V  MPRS  yang  mengang- 
kat pengemban  Tap  IX/MPRS/1966  menjadi  Presiden  RI.  Sementara  itu 
melalui  Tap  No.  XII/MPRS/1968  dirumuskan  tugas  pokok  Kabinet  Pemba- 
ngunan yang  disebut  Panca  Krida  yaitu:  (1)  menciptakan  stabilitas  politik  dan 
ekonomi;  (2)  menyusun  dan  melaksanakan  Repelita;  (3)  melaksanakan  Pemi- 
lihan  Umum;  (4)  mengembalikan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  de- 
ngan mengikis  habis  sisa-sisa  G-30-S/PKI;  dan  (5)  melanjutkan  pembersihan 
dan  penyempurnaan  aparatur. 

Dalam  pada  itu  perlu  dicatat  pula,  meskipun  seluruh  potensi  Orde  Baru 
telah  bertekad  melaksanakan  Pancasila  dan  UUD  1945  secara  murni  dan  kon- 
sekuen  serta  melaksanakan  penumpasan  G-30-S/PKI  dilakukan  secara  si- 
multan,  namun  hal  ini  tidak  berarti  bahwa  pertentangan  ideologi  dalam  ma- 
syarakat sudah  tidak  ada  sama  sekali.  Sidang  Istimewa  MPRS  1967  dan  Si- 
dang Umum  MPRS  1968  menunjukkan  adanya  gejola  percaturan  ideologi 
tersebut. 

Menurut  Keputusan  MPRS  No.  1 /MPRS/ 1966  (Tata  Tertib  MPRS), 
MPRS  tidak  berhak  mengubah  UUD  1945,  namun  pada  saat  menjelang  Si- 
dang Istimewd  MPRS  1967,  kepada  BP  MPRS  disampaikan  suatu  usul  tertulis 
untuk  kemudian  diajukan  kepada  Sidang  Pleno  MPRS.  Isi  usul  tersebut  an- 
tara lain:'  (1)  supaya  kewajiban  melakukan  ibadatnya  diwajibkan  tidak  hanya 
bagi  pemeluk-pemeluk  agama  Islam,  tetapi  bagi  pemeluk-pemeluk  setiap 
agama;  (2)  supaya  pasal  1  UUD  yang  menyatakan  bahwa  Negara  RI  ada- 


'Lihat  Suluh  Marhaen,  3  Maret  1967. 
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lah  Negara  Kesatuan  dan  berbentuk  Republik,  ditambah:  "Agama  Resmi  Ne- 
gara  ialah  Agama  Islam  sesuai  dengan  agama  yang  banyak  diikuti  oleh  Bangsa 
Indonesia;"  (3)  supaya  Presiden  dan  Wakil  Presiden  "beragama  Islam"  dan 
Iain-lain.  Usui  ini  tidak  diterima  oleh  BP  MPRS. 

Dalam  Sidang  Umum  V  MPRS  1968,  kegagalan  Komisi  II  dan  III  untuk 
mengambil  suatu  keputusan,  disebabkan  oleh  hal-hal  yang  bersifat  ideologis- 
politis  pula.  Dalam  Sidang  Umum  MPRS  V  ada  diedarkan  konsep-konsep 
yang  lebih  konkrit  dan  lebih  mendetail  mengenai  pelaksanaan  Piagam  Ja- 
karta, misalnya: 

a.  Rantap  tentang  Penetapan  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara  Hasil  Panitia 
Ad  Hoc  BP  MPRS  yang  dalam  pembukaannya  berbunyi  sebagai  berikut: 

"Isi  dan  tudjuan  kemerdekaan  jang  diproklamasikan  pada  tanggal  17  Agustus  1945  di- 
tuangkan  dalam  UUD  1945  jang  terdiri  dari  Pembukaan  dan  Batang  Tubuh,  dilandasi 
oleh  Pantjasila  serta  didjiwai  oleh  Piagam  Djakarta." 

b.  Rantap  tentang  Pelengkap  Penjelasan  UUD  1945,  seperti  juga  diusulkan 
oleh  Panitia  Ad  Hoc  BP  MPRS.  Rumusannya  adalah  sebagai  berikut: 

"Piagam  Djakarta  jang  semula  dipersiapkan  sebagai  Preambule  UUD,  setelah  mengalami 
beberapa  perubahan  atas-dasar  musjawarah  dan  mufakat  antara  golongan-golongan  Na- 
sionalis  dan  Islam,  diterima  dan  disahkan  mendjadi  Pembukaan  UUD  Negara  Indonesia. 
Dengan  demikian  Piagam  Djakarta  tertanggal  22  Djuni  1945  itu  tetap  mendjiwai  UUD 
1945  dan  adalah  djuga  merupakan  suatu  rangkaian  kesatuan  dengan  Konstitusi  ter- 
sebut  seperti  ditegaskan  dalam  Ketetapan  MPRS  No.  XX/MPRS/1966." 

Sejalan  dengan  gairah  untuk  melakukan  pembaharuan  struktur  kehidupan 
politik  nasional  yang  bergema  sejak  tahun  1966,  berkembang  pula  pemikiran 
untuk  merombak  dan  menyederhanakan  sistem  kepartaian.  Masalah  ini  bu- 
kan  timbul  untuk  pertama  kalinya.  Pada  tahun  1957  Presiden  Soekarno  telah 
mempunyai  konsepsi  politik  yang  antara  lain  bermaksud  membubarkan 
partai-partai  politik,  dan  memberikan  peranan  yang  lebih  besar  kepada  go- 
longan  fungsional. 

Sebagai  langkah  awal  dari  pembaharuan  struktur  politik.  Tap  No.  XXII/ 
MPRS/1966  menyatakan  tentang  Ketetapan  Kepartaian,  Keormasan  dan  Ke- 
karyaan.  Mempertimbangkan  bahwa  pada  dasarnya  Negara  Republik  Indo- 
nesia adalah  negara  yang  berkedaulatan  rakyat;  pelaksanaan  kedaulatan 
rakyat  di  dalam  lembaga  permusyawaratan/perwakilan  diisi  oleh  anggota- 
anggota  yang  dapat  mewakili  golongan-golongan  dari  masyarakat;  penggo- 
longan  di  dalam  masyarakat  itu  terjelma  dalam  bentuk-bentuk  partai,  orga- 
nisasi  massa  dan  Golongan  Karya,  yang  harus  diatur  agar  penggolongan  ter- 
sebut  dapat  merupakan  alat  demokrasi  yang  sehat  sesuai  dengan  UUD  1945; 
maka  MPRS  memutuskan  agar  pemerintah  bersama-sama  DPR-GR  segeia 
membuat  Undang-Undang  yang  mengatur  kepartaian,  keormasan  dan  kekar- 
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yaan  yang  menuju  kepada  penyederhanaan.  Problem  pembaharuan  struktur 
politik  secara  kuantitatif  maupun  kualitatif  menjadi  salah  satu  problem  pokok 
yang  tidak  jarang  mengandung  kontroversi. 

Persoalan  penyederhanaan  organisasi  politik  ini  mempunyai  akibat  pula 
terhadap  pemikiran  mengenai  organisasi  kemasyarakatan,  seperti  organisasi 
buruh,  petani,  nelayan,  organisasi  keagamaan  dan  organisasi-organisasi  pro- 
fesi  lainnya.  Dari  perkembangan  yang  telah  terjadi,  tidak  jarang  terdapat 
hubungan  yang  erat  antara  organisasi  politik  dengan  organisasi  kemasyara- 
katan. Bahkan  hubungan  itu  dapat  bersifat  langsung.  Terjadilah  proses  poli- 
tisasi  organisasi  kemasyarakatan,  dengan  akibat  bahwa  fungsi  dan  profesi 
kemasyarakatan  telah  menjadi  alat  serta  basis  pertarungan  politik  yang  amat 
diwarnai  oleh  ideologi  golongan.  Mengenai  hal  ini  ada  dua  pemikiran:'  pen- 
dapat  pertanm,  menginginkan  agar  organisasi  kemasyarakatan  berdiri  sendiri 
berdasarkan  kepada  kaidah  profesi  masing-masing,  dan  tidak  terkait  dengan 
organisasi  politik;  pendapat  kedua,  menginginkan  agar  organisasi  profesi  di- 
biarkan  berkembang  bebas,  termasuk  hubungannya  dengan  organisasi  politik. 
Di  samping  dua  pendapat  tersebut  timbullah  selanjutnya  pandangan  yang 
menyatakan  bahwa  organisasi  kemasyaraktan  itu  harus  tetap  terikat  pada  ke- 
rangka  acuan  nasional,  yaitu  Pancasila,  UUD  1945  dan  pembangunan  na- 
sional.  Depolitisasi  organisasi  kemasyarakatan  dalam  arti  ditariknya  ormas 
dari  partai  politik  adalah  proses  yang  harus  dilakukan. 

Dalam  suasana  yang  masih  bergairah  melaksanakan  pembaharuan  kehi- 
dupan  politik,  pada  bulan  Oktober  1966  Partai  Murba  direhabilitasi.  Semen- 
tara  itu  berdasarkan  pertimbangan,  bahwa  diperlukan  wadah  bagi  peleburan 
dan  penggabungan  ormas-ormas  Islam  yang  belum  benar-benar  tersalurkan 
aspirasi  politiknya  secara  efektif,  maka  didirikanlah  Partai  Muslimin  In- 
donesia (Parmusi)  pada  tanggal  20  Oktober  1968.  Organisasi-organisasi  Islam 
yang  mendukung  berdirinya  partai  tersebut  adalah  Muhammadiyah,  HMI, 
PII,  Alissliyah,  HSBI,  Gasbindo,  PUI  dan  IPM.  Dengan  demikian  pada  awal 
Orde  Baru  terdapat  sembilan  partai  politik,  yaitu:  (1)  Partai  Nasional  Indo- 
nesia; (2)  Parmusi;  (3)  Partai  Nahdlatul  Ulama;  (4)  Partai  Syarikat  Islam  In- 
donesia; (5)  Perti;  (6)  Parkindo;  (7)  Partai  Katolik  Indonesia;  (8)  IPKI;  dan 
(9)  Partai  Murba. 

Sebagai  bagian  pelaksanaan  Pancasila  dan  UUD  1945,  serta  Tap  MPRS 
khususnya  dalam  melaksanakan  kedaulatan  rakyat,  maka  tahun  1975  dilak- 
sanakan  pemilihan  umum.  Sebelumnya,  pada  7  Pebruari  1970,  Presiden 
Soeharto  telah  menyerukan  kepada  partai-partai  politik  untuk  memikirkan 
pengelompokan  diri  di  samping  adanya  Golongan  Karya.  Pengelompokan 
tersebut  mempunyai  tujuan  jangka  pendek,  yakni  untuk  mempertahankan 
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stabilitas  nasional  dan  kelancaran  pembangunan.  Sebagai  lujuan  jangka  pan- 
jang  adalah  penyederhanaan  kepartaian  secara  konstitusional  sesuai  dengan 
Ketetapan  No.  XXII/MPRS/1966.  Gagasan  penyederhanaan  partai  itu  tidak 
hanya  berarti  pengurangan  jumlahnya,  tetapi  lebih  penting  daripada  itu  ada- 
lah perombakan  pola  kerja  menuju  orientasi  program. 

Tentang  gagasan  pengelompokan  itu,  Presiden  Soeharto  menyatakan 
bahwa  di  samping  asas-asas  yang  dianut  bersama,  yaitu  Pancasila  dan  UUD 
1945,  dasar  pengelompokan  itu  sebaiknya  adalah  persamaan  tekanan  pada 
aspek-aspek  pembangunan.  Semua  partai  jelas  berpendapat  bahwa  pemba- 
ngunan material  maupun  spiritual  harus  dilaksanakan,  tetapi  sebagian  partai 
memperjuangkan  agar  aspek-aspek  spiritual  lebih  diperhatikan,  sedangkan  se- 
bagian lagi  memperjuangkan  tekanan  pada  pembangunan  material.  Atas 
dasar  kenyataan  ini  disarankan  pembentukan  dua  kelompok,  yakni:  (a)  ke- 
lompok  material-spiritual,  yang  terdiri  dari  PNI,  Murba,  IPKI,  Partai  Katolik 
dan  Parkindo;  dan  (b)  kelompok  spiritual-material,  yang  rrenekankan  pem- 
bangunan spiritual  tanpa  mengabaikan  aspek  material,  terdiri  dari  NU, 
Parmusi,  PSII  dan  Perti. 

Proses  pengelompokan  tersebut  merupakan  langkah  ke  arah  penyeder- 
hanaan. PNI  antara  lain  menyatakan  bahwa  proses  ini  dalam  gradasinya  da- 
pat  berbentuk  kerjasama  antara  partai,  kemudian  konfederasi  dan  akhirnya 
fusi.  Pada  tanggal  9  Maret  1970,  terjadi  realisasi  pengelompokan  partai.  Di- 
bentuklah  Kelompok  Demokrasi  Pembangunan  yang  terdiri  dari  PNI,  Partai 
Katolik,  Parkindo,  IPKI  dan  Murba.  Disusul  dengan  pengelompokan  Per- 
satuan  Pembangunan  pada  tanggal  13  Maret  1970  yang  terdiri  dari  NU, 
Parmusi,  PSII  dan  Perti. 

Dalam  Pemilihan  Umum  1971,  Golkar  sebagai  kekuatan  sosial  politik 
yang  baru,  tampil  dalam  gelanggang  politik  nasional  dan  mendapatkan  suara 
di  atas  60%  dari  populair  vote. 

Kemenangan  itu  kiranya  disebabkan  antara  lain  karena  dua  hal  berikut, 
yaitu:  periaina,  rakyat  sudah  phobi  terhadap  partai  politik  karena  selama 
bertahun-tahun  dengan  sistem  partai  politik  tidak  mewujudkan  stabilitas,  k^- 
tenangan  dan  kesejahteraan;  kedua,  rakyat  menumpahkan  harapan  dan  ke- 
percayaannya  untuk  melaksanakan  cita-cita  nasional  kepada  Golkar  yang  ber- 
satu  dengan  ABRI.  Setelah  Golkar  menang  dalam  Pemilihan  Umum  pada 
tahun  1971,  maka  organisasi-organisasi  sosial  ditata  agar  mereka  sesuai  de- 
ngan semangat  untuk  melaksanakan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Hal  ini  meru- 
pakan upaya  politik  untuk  membuka  jalan  ke  arah  kegiatan-kegiatan  kekar- 
yaan.  Pengelompokan-pengelompokan  berdasar  pada  kekaryaan  akan  meng- 
akibatkan  fungsionalisasi  dan  profesionalisasi  karya,  menjadi  tulang  pung- 
gung  kegiatan  dalam  suatu  masyarakat  yang  sedang  membangun.  Sebagai 
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bagian  mekanisme  politik  nasional,  di  satu  pihak  Golongan  Karya  bertugas 
untuk  menghidupkan  dan  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  unluk  mem- 
bangun  melalui  pembentukan  organisasi  profesi  atau  fungsional,  karena  me- 
reka  secara  langsung  akan  menangani  masalah-masalah  pembangunan.  Se- 
mentara  di  pihak  lain  Golongan  Karya  harus  mampu  menjadi  penyalur  as- 
pirasi  kepentingan-kepentingan  golongan  profesi  dan  golongan  fungsional  un- 
tuk selanjutnya  diperjuangkan  dalam  tataran  politik  nasional.  Konsep  dasar 
pengaturan  kerja  tersebut,  semata-mata  untuk  mengadakan  diferensiasi  antara 
wadah  yang  berjuang  secara  politis  dan  wadah-wadah  yang  langsung  berke- 
cimpung  dalam  pelaksanaan  pembangunan.  Hal  tersebut  perlu  ditegaskan, 
sebab  bila  tidak,  secara  berangsur-angsur  akan  tumbuh  kecenderungan- 
kecenderungan  lama,  yakni  tergesernya  bentuk-bentuk  perjuangan  ke  arah 
percaturan  politik  praktis  dengan  menggunakan  jalur-jalur  organisasi  kema- 
syarakatan  sebagai  basis-basis  formal  maupun  non-formal,  dan  melupakan 
tuntutan  pembangunan  yang  sesungguhnya.  Dengan  pembagian  kerja  dalam 
berbagai  wadah-wadah  baru  ini,  masing-masing  dengan  tugasnya  yang  nyata, 
diharapkan  partisipasi  rakyat  akan  makin  micluas  dan  makin  meningkat,  ter- 
utama  dalam  rangka  pelaksanaan  pembangunan,  secara  tertib  dan  tertata 
baik. 

Konsep  profesionalisasi  dan  fungsionalisasi  organisasi  masyarakat  lahir 
sebagai  reaksi  terhadap  kesimpangsiuran  dalam  pola  kehidupan  kelembagaan 
di  masyarakat  Indonesia,  yang  terlalu  diselubungi  oleh  percaturan  ideologis- 
politis. 

Dalam  pola  kehidupan  masyarakat  di  masa  lalu,  dan  terutama  dalam  pe- 
riode  Orde  Lama,  terdapat  kesimpangsiuran  yang  akhirnya  bermuara  pada 
kemacetan-kemacetan  serta  konflik-konflik  destruktif  baik  ditinjau  dari  sudut 
politik  maupun  dari  sudut  pembangunan.  Kelompok-kelompok  kekaryaan 
tidak  lagi  berdiri  secara  independen,  tetapi  merupakan  bagian  kelompok- 
kelompok  ideologi  dan  politik.  Kedudukan  organisasi  dengan  status  sebagai 
"onderbouw"  tidak  lagi  menunjukkan  perbedaan  yang  jelas  antara  per- 
juangan politis  dan  perjuangan  kekaryaan.  Dua  gejala  yang  kurang  sehat  telah 
menandai  periode  itu.  Pertarna,  perjuangan  kekaryaan  menjadi  identik  de- 
ngan perjuangan  politik;  keduo,  perjuangan  dan  politik  itu  sendiri  hanya  be- 
rupa  pertentangan-pertentangan  ideologi,  dan  sering  kali  hanya  berupa  per- 
tentangan  antara  ambisi-ambisi  pribadi.  Dengan  demikian  keseluruhan  di- 
namik  dalam  masyarakat  hanya  diwarnai  oleh  konflik-konflik  politik  praktis 
yang  merusak. 

Golongan  Karya  sebagai  realisasi  cita-cita  pembentukan  golongan-go- 
longan  fungsional  dalam  lembaga-lembaga  masyarakat,  melalui  pcrwakilan- 
nya  di  MPR,  DPR,  dan  DPRD  mengambil  fungsi  sebagai  pengimbang  dan 
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pengarah  dengan  satu  acuan  ideologis  yaitu  Pancasila  dan  satu  acuan  konsti- 
tusi  yaitu  UUD  1945.  Bersamaan  dengan  itu  pula  Golongan  Karya  membuka 
jalan  bagi  pembentukan  kelompok-kelompok  kekaryaan,  yang  kemudian 
bergerak  dalam  tataran  kerja  untuk  membangun.  Mereka  diharapkan  menjadi 
tulang  punggung  dalam  masyarakat  yang  sedang  membangun,  yakni  sebagai 
elemen-elemen  yang  menggerakkan  roda  pembangunan.  Kelembagaan-ke- 
lembagaan  masyarakat  yang  baru  ini  di  samping  sebagai  tuntutan  perkem- 
bangan  jaman  itu  sendiri,  pada  dasarnya  merupakan  konsekuensi  logis  cita- 
cita  Orde  Baru.  Satu  ciri  khas  pengelompokan-pengelompokan  baru  ini  ada- 
lah  dilepaskannya  organisasi-organisasi  massa  dari  afiliasinya  dengan  partai- 
partai  politik.  Kemudian  secara  bersamaan  mereka  menghimpun  diri  dalam 
satu  wadah  baru,  dengan  satu  anggaran  dasar  dan  satu  cita-cita  perjuangan, 
yakni  untuk  kepentingan  profesinya  termasuk  kesejahteraan  anggotanya, 
dalam  rangka  berkarya  untuk  pembangunan  nasional  berdasarkan  Pancasila 
dan  UUD  1945. 

Meskipun  arah  pembangunan  politik  semakin  jelas,  tetapi  politik  riil  da- 
lam kenyataannya  masih  mengandung  adanya  konflik  ideologi,  terutama  an- 
tara  golongan  keagamaan  dan  golongan  kebangsaan.  Hal  ini  muncul  pada 
kampanye-kampanye  dalam  beberapa  pemilihan  umum  yang  hampir  selalu 
diwarnai  oleh  isyu  dan  slogan  keagamaan  (Islam).  Konflik  ideologis  muncul 
dalam  Sidang  Umum  MPR  1973,  khususnya  dalam  usaha  menolak  Keperca- 
yaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dalam  GBHN,  dan  Pendidikan  Moral 
Pancasila  (PMP).  Argumentasi-argumentasi  yang  diajukan  tidak  mengacau  ke- 
pada  Pancasila  melainkan  beracuan  dari  hukum-hukum  agama.  Agama  men- 
jadi dalil  politik.  Konflik  ini  tampak  lebih  lanjut  dalam  membahas  RUU  Per- 
kawinan.  Peristiwa  Malari  1974  tampaknya  juga  mengandung  latar  belakang 
ideologis  yang  kompleks;  baik  yang  bersifat  keagamaan  maupun  yang  bersifat 
non-keagamaan. 

Sementara  itu  dalam  perkembangan  kehidupan  kepartaian,  arah  kristali- 
sasi  partai  politik  menjadi  semakin  jelas.  Pada  tahun  1975  telah  diberlakukan 
Undang-Undang  tentang  Partai  Politik  dan  Golongan  Karya  yang  menetap- 
kan  adanya  dua  Partai  Politik  dan  Golongan  Karya.  Untuk  kesekian  kalinya 
konflik  ideologi  muncul  lagi  dalam  pembahasan  itu,  meskipun  pemunculan- 
nya  lebih  canggih  bilamana  dibandingkan  dengan  tahun-tahun  sebelumnya. 
Dalam  membahas  masalah  RUU  Parpol  dan  Golkar  yang  menyangkut  bidang 
ideologi,  tuntutan  dari  pihak  partai  politik,-  khususnya  PPP,  adalah  dican- 
tumkannya  asas  khusus  dalam  anggaran  dasar  masing-masing  kekuatan  sosial 
politik.  Golkar  dan  fraksi  lain  sebagai  golongan  kebangsaan  menganggap  ti- 
dak perlu  mencantumkan  asas  khusus  di  samping  asas  Pancasila,  tetapi  go- 
longan agama  bersikeras  mencantumkan  asas  khusus  dalam  anggaran  dasar- 
nya. Akhirnya  sebagai  kompromi,  asas  khusus  sepakat  masuk  dalam  ang- 
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garan  dasar  masing-masing  kekuatan  sosial  politik.  Hal  ini  bcrarii,  bahwa  sc- 
suai  dengan  prinsip  hukum,  adanya  asas  khusus  menghilangkan  asas  yang  bcr- 
sifat  umum.  Konsekuensi  lebih  lanjut,  asas  Islam  akan  mcniadakan  asas  Pan- 
casila.  Pola  pikir  ini  tampak  dalam  perkenibangan  polilik  sclanjuinya.  Asas 
Islam  dalam  PPP  ternyata  dimanfaalkan  untuk  mcngeksploiiasi  agania  dcmi 
untuk  kepentingan  politik,  terutama  dalam  Pemilihan  Umum  tahun  1977,  dan 
di  dalam  praktek  politik  kemasyarakatan.  Kampanye  pemilihan  umum  me- 
manfaatkan  ayat-ayat  suci  keagamaan  guna  membangkitkan  emosi  dan  du- 
kungan  rakyat.  Memang  tidak  jarang  bahwa  Golkar  sebagai  kekuatan  pem- 
baharu  yang  mempunyai  identitas  sendiri  berdasarkan  wawasan  kebangsaan 
hanyut  tenggelam  dalam  kampanye  politik  yang  bersifat  keagamaan.  Situasi 
ini  terjadi  terus  sampai  dengan  menjelang  Sidang  Umum  MPR  1978,  di  mana 
semangat  keagamaan  dimanfaatkan  untuk  tujuan  politik  sempit.  Dalam  masa 
ini  kembali  masalah  ideologis  mewarnai  suasana  politik  saat  itu;  terjadi  pe- 
nolakan  eksistensi  Kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dalam 
GBHN,  dan  penolakan  terhadap  Rancangan  Pedoman  Penghayatan  dan 
Pengamalan  Pancasila.  Serhentara  itu  melalui  forum  di  luar  Majelis  dilakukan 
usaha  mengelola  emosi  massa  dengan  berbagai  isyu  politik,  yang  diarahkan 
kepada  garis  singgung  yang  sama  dalam  mencapai  tujuan  politik  tertentu. 

Kejadian-kejadian  semacam  itu  di  satu  pihak  membuktikan  bahwa  pem- 
bangunan  politik  yang  sudah  dijalankan  telah  membuktikan  kemajuan- 
kemajuan  yang  sangat  berarti.  Namun  juga  harus  diakui  bahwa  masih  ter- 
dapat  kerawanan-kerawanan  baik  yang  potensial  maupun  yang  riil  yang  ha- 
kikatnya  bersifat  ideologis.  Hal  seperti  ini  masih  terjadi  pula  dalam  kampanye 
Pemilu  pada  tahun  1982. 

Demikianlah  maka  di  dalam  pidato  kenegaraan  tanggal  16  Agustus  1982, 
Presiden  Soeharto  mengemukakan: 

"Adanya  asas  lain  --  di  samping  asas  Pancasila  --  yang  menjadi  ciri  khas  dari  partai  itu  akan 
merangsang  unsur-unsur  ekstrem  --  baik  dari  dalam  maupun  dari  luar  --  untuk  Icbili  menon- 
jolkan  asas  yang  lain  itu  pada  saal-saai  perjuangan  polilik  mencapai  bcniuknya  yang 
nyala,  seperti  pada  masa-masa  menjelang  Pemilihan  Umum.  Didorong  oleh  naluri  untuk 
menunjukkan  identitas  golongan,  maka  asas  lain  inilah  --  bukan  asas  Pancasila  --  yang  di- 
tonjolkan  dalam  kampanye.  Ini  mudah  akan  merangsang  fanatisme  kclompok  yang  sempit, 
yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  golongan  ekstrem  yang  tcrdapat  dalam  kelompok  yang  ber- 
sangkutan  atau  di  iuarnya,  yang  sulil  dikendalikan.  Inilah  antara  lain  yang  menjadi  sebab 
mengapa  dalam  musim  kampanye  Pemilu  yang  lalu,  di  sana-sini  timbul  kebringasan  yang  te- 
lah mengarah  kepada  kekerasan  dalam  perjuangan  politik,  yang  akhirnya  mendaiangkan 
korban  jiwa. 

Berdasarkan  pada  kenyataan  scrta  belajar  dari  pengalanian  pahit  itu,  maka  scmua  kekuatan 
sosial  polilik,  khususnya  Partai  Politik  sebaiknya  hanya  mcngikatkan  diri  pada  asas  Panca- 
sila. Saya  yakin  dengan  sikap  yang  demikian  partai  yang  bcrsangkutan  akan  dapat  semakin 
kokoh  dan  makin  memperolch  kepercayaan  dari  rakyat. 
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Bukankah  rakyai  sudah  bertekad  untuk  bersama-sama  mengamalkan  Pancasila?  Karena 
dengan  mengamalkan  Pancasila  dan  dalam  alam  Pancasila  itulah,  rakyat  kita  yang  penuh 
kemajemukan  itu  --  termasuk  majemuk  dalam  hal  agama  -  akan  dapat  menumbuhkan  dan 
mengamalkan  kebhinnekaan  itu  dalam  suasana  tenteram  dan  kekeluargaan." 

Selanjutnya  Presiden  Soeharto  mengemukakan: 

"Pikiran-pikiran  kita  mengenai  politik,  cara-cara  kita  berpolitik,  hendaknya  tetap  bersum- 
ber  dan  memancarkan  nilai-nilai  luhur  dari  Pancasila  itu.  Pancasila  harus  berfungsi  sebagai 
pengendali  dari  kehidupan  politik  kita.  Dengan  landasan  pada  Pancasila  itulah  kita  susun 
program-program  dan  kita  perjoangkan  pelaksanaan  program-program  tersebut,  program- 
program  untuk  mengisi  kehidupan  kita  bersama  dalam  mencapai  kesejahteraan  material 
dan  spiritual.  Dengan  memperjoangkan  program-program  pembangunan  yang  demikian  itu, 
dengan  kemungkinkan  penonjolan  dan  perbedaan  dalam  tekanan  dan  pengutamaan,  maka 
akan  terciptalah  dorongan  dinamika  untuk  mencapai  kemajuan  dan  kesejahteraan  lahir  dan 
batin,  tetapi  dengan  tetap  berpegang  teguh  pada  kesatuan  dan  keutuhan  landasan  ideologi 
yang  telah  kita  sepakati  bersama:  Pancasila." 

Kesimpulan-kesimpulan  yang  dikemukakan  oleh  Presiden  itu  memang  di- 
tarik  secara  tepat  dan  didasarkan  atas  pengalaman  sejarah. 

Di  dalam  Sidang  Umum  yang  diselenggarakan  pada  bulan  Maret  1983, 
MPR  sepakat  menetapkan  Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas  kekuatan  sosial 
politik.  Hal  ini  tercantum  dalam  Ketetapan  MPR-RI  No.  II/MPR/1983  ten- 
tang  GBHN,  sebagai  berikut: 

"Untuk  memantapkan  stabilitas  di  bidang  politik  haruslah  diusahakan  makin  kokohnya 
persatuan  dan  kesatuan  bangsa  serta  makin  tegak  tumbuhnya  kehidupan  yang  konstitusional, 
demokratis  berdasarkan  hukum  berlandaskan  UUD  1945.  Dalam  rangka  ini  dan  demi  ke- 
lestarian  dan  pengamalan  Pancasila,  kekuatan-kekuatan  sosial  politik  khususnya  Partai 
Politik  dan  Golongan  Karya  harus  benar-benar  menjadi  kekuatan  sosial  politik  yang  hanya 
berasaskan  Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas.  Di  samping  itu  harus  makin  digalakkan 
usaha  memasyarakatkan  Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila  (P4)  yang  dalam 
Pelita  III  telah  dilaksanakan  dengan  hasil-hasil  yang  positif.  Usaha-usaha  ini  merupakan 
bagian  dari  langkah-langkah  pembangunan  di  bidang  politik." 

Seterusnya  dikemukakan: 

"Peranan  kekuatan-kekuatan  sosial  politik  khususnya  Partai-partai  Politik  dan  Golorigan 
Karya  sangat  penting  artinya  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  serta  sebagai  modal 
dasar  pembangunan  nasional.  Dalam  rangka  ini  demi  kelestarian  dan  pengamalan  Pancasila, 
Partai  Politik  dan  Golongan  Karya  harus  benar-benar  menjadi  kekuatan  sosial  politik  yang 

t hanya  berasaskan  Pancasila,  sebagai  satu-satunya  asas.  Selanjutnya  perlu  ditingkatkan  ke- 
giatan  dan  peranan  Partai  Politik  dan  Golongan  Karya  dalam  melaksanakan  pendidikan  po- 
litik serta  dalam  memperjuangkan  aspirasi  masyarakat  yang  berorientasi  kepada  program- 
program  pembangunan  .secara  jujur,  schat  dan  bertanggung  jawab  demi  tercapainya  tujuan 
nasional." 

Dalam  pada  itu  MPR  bahkan  menegaskan  pembangunan  nasional  sebagai 
pengamalan  Pancasila.  Dengan  ini  problem  ideologis  telah  diberi  jawaban  se- 
cara mendasar. 
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CATATAN  PENUTUP 

Dilihat  dari  perkembangannya,  sejarah  kehidupan  organisasi  kemasyara- 
katan  dan  partai  politik  di  Indonesia  selalu  menampakkan  adanya  suatu  pola 
tertentu.  Bentuk  pola  tersebut  adalah  suatu  kepelbagaian  dalam  kesatuan, 
atau  pluriformitas  dalam  unitas,  yang  lebih  dikenal  sebagai  kebliinneka- 
tunggalikaan. 

Dalam  dinamika  tersebut  terkandung  adanya  faktor-faktor  yang  memben- 
tuk  kebhinnekaan,  di  samping  ada  pula  faktor-faktor  yang  membentuk  ke- 
tunggalikaan.  Dalam  sejarah  pergerakan  nasional,  faktor-faktor  yang  me- 
macu  kepada  kebhinnekaan  misalnya:  paham-paham  kedaerahan,  ideologi- 
ideologi  keagamaan  maupun  non-keagamaan  yang  datang  dari  luar,  semen- 
tara  faktor  yang  memacu  ketunggalikaan  adalah  tumbuhnya  ideologi  ke- 
bangsaan  yang  menopang  tampilnya  bangsa  Indonesia  sebagai  nation  modern. 
Ideologi  Kebangsaan  inilah  yang  secara  mendasar  dan  menyeluruh  mengantar 
bangsa  Indonesia  sampai  kepada  Proklamasi  Kemerdekaan  17  Agustus  1945. 
Ideologi  Kebangsaan  ini  mampu  melandasi  semua  pihak,  mengatasi  semua 
golongan,  nirangkani  segala  aliran,  meninggalkan  segala  pemisahan  dan  pem- 
bedaan  diskriminatif  berdasarkan  atas  kedaerahan,  asal-usul,  keturunan, 
status  sosial,  agama  dan  keyakinan,  sehingga  diajarkanlah  dalil  senwa  buat 
satu,  dan  satu  bual  semua.  Dalam  Ideologi  Kebangsaan  tersebut  terkandung 
cara  berpikir  yang  sintetis  integralistik,  yang  mempunyai  daya  untuk  momot 
dan  ngemof  kenyataan  yang  kompleks  dan  majemuk  serta  dengan  kemam- 
puan  menelusuri  akar-akarnya  dan  menelusuri  pula  interaksi,  interrelasi,  dan 
interdependensinya,  sehingga  dapat  menemukan  titik  temu  yang  menyatukan, 
mendamaikan  secara  kreatif.' 

Pada  dasarnya  dinamik  kebhinnekatunggalikaan  mangandung  unsur- 
unsur  yang  bersifat  menyatukan  (integratiO  dan  unsur-unsur  yang  bersifat 
memisah-pecahkan  (disintegratif)-  Hal  itu  berarti  bahwa  bangsa  dan  negara 
akan  mengalami  keterpisahan  dan  perpecahan  (disintegratiQ,  manakala 
unsur-unsur  kebhinnekaan  diberlakukan  ataupun  dipaksakan  kepada  kese- 
luruhan.  Dalam  sejarah  perkembangan  organisasi  kemasyarakatan  dan  partai 
politik,  bangsa  Indonesia  pernah  ditempatkan  dalam  situasi  yang  demikian. 
Pada  saat  itu  keadaan  negara  labil,  karena  diliputi  dengan  konflik-konflik 
politik  yang  pada  dasarnya  bersifat  ideologis.  Kebhinnekaan  dalam  ideologi 
~  khususnya  karena  dianut  ideologi-ideologi  yang  datang  dari  luar,  berusaha 
memaksakan  untuk  diberlakukan  bagi  keseluruhan  kehidupan  bangsa  dan 


'Lihal,  Dr.  A.M.W.  Pranarka,  Relcvattsi  Ajaian-ajman  Ki  Hadjar  Dewantara  Dewasa  Ini  don 
Masa  Mendiilan^i,  suatu  ulasan  disampaikan  pada  saat  pcngukuhan  Konsorsiuni  LPK  Sarjana 
Wiyata  Pcriodc  1984-1988  di  Pcndopo  Majeiis  Luhur  Perguruan  Taman  Siswa,  Yogyakarta,  tang- 
gal  20  Mci  1984. 
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masyarakat.  Namun  ideologi  kebangsaan  mampu  mengatasi  situasi  yang  dis- 
integratif  tersebut  dalam  satu  ikatan  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  dan  ne- 
gara  Indonesia,  seperti  tercermin  dalam  Sumpah  Pemuda  --  Pancasila  dan 
UUD  1945. 

Konflik  ideologi  yang  terjadi  bukan  saja  menimpa  kehidupan  politik/ 
partai  politik,  melainkan  meluas  ke  dalam  kehidupan  organisasi  kemasyara- 
katan.  Organisasi  fungsional  dan  profesional  dalam  masyarakat  menjadi 
ajang  pertarungan  politik  yang  amat  diwarnai  oleh  ideologi-ideologi  sempit. 
Terjadilah  proses  politisasi.  Dalam  keadaan  seperti  itu,  organisasi  kemasya- 
rakatan  menjadi  terkotak-kotak,  baik  dalam  orientasi  maupun  dalam  pro- 
gramnya,  sehingga  sulit  untuk  mencapai  kesamaan  langkah  dan  kesamaan 
tujuan. 

Memetik  dari  pengalaman  mengikuti  perkembangan  organisasi  kemasya- 
rakatan  dan  partai  politik,  maka  suatu  kesimpulan  yang  perlu  dikemukakan 
adalah  pentingnya  dibedakan  antara  agama  dan  ideologi.  Selama  hal  ini  tidak 
dilakukan,  amat  sulit  untuk  mengidentifikasi  persoalan  yang  timbul  dalam 
masyarakat.  Kesimpulan  lain  adalah  perlunya  sikap  kritis  terhadap  ideologi- 
ideologi  non-keagamaan,  yang  lazim  datang  dari  luar,  khususnya  Barat.  Ideo- 
logi-ideologi itu  mempunyai  konteks  perkembangannya  sendiri,  yang  tidak 
■selalu  sama  dengan  konteks  Indonesia. 

Sementara  melalui  ideologi  kebangsaan,  faktor-faktor  kebhinnekaan  dapat 
idirangkum  dalam  ketunggalikaan,  bahkan  diperkaya  dan  memperkaya.  Pe- 
inegasan  untuk  melaksanakan  Pancasila  dan  UUD  1945  secara  murni  dan  kon- 
ssekuen:  .merupakan  kesimpulan  yang  tepat  dan  cermat  yang  diangkat  dari 
I  pengalaman  sejarah.  Dari  sejarah  itu  pula  bangsa  Indonesia  belajar  bahwa 
;acuan  bagi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  adalah  acuan  kebangsaan: 
vdasar  negara  kebangsaan,  konstitusi  kebangsaan  dan  ideologi  kebangsaan. 

Sidang  Umum  MPR  1983  dan  lima  RUU  yang  sudah  diajukan  pemerintah 
ike  DPR,  merupakan  bagian  dari  proses  sejarah  perkembangan  kehidupan  or- 
iganisasi  kemasyarakatan  dan  partai  politik,  yang  dalam  perjalanan  sejarah 
ibangsa  Indonesia,  perlu  pula  ditata  berdasarkan  acuan  kebangsaan  sebagai 
jacuan  bhinneka  tunggal  ika.  Dalam  pasal  2  RUU  tentang  Organisasi  Ke- 
rmasyarakatan  itulah  ditegaskan  Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas  bagi  se- 
rmua  organisasi  kemasyarakatan,  dalam  arti  bahwa  Pancasila  adalah  satu- 
ssatunya  asas  dalam  kehidupan  bennasyarakat-berbangsa  dan  bernegara. 

Dengan  semakin  dikajinya  sejarah  perkembangan  organisasi  kemasyara- 
I'katan  dan  partai  politik,  maka  pola  kebhinnekalunggalikaan  menjadi  semakin 
jelas  dan  semakin  eksplisit.  Dengan  cara  demikian  problcmatik  dalam  orga- 
rnisasi  kemasyarakatan  dan  partai  politik  juga  menjadi  semakin  jelas  dan 
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gamblang  untuk  diidentifikasikan.  Itu  juga  berarti  bahwa  problem  ideologi 
akan  semakin  "dikurangi,"  dan  salah  satu  sumber  konflik  pokok  dan  me- 
nahun  dalam  organisasi  kemasyarakatan  dan  partai  politik  bisa  dijauhkan. 
Namun  demikian  bukan  berarti  bahwa  tidak  ada  masalah  lagi.  Mungkin  sekali 
dalam  perkembangan  yang  akan  datang  muncul  persoalan  sosial  ekonomi  dan 
internasional  sebagai  persoalan-persoalan  yang  mewarnai  dinamika  politik. 
Dugaan  ini  diperkuat  dengan  tumbuhnya  golongan-golongan  menengah  se- 
bagai akibat  dari  pembangunan  yang  sudah  dilakukan.  Golongan  tersebut 
bisa  melemparkan  aspirasi-aspirasi  baru  khususnya  dalam  bidang  politik  dan 
sosial  ekonomi,  sehingga  bukan  tidak  mungkin  mereka  akan  mencari  saluran- 
saluran  aspirasinya  melalui  ideologi  yang  bisa  memuat  dan  mendukung  per- 
juangannya.  Di  samping  itu  pembangunan  telah  pula  membuat  bangsa  dan 
negara  kita  menjadi  lebih  diperhitungkan  di  dalam  percaturan  internasional. 

Kehidupan  masyarakat  —  bangsa  dan  negara,  seperti  tampak  dalam  seja- 
rah,  selalu  sarat  dengan.  konflik,  baik  yang  potensial  maupun  yang  riil,  baik 
yang  laten  maupun  yang  tersingkap.  Masyarakat  yang  bhinneka  tunggal  ika 
adalah  masyarakat  yang  tidak  luput  dari  konflik-konflik  tersebut.  Namun  di 
sinilah  letak  kekuatan  alam  pikiran  khas  Indonesia  yang  mampu  menyatukan 
dan  membuat  sintesa  yang  integral  dari  keterpisahan  —  keragaman  dan  ke- 
bhinnekaan.  Karena  hanya  dengan  pelaksanaan  kehidupan  yang  tunggalika- 
lah,  kebhinnekaan  bisa  dihayati  secara  berbudaya  dan  manusiawi,  di  mana 
semua  pihak  sama  harkat  dan  martabatnya.  Alam  pikiran  itu  pulalah  yang 
telah  melahirkan  Pancasila.  Maka  Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas  akan 
mampu  mengatasi  konflik,  sehingga  bisa  menciptakan  keadaan  bangsa  dan 
negara  lebih  sejahtera. 


Dialektika  Struktur  dan  Kultur 
dalam  Proses  Pembaharuan  Politik 

Orde  Baru 


H.  Anton  DJAWAMAKU* 


SUATU  KRITIK  ATAS  TEORI-TEORI  POLITIK 

Politik  adalah  gejala  yang  amat  menyangkut  manusia.  Manusia  disebut 
"Zoon  politikon"  karena  kodratnya  ia  selalu  hidup  bermasyarakat.  Tam- 
paknya  sejak  dahulu  manusia  selalu  mengkaji  politik.  Hal  itu  tampak  dalam 
pemikiran-pemikiran  Yunani  sejak  sebelum  Plato,  Romawi  dan  pemikiran 
Barat  umumnya.  Di  dunia  Timur  pemikiran-pemikiran  mengenai  politik  an- 
tara  lain  telah  tampak  dalam  kebudayaan  India  kuno,  Cina  dan  di  Indonesia 
dapat  disimak  misalnya  saja  dalam  buku  Negara  Kertagama,  Pararaton, 
Babad  Tanah  Jawi,  dan  sebagainya. 

Di  samping  itu  bisa  diandaikan  bahwa  para  aktor  politik  seperti  raja, 
ksatria,  monarki,  sosialis  dan  komunis  selalu  berpikir  terus  mengenai  politik. 
Oleh  karena  itu  tidak  mengherankan  berkembangnya  teori-teori  politik  baik 
yang  bersifat  akademis  maupun  praktis.  Marx  misalnya  mengemukakan 
pemikiran  bahwa:  "berteori  adalah  untuk  mengubah  dunia,  bukan  hanya 
mengubah  pengertian  tentang  dunia .  Pemikiran  ini  kemudian  dikembangkan 
oleh  Lenin,  Stalin,  Mao  dan  mempengaruhi  perkembangan  pemikiran- 
pemikiran,  baik  yang  bersifat  Marxis  maupun  non-Marxis. 

Dewasa  ini  manusia  masih  tetap  disibukkan  pula  dengan  teori-teori  politik. 
Hal  ini  tampak  dalam  perkembangan  aliran  pemikiran  Evolusionalisme, 
Revolusionisme,  pemikiran  Srukturalis,  Fungsionalis  dan  Idealis.  Bahkan 
agama  pun  dijadikan  sumbef  dan  pangkalan  dari  ideologi-ideologi  politik. 
Pada  dasarnya  teori-teori  itu  berusaha  untuk  mewujudkan  masyarakat 
manusia  yang  sempurna.  Walaupun  demikian  tampaknya  belum  ada  teori 
politik  yang  betul-betui  memuaskan.  Bahkan  situasi  teori-teori  politik  yang 
ada  saling  berbeda  dan  bertentangan,  baik  di  dalam  teori  itu  sendiri  maupun 

*Staf  CSIS. 
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antara  teori  yang  satu  dan  lainnya.  Teori  liberal  diperlawankan  dengan 
teori  toialitcr;  teori  Evolusionisme  diperlawankan  dengan  teori  Revolu- 
sionisme,  teori  Utopianisme  diperlawankan  dengan  teori  realisme,  teori  ke- 
agamaan  diperlawankan  dengan  teori  Sekularisme. 

Kenyataan-kenyataan  itu  merupakan  problematik  dan  mendorong  lahir- 
nya  teori  tentang  teori-teori  politik  itu  sendiri.  Dengan  demikian  orang 
didorong  untuk  mengembangkan  pemikiran  mengenai  teori  tentang  teori-teori 
politik.'  Hal  ini  merupakan  manifestasi  situasi  kritis  yang  dihadapi.  Orang 
mau  mengadakan  penilaian,  mengapa  terjadi  perbedaan  dan  bahkan  perten- 
tangan  antara  teori-teori  politik  yang  ada  dan  mengapa  semua  teori-teori  itu 
selalu  tidak  memuaskan?  Dan  mengapa  tak  ada  teori-teori  yang  sempurna? 

Kesalahan  terbesar  dari  teori-teori  yang  berkembang  sampai  sekarang  ini 
adalah:  melepaskan  politik  dari  induknya  yaitu  manusia.  Inilah  kesalahan 
yang  dilakukan  oleh  Machiavelli  dan  Machiavellisme.  Sebagaimana  dike- 
mukakan  oleh  Cassirer:  "Seluruh  argumentasi  Machiavelli  adalah  jelas  dan  ter- 
padu.  Logikanya  begitu  sempurna.  Kalau  kita  menerima  premisa-premisanya 
kita  tak  dapat  menghindari  kesimpulan-kesimpulannya.  Dengan  Machiavelli 
kita  berdiri  pada  pintu  gerbang  dunia  modern.  Keinginan  berakhirnya  dengan 
tercapainya  Negara  memiliki  otonomi  sepenuhnya.  Hal  ini  membawa  akibat 
yang  paling  disukai.  Negara  sepenuhnya  bebas:  tetapi  pada  saat  yang  sama 
menjadi  terasing  secara  lengkap.  Pisau  analisa  pemikiran  Machiavellis  telah 
memotong  semua  benang  yang  mana  generasi-generasi  pembentuk  negara 
telah  mengikatkan  kepada  seluruh  organ  eksistensi  manusia.  Dunia  politik 
telah  kehilangan  hubungannya  tidak  hanya  dengan  agama  atau  metafisika, 
tetapi  juga  dengan  semua  bentuk-bentuk  etik  manusia  dan  kehidupan  bu- 
daya."2 

Menurut  Prof.  Drijarkara,  negara  janganlah  dipandang  sebagai  batu  yang 
tetap  tidak  berubah  (itu  pandangan  statis).  Negara  adalah  kehidupan,  jadi 
aksi,  gerak.  Agar  supaya  pandangan  kita  dinamis,  kesampingkanlah  sebentar 
istilah-istilah  yang  biasa,  seperti:  bernegara,  mempunyai  negara  dan  se- 
bagainya.  Sebab  semua  itu  membayangkan  seolah-olah  negara  itu  adalah  se- 
suatu,  yang  berdiri  sendiri  di  luar  perbuatan  manusia,  yang  terus-menerus? 
Manusia  itu  tidak  bernegara,  melainkan  menegara!  la  menegarakan  diri  sendiri 
dan  sesama  manusia  dan  tanahnya  dengan  seluruh  keadaannya."'  Apa  yang  di- 


'Scbuah  conioh  mengenai  usaha  seperti  ini  dilakukan  oleh  A.M.W.  Pranarka,  Sejarah 
Perkembanf^an  Pemikiran  icniaiif;  Panciisila  Sebagai  Idcologi  Dasar  Negaia  dan  Sainber 
////^//m.Disertasi  untuk  mempcrolch  gclar  Doktor  dalam  Ilmu  Hukum  yang  dipcrialiankan  dalam 
Rapal  Scnat  Guru  Besar  Univcrsitas  Katolik  Parahyangan  Bandung  pada  tanggal  28  April  1984. 

^Ernsl  Cassirer.  The  Problem  of  Knowledge,  New  Haven:  Vale  University  Press,  1978,  hal.76. 

^Prof.Dr.  N.  Drijarkara  S.J.,  "Keliidupan  Negara"  dalam  Kumpulan  Karangan  Almarhum 
Prof.Dr.  N.  Drijarkara  (lanpa  taiiun),  hal.  115. 
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ungkapkan  oleh  Prof.  Drijarkara  itu  memang  dapat  diterapkan  pada  kenya- 
taan  kehidupan  politik.  Dari  sejarah  perkembangan  negara  dan  politik 
semakin  terasa  perlunya  menempatkan  perpolitikan  dalam  kubu  kema- 
nusiaan. 

Politik  selalu  menggejala,  menjadi  konkrit,  mewujud  dalam  sejarah,  akan 
selalu  mewujudkan  diri  dalam  rangka  proses  perkembangan  manusia. 
Manusia  adalah  inti  utama  dari  segala  realita  politik.  Dengan  mendasarkan 
diri  pada  manusia  sebagai  titik  inti,  maka  kita  akan  lebih  dapat  memahami 
mengapa  realita  politik  itu  begitu  kompleks,  mengapa  realita  politik  selalu 
berkembang,  berubah,  mengapa  realita  politik  membawa  berbagai  kete- 
gangan-ketegangan,  meminta  kemajuan-kemajuan.  Adalah  suatu  keharusan 
bahwa  perkembangan  politik  meminta  adanya  pandangan  dasar  tentang 
manusia,  adanya  satu  antropologi. 

Jadi  tragedi  dari  usaha  Machiavelli  dan  usaha-usaha  modern  dalam  hal 
memandang  negara  adalah  bahwa  negara  dan  perpolitikan  dilepaskan  dari 
titik  pangkalnya  yang  utama:  ialah  manusia.  Pemikiran  yang  demikian  itu 
sekurang-kurangnya  menyangkut  dua  hal: 

1.  Kemustahilan  (absurditas)  cita-cita  membangun  masyarakat  yang  sem- 
purna.  Politik  sebagai  fenomena  manusia  tentu  tidak  sempurna.  Karena 
manusia  tetap  makhluk  yang  tidak  sempurna,  sekalipun  selalu  berusaha 
untuk  menjadi  sempurna.  Seluruh  kegiatan  manusia  adalah  gabungan  dari 
dinamika  dan  keterbatasan.  Teori-teori  politik  yang  berusaha  mewujudkan 
masyarakat  sempurna  pada  dasarnya  berarti  mengabaikan  sifat,  hakikat, 
kodrat  manusia,  inti  utama  dari  segala  realita  politik.  Pemikiran  yang  de- 
mikian itu  adalah  utopianisme  dan  oleh  karena  itu  absurditas.  Masalahnya 
adalah  bagaimana  manusia  dan  seluruh  masyarakat  dapat  hidup  mengem- 
bangkan  diri  dalam  situasi  politik  yang  memiliki  keterbatasan-keter- 
batasan.  Dalam  hal  ini  eksistensi  manusia  harus  menjadi  landasan  yang 
obyektif  dan  dinamis  dari  pengembangan  teori-teori  politik. 

2.  Kesepihakan  (Pars-pro-totoisme).  Yaitu  anggapan  bahwa  bagian  dari  ma- 
nusia seolah-olah  seluruh  manusia.  Akibatnya  timbul  teori-teori  yang  de- 
terministik,  yang  memutlakkan  salah  satu  aspek  saja.  Misalnya  kita  me- 
ngenal  Determinisme  Ekonomi,  Determinisme  Psikologi,  Determinisme 
Pemikiran,  Determinisme  Keturunan,  Determmisme  Ras  dan  sebagainya. 

Dengan  demikian  maka  teori  tentang  teori-teori  politik  akhirnya  harus 
menyadari  bahwa  titik  tolak  dari  politik  adalah  manusia.  Manusia  yang  se- 
lalu berada  di  dalam  proses  mengembangkan  diri,  membangun  dirinya  terus- 
menerus.  Manusialah  yang  mempunyai  dinamika,  manusialah  yang  ber- 
politik,  oleh  karena  itu  manusia  harus  menjadi  sumber  dikembangkannya 
teori-teori  politik. 
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Kita  berpijak  pada  kenyataan  bahwa  manusia  adalah  inli  utama  dari  segala 
realita  politik.  Maka  titik  lolak  obycktif  dari  masalah  pembangunan  poliiik 
adalah  manusia,  dengan  tujuan  akhir  manusia  pula.  Manusia  adalah  sangkan- 
paran  poUlik.  Dengan  meminjam  vokabuler  Arisloteles,  bisa  dikatakan  bahwa 
manusia  adalah  causa  efficien  dan  serta-merla  juga  causa  finalis  di  dalam 
pembangunan  politik.  Dengan  demikian  usaha-usaha  pembangunan  politik 
harus  didasarkan  atas  pemahaman  kita  mengenai  manusia  itu. 

PenaiiHi,  bahwa  hidup  dan  peikembangan  manusia  adalah  dinamis  dan 
evolutif. '  Aitinya  manusia  selalu  berusaha  memberi  jawaban  terhadap 
tuntutan-tuntutan  situasi,  sehingga  memungkinkan  setiap  manusia  bersama- 
sama  mengembangkan  hidupnya  selaras  dengan  martabai  kemanusiaan.  Alas 
dasar  itu,  maka  politik  sebagai  bagian  dari  hidup  dan  perkembangan  manusia 
juga  mempunyai  ciri  yang  dinamis  dan  evolutif.  Kedua,  bahwa  manusia  selalu 
mengalami  ketegangan  eksistensial  dalam  dirinya,  yaitu  ketegangan  antara 
dinamika  dan  keterbatasan;  antara  kebhinnekaan  dan  ketunggalikaan;  antara 
eksternalisasi  dan  internalisasi;  antara  egoisme  dan  altruisme;  antara  spiritual 
dan  material;  antara  introvetisme  dan  ekstrovetisme;  antara  kuantitatif  dan 
kualitatif;  antara  individu  dan  sosial;  antara  inovasi  dan  konservatif.^ 

Oleh  karena  itu  hidup  manusia  menjadi  sangat  kompleks  dan  dinamis. 
Kompleksitas  keadaan  yang  dihadapi  manusia  ini  selalu  diwarnai  pula  oleh 
faktor  ketidakpastian.  Sementara  itu  manusia  harus  tetap  dinamis  agar  dapat 
mempertahankan  kelangsungan  eksistensi  dan  berupaya  meningkatkan  mar- 
tabat  kemanusiaan.  Jadi  manusia  harus  membuat  pilihan-pilihan  dalam  si- 
tuasi yang  serba  kompleks,  serba  tidak  pasti,  bahkan  mungkin  dalam  situasi 
kebingungan.  Pilihan-pilihan  itu  berlangsung  dalam  proses  dialektis  yang  tak 
ada  habisnya,  terus-menerus  menyesuaikan  diri,  menyusun  kembali,  memberi 


'Evolusi  yang  diarlikan  di  sini  lidak  sebagai  doktrin,  niclainkan  sebagai  fakia.  Sejarah 
pcngelahuan  meminjukkaii  bahwa  segala  jenis  pcngctaluian  niamisia  sifatnya  evolulif.  Lihai 
A.M.W.  Pranarka,  op.  cii.,  hal.  397-404. 

^Prcsiden  Soehailo  kelika  niencrinia  para  pei  wira  senior  ABRI  di  Tapos-Bogor  langgal  17  .Uili 
1983  niencrangkan  ketegangan  eksistensial  ini  dengan  menguraikan  butir-butir  mutiara  warisan 
biidaya  bangsa  Indonesia,  yaitu  ilinu  "kasunyatan"  (nielihat  kenyataan  dengan  paneaindera, 
perasaan  dan  rasio),  "Sangkan  paraning  diiniadi"  (dari  niana  dan  ke  niana  manusia  itu),  serta 
"kasampurnaning  urip"  (hidup  bahagia  di  dunia  dan  akhirat).  la  juga  mcnerangkan  falsafah 
yang  lerkandung  di  dalam  kata-kata:  "Ha  na  ca  ra  ka,  da  ta  sa  \va  la,  (Inn  pa  da  ja  ya  nya." 
Manusia  dieiptakan  oleh  I'enciptanya  iengkap  dengan  cipta,  rasa,  karsa.  panea-indera  serta  sifat- 
sifat  baik  dan  buruk,  Aiifaiv,  18  .luli  1983.  l.ihat  juga  Soedjono  Hoemardani,  Suatu  Ajoran  fcn- 
taiiK  lliiliip  Manusia  dan  Huhuny.annya  (/cnf;an  Tuhan  yany  Difiali  dtiri  Kcdalonujn  Makna 
iltinij  Jawa,  .lakarta,  1981.  l  lal-hal  lersebul  mcnmijukkan  bahwa  pengalaman  tcgangan  hidup 
dan  kcliidupan  itu  sudah  menjadi  salaii  satu  unsur  ajaran  di  dalam  kebudayaan  kita. 
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wujud  baru  kepada  apa  yang  telah  diperoleh.  Dengan  perkataan  lain  hidup 
manusia  pada  dasarnya  merupakan  dialektika  antara  struktur  dan  kultur.' 
Dalam  proses  itulah  manusia  terus-menerus  berusaha  merealisasikan  dirinya, 
baik  dalam  kehidupan  masing-masing  manusia  (individual)  maupun  dalam 
kehidupan  bersama  sesamanya  (kolektif)- 

Kehidupan  politik  sebagai  bagian  dari  kehidupan  manusia  juga  merupakan 
dialektika  antara  struktur  dan  kultur.  Jadi  sistem  politik  akan  merupakan  ke- 
tegangan  terus-menerus  antara  struktur  dan  kultur  politik.  Hal  ini  dapat  ber- 
kembang  ke  arah  yang  positif,  kreatif  dan  konstruktif,  tetapi  juga  sebaliknya 
dapat  menjurus  ke  arah  yang  kurang  menguntungkan  bahkan  menghan- 
curkan.  Perkembangan  yang  kurang  sehat,  misalnya  tercipta  suasana  iuxta- 
positif  antara  aspek  struktur  dan  aspek  kultur.  Dalam  keadaan  ini  perkein- 
bangan  masyarakat  menghendaki  sesuatu  yang  baru,  yang  lebih  baik,  akan 
tetapi  keadaannya  tidak  menentu.  Situasi  konflik  terjadi  secara  mendalam 
apabila  terjadi  suasana  opositif  antara  aspek  struktur  dan  aspek  kultur.  Suatu 
perkembangan  yang  baik  adalah  apabila  terdapat  pola  asosiatif  antara  aspek 
struktur  dan  aspek  kultur.  Di  sini  terdapat  suatu  sintesa  kreatif.  Oleh  karena 
itu  interaksi  dan  interelasi  antara  struktur  dan  kultur  politik  harus  dikem- 
bangkan  sedemikian  rupa  agar  selalu  menjadi  faktor  yang  konstruktif  bagi 
perkembangan  manusia,  bukan  sebaliknya. 

Dengan  konsep  di  atas  sebenarnya  kita  harus  berusaha  untuk  menjauhkan 
aspirasi-aspirasi  dan  teori-teori  politik  yang  utopianistik.  Sebab  aspirasi  dan 
teori  yang  demikian  itu,  di  samping  mengingkari  keterbatasan  manusia  seka- 
ligus  juga  menempatkan  manusia  di  luar  konteks  politik.  Akibatnya  manusia 
yang  merupakan  subyek  politik  ini  selalu  merasa  tidak  puas,  bahkan  terasing 
dari  teori-teori  maupun  kenyataan  politik.  Politik  bukanlah  sesuatu  di  luar 
subyeknya,  melainkan  sesuatu  yang  harus  diciptakan  dan  dikerjakan  oleh  dan 
demi  subyek  politik  itu  sendiri:  yaitu  manusia.  Di  samping  itu,  dengan  konsep 
di  atas  kita  juga  berusaha  untuk  menjauhkan  aspirasi-aspirasi  dan  teori-teori 
yang  bersifat  deterministik  mengenai  politik  dan  pembangunan  politik.  Sebab 
aspirasi  dan  teori  yang  demikian  ini  pada  dasarnya  mengkotak-kotakkan 
manusia  dalam  kesempitan-kesempitan  berpikir.  Akibatnya  manusia  dijerat 
dan  dipecah-pecah  dalam  sistem-sistem  dan  berbagai  sub-sistem.  Hal  ini  yang 
secara  fundamental  bertentangan  dengan  pemikiran  untuk  membangun  ma- 
nusia seutuhnya  secara  realistik  eksistensial. 

Oleh  karena  itu  pembangunan  politik  yang  selalu  mengandung  dialektika 
antara  struktur  dan  kultur,  dengan  menempatkan  manusia  inti  utama  dari  se- 

'Mengenai  dialektika  struktur  dan  kultur  ini  antara  lain  lihat  C.A.  van  Peurscn,  Slratcfii 
Kehudayaan,  diindoncsiakan  oleh  Dick  Hartoko  (Pcnerbit  Kanisius  Yogyakarta  dan  BPK  Gunung 
Mulia,  Jakarta),  1976. 
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gala  realita  politik,  menjadi  penting  sekali.  Aktualisasi  kultur  selalu  melalui 
struktur.  Relevansi  dari  struktur  adalah  kalau  ia  merupakan  fungsi  bagi 
kultur.  Suatu  saat  pembangunan  politik  mungkin  lebih  menekankan  struktur, 
tetapi  tidak  boleh  mengabaikan  kultur;  sebaliknya  di  waktu  lain  mungkin 
akan  lebih  menekankan  aspek  kultur,  tetapi  tanpa  mengabaikan  sama  sekali 
segi  struktur.  Memutlakkan  kultur  yang  akhirnya  sampai  pada  keinginan  un- 
tuk  merombak  struktur  demi  struktur,  membawa  manusia  kepada  absurditas. 
Menekankan  pada  aspek  struktur  tanpa  memberi  perhatian  kepada  segi 
kultur,  tiada  lain  adalah  mekanisme  yang  totaliter.  Apabila  struktur  dan 
kultur  tidak  berfungsi  secara  dinamis,  maka  situasi  politik  akan  mengalami 
kejenuhan  dan  berkembang  menjadi  tidak  sehat. 

Karena  hal  ini,  dialektika  struktur  dan  kultur  politik  merupakan  bagian 
dari  kehidupan  dan  perkembangan  manusia,  bisa  berkembang  destruktif,  bisa 
konstruktif.  Pembangunan  politik  ditujukan  untuk  menciptakan  struktur  dan 
kultur  yang  konstruktif,  yang  berlangsung  lewat  suatu  proses  dialektis  yang 
tak  habisnya,  terus-menerus  menyesuaikan  diri,  menyusun  kembali,  memberi 
wujud  baru  kepada  apa  yang  telah  diperoleh.  Secara  demikian  berarti  kesa- 
lingtergantungan  (interdependensi)  struktur  dan  kultur,  keseimbangan 
pengembangan  struktur  dan  kultur,  yang  harus  mampu  memberi  jawaban  se- 
cara positif  terhadap  tuntutan-tuntutan  aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat 
yang  terus  berubah  berkembang  maju. 

Dalam  berbagai  upaya  merintis  jalan  menuju  tata  dunia  baru  hingga  kini, 
ada  sementara  pengamat  yang  melihat  bahwa  pendekatan-pendekatan  yang 
dilakukan  masih  hanya  ditekankan  pada  aspek  struktur  dan  belum  pada  aspek 
kultur;  sebaliknya  ada  yang  lebih  menekankan  pada  aspek  kultur.  Walaupun 
sementara  itu  telah  mulai  berkembang  ideologi  tentang  kultur  yang  manu- 
siawi,  tetapi  hal  ini  tidak  akan  berarti  kalau  tidak  diaktualisasikan  melalui 
struktur.  Pendekatan-pendekatan  yang  dilakukan  selama  ini  dalam  bidang 
politik,  misalnya  detente,  ekonomi,  perdagangan,  keuangan  dan  teknologi, 
masih  bersifat  akomodasi  taktis  demi  menghindari  terlibatnya  kekuatan- 
kekuatan  besar  dari  konflik  yang  semakin  serius  dan  mendalam.'  Jadi  dalam 
pembangunan  tata  dunia  baru  pun,  aspek  struktur  dan  kultur  masih  harus 
dikembangkan  sejalan  secara  kreatif  sehingga  antara  keduanya  terdapat  ke- 
terkaitan  yang  saling  menunjang  secara  positif. 

PEMBAHARUAN  POLITIK  DALAM  ORDE  BARU 

Konsep  dialektika  struktur  dan  kultur  tampaknya  bisa  digunakan  untuk 
memahami  pembangunan  dan  perubahan  politik  dalam  era  Orde  Baru.  Salah 

'Lihat  A.M.W.  Pranarka,  "Merintis  Jalan  Menuju  Tala  Dunia  yang  Lebih  Manusiawi," 
Suara  Karya,  20  Januari  1976. 
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satu  aspirasi  yang  terus-menerus  didengungkan  pada  awal  Orde  Baru  adalah 
tuntutan  pembaharuan  di  dalam  tata  kehidupan  negara  kita,  khususnya  ada- 
lah pembaharuan  bahkan  perombakan  struktur  politik.  Aspirasi  ini  ditam- 
pung  oleh  Orde  Baru  menjadi  cita-cita  perjuangan  yang  terus  diusahakan  pe- 
laksanaannya  secara  operasional  hingga  hari  ini.  Cita-cita  Orde  Baru  itu  pada 
hakikatnya  adalah  pelaksanaian  Pancasila  secara  murni  dan  konsekuen,  pe- 
laksanaan  UUD  1945  secara  murni  dan  konsekuen  dan  pelaksanaan  pemba- 
ngunan  nasional  sebagai  pengamalan  Pancasila  secara  terencana. 

Perombakan  struktur  politik  dalam  Orde  Baru  bukanlah  aspirasi  untuk 
sekedar  perombakan,  akan  tetapi  aspirasi  yang  ada  konsepsi  dan  tatanannya. 
Kalau  aspirasi  politik  dapat  dipandang  sebagai  kultur,  maka  harus  diaktuali- 
sasi  melalui  struktur.  Struktur  yang  dimaksudkan  itu  tiada  lain  adalah 
konstitusi  UUD  1945  yang  harus  menjadi  tatanan  dari  perombakan  struktur, 
Dengan  demikian  perombakan  struktur  politik  harus  dilakukan  secara  konsti- 
tusional,  sesuai  dengan  isi  dan  jiwa  konstitusi.  Hal  ini  telah  ditegaskan  oleh 
Presiden  Soeharto  sejak  awal  Orde  Baru  dan  ia  mulai  dengan  mengambil 
langkah-langkah  konkrit  mengenai  hal  itu.' 

Apabila  kita  mempelajari  keseluruhan  naskah  konstitusi  UUD  1945,  ter- 
nyata  ditegaskan  dalam  konstitusi  itu  bahwa  yang  sangat  penting  dalam  pe- 
merintahan  dan  dalam  hal  hidupnya  negara  ialah  semangat,  semangat  para 
penyelenggara  negara,  semangat  para  pemimpin  pemerintahan.  Meskipun 
dibikin  Undang-Undang  Dasar  yang  menurut  kata-katanya  bersifat  kekeluar- 
gaan,  apabila  semangat  para  penyelenggara  negara,  para  pemimpin  pemerin- 
tahan itu  bersifat  perorangan,  Undang-Undang  Dasar  tadi  tentu  tidak  ada  ar- 
tinya  dalam  praktek.  Pentingnya  semangat  ini  menunjukkan  aspek  kultur. 
Kultur  itu  tiada  lain  adalah  Pancasila,  kebudayaan  bangsa. 

Ini  semua  berarti  bahwa  pembangunan  politik,  perubahan  politik  di  dalam 
Orde  Baru  harus  menempuh  jalan  dialektika  antara  struktur  dan  kultur.  Oleh 
karena  itu  perlu  pembangunan  struktur  politik  maupun  kultur  politik  yang 
sesuai  dengan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Yang  dikehendaki  dari  pembangunan 
ini  adalah  tumbuhnya  sikap  baru,  cara  berpikir  dan  cara  kerja  baru  di  dalam 
politik.  Terwujudnya  cara  kerja  baru  di  dalam  lembaga-lembaga  negara, 
lembaga-lembaga  pemerintah  dan  lembaga-lembaga  masyarakat.  Jadi  pemba- 
haruan politik  ini  berarti  pembaharuan  di  dalam  pemikiran  politik,  sikap  po- 
litik, tingkah  laku  politik,  baik  di  dalam  kultur  maupun  struktur  politik. 

Dialektika  struktur  dan  kultur  politik  mewujudkan  sistem  politik  yang 
berlangsung  terus-menerus.  Kehidupan  politik  adalah  manifestasi  kultur  po- 


Lihat  Pidato  Pcjabat  Presiden  Republik  Indonesia  Jcnderal  Soeharlo  pada  langgal  16  Agus- 
tus  1967. 

^Lihat  Penjelasan  UUD  1945. 
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litik  dan  dalam  hal  ini  struktur  politik  merupakan  "mesin"  kehidupan  politik. 
Dengan  demikian  kehidupan  politik  yang  sehat  juga  ditentukan  oleh  ber- 
fungsinya  struktur  politik  yang  mendukungnya.  Berbicara  mengenai  struktur 
politik,  perlu  dibedakan  antara  struktur  politik  dalam  suasana  pemerintahan 
dan  struktur  politik  dalam  suasana  masyarakat.  Struktur  politik  dalam 
suasana  masyarakat  sering  disebut  infrastruktur  politik.  Sedangkan  struktur 
politik  dalam  suasana  pemerintahan  sering  disebut  suprastruktur  politik.  In- 
teraksi  dan  komunikasi  antara  infrastruktur  politik  dan  suprastruktur  politik 
menghasilkan  proses  (kehidupan)  politik  yang  dapat  diuraikan  menurut  pola 
"input-output."' 

Yang  termasuk  infrastruktur  politik  di  antaranya  adalah  komponen- 
komponen  partai-partai  politik,  organisasi-organisasi  massa,  kelompok- 
kelompok  kepentingan,  kelompok  desak  (pressure  group)  dan  media  komuni- 
kasi massa.  Juga  termasuk  dalam  kategori  infrastruktur  politik  adalah 
bentuk-bentuk  struktural  lainnya,  baik  yang  melembaga  maupun  yang  kurang 
melembaga,  sepanjang  berpengaruh  terhadap  kehidupan  (sistem)  politik.  Se- 
dangkan yang  termasuk  suprastruktur  politik  adalah  lembaga-lembaga  kene- 
garaan  yang  legal  formal,  yaitu  lembaga-lembaga  legislatif,  eksekutif,  yudi- 
katif  dan  administratif.  Lembaga-lembaga  kenegaraan  ini  dalam  UUD  1945 
dapat  dibedakan  antara  Lembaga  Tertinggi  Negara  yaitu  MPR  dan  Lembaga- 
lembaga  Tinggi  Negara  yaitu  Presiden,  DPR,  Mahkamah  Agung,  DPA  dan 
BPK. 

Kehidupan  politik  dalam  suasana  masyarakat  yang  didukung  oleh  infra- 
struktur politik  menjalankan  fungsi-fungsi  input  bagi  suprastruktur  politik. 
Yaitu  bahwa  infrastruktur  politik  senantiasa  mempengaruhi,  bahkan  mungkin 
menentukan  lembaga-lembaga  negara  dalam  menjalankan  tugas-tugasnya. 
Fungsi-fungsi  input  itu  antara  lain  berupa  dukungan  masyarakat  (social  sup- 
port) dan  partisipasi  masyarakat  (social  participation).  Hal  ini  dapat  diperinci 
ke  dalam  fungsi-fungsi  pendidikan  politik  (political  socialization),  pengajuan 
kepentingan  (interest  articulation),  pemaduan  kepentingan  (interest  aggrega- 
tion) dan  komunikasi  politik  yang  berlangsung  di  dalam  setiap  unsur  dari 
struktur  politik. 

Sebaliknya  suprastruktur  politik  menjalankan  fungsi-fungsi  output,  pada 
gilirannya  mempengaruhi  pula  infrastruktur  politik  dalam  menjalankan 
fungsinya.  Fungsi-fungsi  output  antara  lain  berupa  pengambilan  dan  pelak- 
sanaan  keputusan.  Hal  ini  dapat  diperinci  ke  dalam  fungsi-fungsi  pengam- 
bilan keputusan  (decision  atau  rule-making)  yang  dijalankan  oleh  lembaga- 

'Lihal  Sumiskum,  "Struktur  Politik  di  Indonesia  (Pcrmasalaiiannya),"  Analisa,  1.02-1,  CSIS 
(Oktobcr  1971),  hal.  4-6.  Lihal  juga  David  Easlon,  A  Framework  for  Polilical  Analysis  {Prentice- 
Hall,  Inc.,  Englewood  Clifls,  N.Y.:  1965),  hal.  47-133. 
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lembaga  legislatif;  pelaksanaan  keputusan  (rule  application)  yang  dijalankan 
oleh  lembaga  eksekutif  dan  administratif,  dan  fungsi-fungsi  pelaksanaan 
keputusan  (rule  adjudication)  yang  dikerjakan  oleh  lembaga  yudikatif.  Apa 
yang  dihasilkan  oleh  suprastruktur  politik  sebagai  output  itu  dikembalikan 
lagi  kepada  infrastruktur  politik  sebagai  umpan  balik  (feedback),  selanjutnya 
diolah  oleh  infrastruktur  menjadi  input  bagi  suprastruktur  lagi,  demikian 
seterusnya. 

Persoalan  selanjutnya  adalah  bagaimana  pendekatan  yang  harus  dilaku- 
kan  di  dalam  menata  kembali  struktur  dan  kultur  politik  di  dalam  Negara 
Republik  Indonesia?  Telah  dikemukakan  bahwa  paham  negara  yang  dianut 
oleh  UUD  1945  adalah  negara  kesatuan  kebangsaan  dan  kesatuan  kemanu- 
siaan  dengan  orientasi  kepada  keadilan  dan  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh 
rakyat.  Dalam  Penjelasan  UUD  1945  dikatakan  bahwa  aliran  pengertian  ne- 
gara persatuan,  negara  yang  meliputi  dan  melindungi  segenap  bangsa  selu- 
ruhnya.  Jadi  negara  mengatasi  segala  paham  golongan,  mengatasi  segala 
paham  perseorangan.  Pandangan  ini  oleh  Soepomo  disebut  aliran  pikiran 
(Staatsidee)  negara  yang  integralistik,  yang  sesuai  dengan  keistimewaan  dan 
corak  masyarakat  Indonesia.*  Dengan  demikian  pendekatan  yang  harus  di- 
lakukan  dalam  pembaharuan  kehidupan  politik  adalah  pendekatan  integralis- 
tik inilah.  Sebab  dengan  pendekatan  ini  kita  memandang  segenap  bangsa  dan 
seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dalam  satu  wawasan:  wawasan  nasional. 

Melalui  pendekatan  integralistik  itu,  Negara  Bangsa  dijiwai  oleh  kultur 
yang  sama.  Kultur  yang  senantiasa  membuka  diri  untuk  berkomunikasi,  kul- 
tur yang  selalu  berikhtiar  mewujudkan  keserasian,  kultur  yang  selalu  men- 
junjung  tinggi  kedamaian.  Apabila  sub-sub  kultur  menjadi  deterministik, 
maka  akan  terjadi  konflik  di  dalam  kultur.  Sebaliknya  apabila  sub-sub 
struktur  menjadi  deterministik,  maka  konflik  struktur  pun  sulit  dihindari. 
Masalahnya  adalah  bagaimana  menciptakan  keseimbangan  tidak  hanya  an- 
tara  struktur  dan  kultur,  tetapi  juga  di  antara  berbagai  elemen  di  dalam  struk- 
tur dan  kultur  itu  masing-masing.  Inilah  permasalahan  politik  yang  tampak- 
nya  masih  harus  digeluti  terus-menerus  selama  Orde  Baru. 

ESENSI  PEMBAHARUAN  POLITIK  ORDE  BARU 

Pembaharuan  kehidupan  politik  merupakan  salah  satu  cita-cita  yang  amat 
jelas  pada  awal  Orde  Baru.  Terutama  pada  tahun-tahun  1967,  1968,  1969,  tim- 
builah  pemikiran-pemikiran  yang  aspirasi  dasarnya  adalah  perombakan  struk- 
tur politik.  Esensi  dari  pembaharuan  politik  yang  dicita-citakan  itu  lampak- 

'Muh.  Yamin,  Naskah  Persiapan  Unc/anfi-Undang  Dasar  1945,  Jilid  I  (Penerbit  Yayasan 
Prapanca:  1969),  hal.  113. 
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nya  menemukan  salah  satu  perumusan  di  dalam  Seminar  Sosial  Landasan  Pe- 
rombakan  Struktur  Politik  yang  diselenggarakan  di  Bandung  dari  tanggal  1-2 
Nopember  1968,  yaitu  saat  awal  permulaan  Orde  Baru.'  Kesimpulan  seminar 
ini  tampaknya  tetap  mempunyai  relevansi  untuk  diselami,  terutama  hal-hal 
yang  mengenai  pola  politik  lama,  pola  politik  baru  dan  peranan  agama  yang 
tampaknya  pada  waktu  itu  merupakan  persoalan  politik  yang  urgen  pula. 
Uraian  berikut  akan  mengetengahkan  pemikiran-pemikiran  yang  disimpulkan 
oleh  Seminar  Bandung  tersebut,  yang  berkenaan  dengan  gagasan  perombakan 
struktur  politik. 

Mengenai  Pola  Politik  Lama 

Oleh  karena  pada  waktu  itu  timbul  persoalan  mengenai  apakah  perbedaan 
antara  pola  politik  lama  dan  pola  politik  baru,  maka  dirumuskan  landasan 
mengapa  perlu  ada  perombakan  struktur  politik  dan  landasan  ke  mana  tata 
kehidupan  politik  harus  dibina.  Seminar  Bandung  tanggal  1-2  Nopember  1968 
itu  mengatakan  bahwa  kita  perlu  merumuskan  perbedaan  antara  pola  politik 
lama  yang  harus  ditinggalkan  dan  pola  politik  baru  yang  harus  dibina  dan 
diperjuangkan.  ' 

Kesimpulan  seminar  ini  menegaskan  bahwa  pola  politik  lama  adalah  suatu 
pola  yang  didasarkan  pada  "machtsvorming"  dan  "machtsaanwending"  se- 
bagai  tujuan.  Politik  pada  hakikatnya  adalah  kekuatan  dan  kekuasaan,  se- 
hingga  kehidupan  politik  tidak  berarti  lain  kecuali  usaha-usaha  ke  arah  ke- 
kuasaan dan  kekuatan,  yang  selanjutnya  menghasilkan  struktur  politik  adu 
kekuatan,  struktur  penghitungan  kawan-lawan,  struktur  yang  antagonistis, 
yang  dalam  pelaksanaannya  menghasilkan  power-struggle,  mengakibatkan 
ketegangan,  kecurigaan,  perpecahan  dan  tidak  jarang  membawa  pertumpahan 
darah  dan  pembunuhan.  Pola  politik  ini  membawa  hakikat  politik  menjadi 
lepas  dari  manusia  dan  masalah  kemanusiaan  dan  justru  membawa  kon- 
tradiksi  di  dalam  diri  manusia. 

Itulah  pola  sosial  politik  yang  dituangkan  di  dalam  struktur  multi-partai 
dengan  dasar-dasar  agama  atau  ideologi  yang  berbeda-beda,  yang  mengaki- 
batkan struktur  pengkotakan,  kompartimentasi  ideologi  serta  konflik-konflik 
yang  tidak  menciptakan  stabilisasi  dan  perwujudan-pervvujudan  peniba- 
ngunan,  tetapi  justru  menumbuhkan  kehidupan  kemanusiaan  yang  tertutup. 
Pola  politik  lama  yang  tidak  memungkinkan  perkembangan  bagi  setiap  ma- 
nusia dan  lebih  menyempitkan  kepentingan  umum,  mengakibatkan  terpecah- 
nya  bangsa  dalam  begitu  banyak  kotak-kotak. 


Lihat  A.M.W.  Pranarka,  Menuju  Satu  Indonesia  Baru  (Yogyakarta,  1971),  hal.  21-29. 
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Demikianlah  kesimpulan  seminar,  tersebut  mengenai  pola  politik  lama 
yang  harus  ditinggalkan  dan  merumuskan  aspirasi  tentang  pembaharuan  ke- 
hidupan  politik. 

Pola  Politik  Baru 

Adapun  tentang  pola  politik  baru,  dikatakan  sebagai  berikut:  Perombakan 
struktur  politik  berarti  perombakan  ajaran  dan  pelaksanaan  politik  lama  ke- 
pada  ajaran  dan  pelaksanaan  politik  baru.  Telah  dikemukakan  bahwa  ma- 
nusia  adalah  inti  utama  dari  segala  realita  politik,  sehingga  titik  tolak  obyektif 
pembangunan  politik  adalah  manusia  dengan  tujuan  terakhir  manusia  pula. 
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  tuntutan  pembaharuan  struktur 
politik  adalah  tuntutan  kemanusiaan  yang  hanya  dapat  menghayati  ke- 
manusiaannya  ini  di  dalam  pola  terbuka  bersama  dengan  manusia  lain.  Jadi 
tuntutan  untuk  mewujudkan  politik  yang  diorientasikan  kepad.a  perkem- 
bangan  manusia,  yang  memungkinkan  setiap  manusia  mengembangkan  ke- 
hidupannya  selaras  dengan  martabat  manusia  bersama  dengan  sesamanya. 

Di  sinilah  letaknya  landasan  yang  membedakan  pola  politik  lama  dan  pola 
politik  baru.  Pola  lama  menempatkan  kekuatan  dan  kekuasaan  sebagai  ha- 
kikat  dan  tujuan  politik.  Pola  baru  menempatkan  politik  pada  perkembangan 
manusia.  Pola  lama  adalah  pola  kemanusiaan  tertutup,  pola  baru  adalah  pola 
kemanusiaan  terbuka.  Pola  baru  ini  kiranya  membuka  orientasi  baru,  di  mana 
kehidupan  sosial  politik  menjadi  bersifat  terbuka.  Pola  yang  dapat  merintis 
kegiatan-kegiatan  baru  yang  langsung  ditujukan  untuk  mengangkat  diri  ma- 
nusia dan  menimbulkan  kekuatan-kekuatan  yang  mempersatukan  bangsa, 
melangkahi  kotak-kotak  agama  dan  ideologi.  Pola  yang  meneguhkan  disiplin 
sosial  dan  tanggung  jawab  segenap  lapisan  masyarakat. 

Dengan  demikian  pola  politik  baru  ini  juga  akan  meniadakan  power- 
struggle  yang  memberikan  pengaruh  destruktif  dalam  masyarakat,  yang  me- 
rusak  mekanisme  demokrasi  dan  tfdak  terarah  kepada  kesejahteraan  dan  ke- 
tertiban.  Di  dalam  pola  baru  ini  pengabdian  dijadikan  masalah  inti  dan  justru 
hal  ini  selaras  dengan  inti  demokrasi.  Sebab  demokrasi  adalah  demi  perkem- 
bangan sesempurna  mungkin  dari  manusia  sesuai  dengan  martabatnya.  Ber- 
dasarkan  pemikiran  demikian  maka  sistem  kepartaian  dan  pemilihan  umum 
hanyalah  alat  dan  sarana  untuk  mewujudkan  pembangunan.  Oleh  karena  itu 
lembaga  kepartaian  seyogyanya  dituangkan  dalam  sistem  terbuka,  mengatasi 
pengkotakan  dan  jumlahnya  yang  demikian  banyak,  serta  ditujukan  kepada 
usaha  bersama  mewujudkan  pembangunan. 

Sesungguhnya  apa  yang  dinamakan  orientasi  kepada  program  kesejah- 
teraan adalah  satu  konsekuensi  yang  rasional  praktis  dari  pengertian  dasar 
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politik  baru  yang  "human  development  oriented."  Politik  yang  mengarah 
kepada  pembangunan  ini  berarti  usaha-usaha  menciptakan  kondisi-kondisi 
spiritual,  sosial,  ekonomis,  yuridis  dan  kultural  yang  memungkinkan  setiap 
warga  negara  bersama  dengan  sesamanya  mengembangkan  kemanusiaannya. 
Terwujudnya  kondisi-kondisi  tersebut  tidak  ditentukan  oleh  ideologi-ideologi 
golongan  atau  agama,  melainkan  oleh  moral  yang  baik,  oleh  program,  oleh 
skill  dan  technical  know-how.  Moral  yang  baik  itu  tiada  lain  adalah  moral 
yang  bersumber  dari  Pancasila,  baik  berupa  moral  perseorangan  setiap  warga 
negara,  maupun  berupa  moral  bangsa  dan  moral  negara. 


Tentang  Peranan  Agama 

Salah  satu  problematik  yang  dihadapi  pada  awal  Orde  Baru  (hingga  kini 
problematik  ini  pun  tampaknya  belum  berakhir)  adalah  peranan  agama  dalam 
pembaharuan  kehidupan  politik.  Hal  ini  berakar  pada  keinginan  sementara 
kelompok  Islam  untuk  menjadikan  agama  sebagai  dasar  pembaharuan  dan 
acuan  normatif  nasional.'  Dalam  hubungan  itu  kesimpulan  Seminar  Bandung 
merumuskan  peranan  agama  sebagai  berikut:  Titik  tolak  pemikiran  dan 
masalah  pembaharuan  politik  yang  telah  diuraikan  di  atas,  adalah  juga  titik 
tolak  bagi  peranan  agama  di  dalam  masyarakat.  Agama  diperuntukkan  bagi 
manusia,  maka  agama  harus  memungkinkan  setiap  manusia  ini  bersama 
dengan  sesamanya  mengembangkan  kehidupan  kemanusiaannya  selaras  de- 
ngan martabat  manusia.  Jadi  kriteria  peranan  agama  di  dalam  perkembangan 
masyarakat  terletak  pada  soal  apakah  agama  dengan  pelaksanaan  ajarannya 
dapat  mengembangkan  kehidupan  setiap  manusia  ini  sesuai  dengan  martabat 
kemanusiaannya  bersama  dengan  sesamanya. 

Sesungguhnya  struktur  sosial  politik  lama  .di  Indonesia  telah  men- 
jerumuskan  agama-agama  kepada  sesuatu  yang  justru  bertentangan  dengan 
hakikat  agama  itu  sendiri.  Dengan  pola  sosial  politik  lama  agama  tidak  dapat 
menjalankan  peranannya  secara  wajar,  terutama  bila  agama-agama  telah 
masuk  ke  dalam  struktur  sosial  politik  yang  mengandung  kontradiksi  dan 
perpecahan,  baik  dalam  kehidupan  manusia  itu  sendiri  maupun  dalam 
kehidupannya  bersama  dengan  sesamanya.  Maka  pembaharuan  pola  sosial 
politik  lama  menjadi  perwujudan  pola  sosial  politik  baru  seperti  diuraikan  di 


'Masalah  ini  telah  menjadi  bahan  perdcl'aian  scru  dalam  Sidang  BPUPKl,  teiapi  secara  for- 
mal iclah  berakhir  dengan  disahkannya  Pembukaan  dan  Batang  Tiibiili  UUD  1945  pada  tanggal 
18  Agiisius  1945.  Kcnuidian  hcrkcmbang  lagi  dalam  Sidang-sidang  Konsiituante  yang  dimulai 
pada  langgal  10  Nopcmbcr  1956,  dan  berakhir  dengan  Dekril  Presiden  5  .hili  1959.  Dalam  per- 
kembangan Orde  Baru  persoalan  ini  pun  lerungkap  kembali,  antara  lain  dalam  Sidang-sidang 
MPR(S)  sejak  lahun  1967  dan  dalam  penibaliasan  RUU.  misalnya  RUU  Tentang  Perkawinan 
pada  lahun  1973;  maupun  dalam  benuik  gerakan  eksirem  lainnya. 
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atas,  juga  merupakan  tuntutan  dari  agama  untuk  menjalankan  peranannya  di 
dalam  masyarakat  secara  wajar. 

Pembaharuan  Politik  Bersifat  Evolutif 

Pengertian  politik  senantiasa  berkorelasi  dengan  pengertian  negara  dan 
masyarakat.  Politik  adalah  cara  negara  merealisasikan  diri,  cara  negara  men- 
capai  tujuannya.  Konsep  negara  sebagai  suatu  lembaga  kekuasaan  membawa 
korelasi  kepada  kekuasaan  politik.  Konsep  negara  sejahtera  membawa 
korelasi  pengertian  politik  sebagai  usaha  untuk  mewujudkan  kesejahteraan 
sosial  bagi  seluruh  masyarakat.  Dengan  demikian  maka  pembaharuan  politik 
Orde  Baru,  yaitu  pembaharuan  politik  menurut  Pancasila  dan  UUD  1945, 
harus  dipecahkan  berdasarkan  pola  pengertian  negara  dan  masyarakat 
menurut  Pancasila  dan  UUD  1945. 

Pembaharuan  politik  sesuai  dengan  tuntutan  dan  ketentuan  Pancasila  dan 
UUD  1945  merupakan  masalah  kompleks,  menyangkut  seluruh  segi  kehi- 
dupan  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Menyadari  masalah  yang  tidak  se- 
derhana  dan  tidak  mudah  ini,  Presiden  Soeharto  menegaskan  bahwa  pem- 
bangunan  politik,  pembangunan  demokrasi  dan  pembangunan  kehidupan 
konstitusional  tidak  dapat  sekali  jadi.  Pembangunan  politik  merupakan 
bagian  yang  sangat  sulit  dari  keseluruhan  pembangunan  bangsa!"  Oleh  karena 
itu  dipilihlah  strategi  untuk  merampungkan  proses  pembaharuan  politik  ini 
secara  bertahap,  secara  evolutif.  Pembaharuan  politik  yang  bersifat  evolutif 
ini  merupakan  salah  satu  esensi  dari  pembaharuan  politik  Orde  Baru. 

Dengan  jalan  evolusi  -  tahap  demi  tahap,  Pemerintah  Orde  Baru  dengan 
keieguhan  hati  menata  struktur  dan  kultur  politik  nasional  berdasarkan  Pan- 
casila dan  UUD  1945.  Penataan  yang  dilakukan  bertahap  itu  menunjukkan 
perkembangan  sebagai  berikut:  Sejak  tahun  1966  hingga  tahun  1968  perhatian 
lebih  diutamakan  pada  aspek  struktur  tanpa  mengabaikan  aspek  kultur. 
Selanjutnya  sejak  tahun  1978  hingga  kini  tampaknya  perhatian  lebih 
diutamakan  pada  aspek  kultur,  tanpa  mengabaikan  aspek  struktur.  Diharap- 
kan  pada  akhir  Pelita  IV  nanti  pembangunan  komponen  struktur  dan  kultur 
telah  rampung,  sehingga  terciptalah  kerangka  landasan  di  bidang  politik  bagi 
bangsa  Indonesia  untuk  tumbuh  dan  berkembang  terus.^ 

Prioritas  pada  aspek  struktur  adalah  pelurusan  kembali  tertib  konstitu- 
sional berdasarkan  Pancasila.  Hal  ini  dimulai  dengan  Sidang  Umum  MPRS 

'Lihat  Pidato  Kenegaraan  Presiden  Soeharto,  tanggal  16  Agusius  1980. 

^Lihat  hasil-hasil  Sidang  Umum  (SU)  MPRS/1966,  Sidang  Istimcwa  MPRS/1967,  SU- 
MPRS/1968,  SU-MPR/1973,  SU-MPR/i978  dan  SU-lVIPR/1983.  Liiial  juga  Aii  Mocrlopo, 
Si raicfii  PenilninfuiiHin  Nasional,  CSIS,  September  1981. 
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1966,  hasil-hasilnya  semakin  dimantapkan  dalam  Sidang  Istimewa  MPRS 
1967  dan  Sidang  Umum  MPRS  1968.  Sidang-sidang  Umum  MPR  kemudian  me- 
rupakan  pengembangan  lebih  lanjut.  Selanjutnya  lembaga-lembaga  negara: 
Presiden,  DPR,  BPK,  DPA  dan  MA  telah  dikembalikan  pada  kedudukan, 
fungsi  dan  aturan  permainan  sesuai  dengan  UUD  1945.  Dengan  berfungsinya 
DPR  ini  maka  pelaksanaan  pembangunan  yang  tertuang  dalam  APBN,  sesuai 
dengan  perintah  konstitusional  selalu  ditetapkan  dalam  bentuk  undang- 
undang.  Praktek  konstitusi  juga  semakin  diperkaya  dengan  konvensi-konvensi 
ketatanegaraan,  di  antaranya  adalah  Pidato  Kenegaraan  Presiden  pada  setiap 
tanggal  16  Agustus. 

Sejak  tahun  1971  mulai  diselenggarakan  pemilihan  umum  secara  berkala 
setiap  lima  tahun.  Sementara  itu  partai-partai  politik  telah  mengalami  proses 
penyederhanaan,  baik  karena  kesadaran  mereka  sendiri  maupun  karena 
didorong  oleh  anjuran  pemerintah  dan  masyarakat  umum  serta  hasil 
pemilihan  umum  1971.  Kini  hanya  terdapat  dua  partai  politik  dan  satu 
Golongan  Karya.  Organisasi-organisasi  masyarakat  juga  mulai  ditata  ber- 
dasarkan  pengelompokan  profesi  dan  fungsi.  Hal  ini  terlaksana  antara  lain 
dalam  penataan  organisasi  PGRI,  FBSI,  HKTI,  HNSI,  IDI,  Peradin,  KNPl, 
Kowani,  OSIS,  Pramuka  dan  AMPI.  Profesionalisasi  dan  fungsionalisasi 
ini  diharapkan  akan  menjadi  tulang  punggung  masyarakat  yang  membangun. 

Penyederhanaan  ini,  bagaimanapun  telah  mendorong  peningkatan  efisien- 
si  mekanisme  musyawarah  dalam  lembaga  perwakilan  dan  dalam  masyarakat 
pada  umumnya.  Kehidupan  demokrasi  tampak  semakin  sehat.  Dalam  Orde 
Baru  ini  diperbolehkan  perbedaan  pendapat  dan  dianjurkannya  kritik  dan 
koreksi,  tetapi  harus  disertai  dengan  tanggung  jawab  untuk  menyelamatkan 
pembangunan,  persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Kebebasan  dan  tanggung 
jawab  yang  merupakan  unsur-unsur  utama  manusia  merdeka,  bangsa  mer- 
deka,  inilah  yang  dibina  di  dalam  Orde  Baru.  Walaupun  demikian  bukan 
berarti  harus  berkembang  menjadi  oposisi.  Demokrasi  Pancasila  tidak  me- 
ngenal  adanya  golongan  oposisi,  melainkan  hanya  mengenal  musyawarah  un- 
tuk mupakat.  Demokrasi  Pancasila  bukan  ditentukan  oleh  "kemenangan 
jumlah  suara,"  bukan  ditentukan  oleh  paksaan  kekuatan,  melainkan  kebu- 
latan  mupakat  yang  dikedepankan  sebagai  hasil  hikmat  kebijaksanaan.  Oleh 
karena  itu  pula  Demokrasi  Pancasila  menolak  adanya  diktatur  mayoritas 
ataupun  diktatur  minoritas. 

Penataan  struklur  ini  masih  belum  selesai.  Pada  tataran  suprastruktur,  pe- 
nataan itu  relatif  berhasil.  Kini  dapat  dikatakan  bahwa  aparatur  negara  kita 
praktis  telah  bebas  dari  penyelewengan  ideologis  dan  dapat  melakukan  tugas- 
nya  dengan  tenang,  karena  tidak  terlibat  lagi  dalam  pertentangan  ideologi 
golongan  sempit.  Hal  mana  juga  tercermin  dalam  kestabilan  pemerintahan 
Orde  Baru.  Sedangkan  pada  tataran  infrastruktur,  tampaknya  penerimaan 
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ideologi  Pancasila,  masih  tetap  membuka  kemungkinan  bagi  pengembangan 
ideologi-ideologi  golongan.  Hal  ini  menyebabkan  kehidupan  politik  dalam 
masyarakat,  masih  tetap  ditandai  oleh  sikap  ambivalen  terhadap  Pancasila. 
Oleh  karena  itu  sambil  melanjutkan  penataan  struktur  politik,  juga  perlu 
digarap  kulturnya  yaitu:  ideologi  Pancasila. 

Sosialisasi  ideologi  Pancasila  sebenarnya  lelah  dimulai  sejak  awal  Orde 
Baru,  walaupun  dosis  perhatian  pada  bidang  ini  agak  kurang  menonjol  diban- 
dingkan  dengan  aspek  struktur.  Sosialisasi  ini  dilakukan  secara  serempak  ter- 
utania  melalui  media  pendidikan  (Pendidikan  Moral  Pancasila),  media  komu- 
nikasi  massa  dan  kegiatan  penerangan.  Akan  tetapi  penggarapan  yang 
dilakukan  secara  lebih  intensif  dan  ekstensif  baru  dimulai  sejak  tahun  1978 
dengan  keluarnya  Ketetapan  MPR-RI  No.  II/MPR/1978  Tentang  Pedoman 
Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila  (P4).  Presiden  ditugaskan  oleh  MPR 
untuk  melaksanakan  Ketetapan  itu,  sehingga  terwujudlah  kegiatan  penataran 
P4  yang  dilaksanakan  secara  teratur  dan  terus-menerus  pada  bcrbagai  lapisan 
masyarakat  dan  lembaga-lembaga  pemerintahan. 

Penataran  P4  merupakan  langkah  konkrit  untuk  meningkatkan  efektivitas 
penghayatan  dan  pengamalan  Pancasila,  sekaligus  meningkatkan  pendidikan 
politik  sehingga  rakyat  semakin  sadar  akan  hak  dan  kewajibannya  sebagai 
warga  negara.  Pelaksanaannya  dilakukan  dengan  cara  yang  bebas  dan  terarah 
kepada  pelaksanaan  P4,  UUD  1945  dan  GBHN.  Apabila  mekanisme  pelaksa- 
inaannya  disempurnakan  terus-menerus,  maka  segala  pikiran,  perasaan  dan 
ikritik  yang  berkembang  di  dalam  penataran-penataran  itu  dapat  tersalur 
:  secara  baik,  demi  semakin  meningkatnya  bobot  penghayatan  dan  pengamalan 
Pancasila.  Memang  belum  ada  tolok  ukur  yang  obyektif  untuk  menilai  dam- 
ipak  penataran  selama  ini.  Walaupun  demikian  Presiden  Soeharto  meyakinkan 
Ibahwa  terdapat  tarlda-tanda  yang  secara  umum  menunjukkan  Pancasila  telah 
imengakar  lebih  luas,  masyarakat  menjadi  lebih  sadar,  lebih  jujur  dan  lebih 
:yakin  terhadap  Pancasila.  Sangat  terasa  bahwa  Ketetapan  MPR  mengenai  P4 
I  telah  mendatangkan  perubahan-perubahan  besar  dalam  suasana  dan  sema- 
ingat  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  P4  ini  merupakan  babak  baru 
idalam  usaha  kita  semua  untuk  mewujudkan  dan  melestarikan  Pancasila.^ 

Akan  tetapi  hambatan-hambatan  masih  tetap  menghadang,  yang  sebenar- 
tnya  berakar  pada  sikap  ambivalen  sebagian  anggota  mayarakat  terhadap  Pan- 
'.casila.  Mereka  ini  pada  umumnya  tergolong  masyarakat  yang  sadar  politik 
cdan  sikapnya  terhadap  Pancasila  dapat  dikategorikan  menurut  pola-pola 
Iberikut:  Pertama,  ideologi  Pancasila  dianggap  sekedar  wadah  atau  alat  pemer- 
5satu,  karenanya  dapat  diisi  dengan  ideologi  golongan  yang  diinginkan.  Kedua, 


'Lihat  pidaio  pertanggungjawaban  Presiden  Soeharto  di  depan  Sidang  Umum  MPR-RI  tang- 
igai  1  Maret  1983. 
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ideologi  Pancasila  hanya  diterima  secara  taktis,  tetapi  secara  prinsipial  diang- 
gap  sebagai  ancaman  yang  harus  diganti  dengan  ideologi  golongannya  sendiri, 
bagaimanapun  caranya.  Yang  mengikuti  pola  pertama  dan  kedua  menghen- 
daki  supaya  ideologi  Pancasila  tetap  saja  seperti  sediakala,  kabur,  umum, 
tidak  jelas  dan  karenanya  tidak  berfungsi.  Sehingga  dengan  demikian  terbuka 
peluang  untuk  mengisinya  dan  sekaligus  menggantikannya.  Dalam  sejarah 
tampak  bahwa  kedua  pola  ini  hanya  mempunyai  perbedaan  gradual  yang 
taktis,  karena  secara  prinsipial  keduanya  tidak  menghendaki  Pancasila  men- 
jadi  ideologi  nasional,  bangsa  dan  negara  RI.^ 

Oleh  karena  itu  kini  pemerintah  mengambil  langkah-langkah  untuk  men- 
jadikan  Pancasila  satu-satunya  asas  bagi  setiap  organisasi  politik  maupun 
organisasi  masyarakat.  Dengan  demikian  hanya  Pancasila  yang  menjadi 
pedoman,  kriteria  dan  ukuran  bagi  setiap  warga  negara  dalam  kehidupan  ber- 
bangsa  dan  bernegara.  Keragaman  organisasi  tetap  dipelihara,  tetapi 
keragaman  dalam  program,  bukan  keragaman  dalam  asas  kebangsaan,  kema- 
syarakatan  dan  kenegara'an.  Dengan  keragaman  program,  masing-masing  or- 
ganisasi dapat  berbuat  lebih  efektif  bagi  rakyat.  Jadi  setiap  organisasi  menjadi 
terbuka  kepada  siapa  saja  yang  berminat  terhadap  program-program  yang  di- 
tawarkannya,  tanpa  pembedaan  agama,  golongan,  ras  ataupun  aUran  sempit 
lainnya,  sesuai  dengan  konsep  kebangsaan  yang  kita  anut. 

Berbagai  hal  itu  diharapkan  dapat  dicapai  dengan  diajukannya  paket  Lima 
RUU  pada  tanggal  23  Juni  1984  untuk  dibahas  di  DPR.^  Apabila  kelima  RUU 
itu  dapat  segera  disahkan  menjadi  Undang-Undang,  maka  terbukalah  suatu 
lembaran  sejarah  baru  dalam  pembangunan  politik  kita.  Yaitu  sejarah  baru 
dari  bagian  proses  pembaharuan  struktur  dan  kultur  politik  nasional  berda- 
sarkan  Pancasila.  Penataan  struktur  politik  yang  dituntaskan  serta  dengan 
pengembangan  kultur  politik  berdasarkan  Pancasila  yang  diterima  menjadi 
satu-satunya  asas  bagi  semua  organisasi  politik  maupun  kemasyarakatan. 
Dengan  demikian  dialektika  struktur  dan  kultur  politik  menemukan  keseim- 
bangan  baru,  suatu  sintesa.  Sintesa  yang  kreatif,  karena  kebhinnekaan  justru 
akan  dipacu  untuk  bersama-sama  mcmbangun  bangsa  dan  negara.  Bagi  kita 
demokrasi  bukan  oposisi,  melainkan  persatuan  dan  kebersamaan. 


'Lilial  Riirinus  Laluir,  "Masalah  Pedoman  Pcnghayatan  dan  Pengamalaii  Pancasila  (P4): 
Diunjau  dari  Scgi  Ma,syaiai<at,"  Ana/isu,  CSIS:  Taluin  X,  No.  II,  Nopember  1981,  hal.  965. 

^Pakcl  Lima  RUU  ilu  masing-masing  adalali:  RUU  Mengenai  Perubahan  Undang-Undang 
Tcnlang  Susunan  dan  Kedudukan  MPR,  DPR  dan  DPRD;  RUU  Tenlang  Pemililian  Umum; 
RUU  Tcntang  Parlai  Polilik  dan  Golongan  Karya;  RUU  Tenlang  Referendum  dan  RUU  Tcntang 
Organisasi  Keniasyarakaian. 
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PENUTUP 

Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas  bagi  tiap  organisasi  politik  dan 
organisasi  kemasyarakatan  merupakan  bagian  dari  pembangunan  politik  yang 
sifatnya  kultural.  Politik  adalah  bagian  dari  kebudayaan  dan  kita  semua 
adalah  bagian  dari  satu  bangsa,  satu  tanah  air,  satu  bahasa  dan  satu 
kebudayaan.  Dengan  demikian  pembangunan  politik  ini  memang  merupakan 
proses  sejarah  yang  tetap  menjamin  kontinuitas  dan  konsistensi  cita-cita  per- 
juangan  bangsa.  Cita-cita  perjuangan  yang  telah  dikumandangkan  melalui 
Sumpah  Pemuda  1928,  kemudian  memperoleh  bentuknya  di  dalam  Pro- 
klamasi  Kemerdekaan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pan- 
casila pada  tanggal  17  Agustus  1945,  kini  Orde  Baru  berjuang  mengisi  cita-cita 
kemerdekaan  mewujudkan  Negara  Pancasila,  membangun  masyarakat 
Pancasila. 

Dengan  Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas,  Orde  Baru  dapat 
merampungkan  proses  kerangka  landasan  penataan  struktur  maupun  kultur 
politik  nasional.  Sebab  asas  tunggal  inilah  yang  dapat  menjamin  pertumbuhan 
struktur  dan  kultur  politik  menjadi  sehat  dan  kuat.  Dengan  asas  tunggal  itu, 
setiap  warga  negara,  setiap  organisasi  akan  berbicara  dalam  kerangka  acuan 
yang  sama,  sehingga  komunikasi  dan  ko-operasi  yang  sesungguhnya  dapat  ter- 
jadi.  Walaupun  demikian  bukan  berarti  kebhinnekaan  dalam  masyarakat  kita 
dimatikan.  Kebhinnekaan  tetap  dijamin  sejauh  kebhinnekaan  itu  tidak  meru- 
sak  ketunggalikaan.^  Maka  determinisme  kebhinnekaan  yang  berdasarkan 
pada  ideologi  golongan,  agama,  suku  ataupun  ras,  harus  ditanggalkan,  karena 
telah  terbukti  senantiasa  merongrong  ketunggalikaan,  memecah-belah  persa- 
tuan  dan  kesatuan  bangsa,  serta  terlepas  dari  Pancasila.  Dalam  kerangka 
acuan  itu  serta  dengan  pendekatan  integralistik  masyarakat  didorong  untuk 
mewujudkan  kebhinnekaan  di  dalam  program,  berdasarkan  profesi  dan 
fungsi  masing-masing  organisasi,  kebhinnekaan  yang  ditumbuhkan  untuk 
membangun  dan  memperkaya  masyarakat  Indonesia:  masyarakat  Pancasila. 

Sudah  jelas,  bahwa  tuntutan  masa  sekarang  ini  adalah  pengelompokan 
setiap  kekuatan  sosial  dalam  masyarakat  ke  dalam  pengelompokan  profesi 
dan  fungsi.  Untuk  masa  kini  profesionalisasi  dan  fungsionalisasi  adalah 
jawaban  yang  paling  tepat  dan  merupakan  manifestasi  tanggung  jawab  ang- 
gota  masyarakat  yang  sadar  akan  partisipasinya  dalam  pembangunan 

'Aspck  kebhinnekaan  hanya  bcrlaku  bagi  yang  bersangkutan  saja,  dan  lidak  dapal  dilerapkan 
di  luar  iiu,  misainya  saja  agama.  Organisasi  kemasyarakatan  yang  dibcniuk  alas  dasar  pcrsamaan 
agama  dimungkinkan.  Tctapi  keagamaan  ilu  hanya  bcrlaku  bagi  pcnganut  dalam  organisasi 
icrscbui,  sehingga  tidak  dapat  dilerapkan  kc  luar,  sebagai  asas  kebangsaan,  kenegaraan,  kema- 
syarakatan uniuk  seluruh  warga  negara  dan  segcnap  bangsa.  Kalau  kontcksnya  adalah  selunih 
bangsa,  maka  ketunggalikaan  yang  menjamin  kebhinnekaan  iiu  adalah  Pancasila. 
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masyarakat.  Akan  tetapi  bukan  protcsionalisasi  dan  fungsionalisasi  yang 
terkurung  dan  mengurung  diri  dalam  kesempitan-kesempitan  profesi  dan 
fungsi  masing-masing,  melainkan  kelompok-kelompok  profesi  dan  fungsi 
yang  senantiasa  terbuka  untuk  mengadakan  dialog-dialog  serius,  sehingga 
dapat  saling  mengisi  dan  memudahkan  mencari  pemecahan  masalah  bangsa 
dan  negara  secara  bersama-sama.  Melalui  wadah-wadah  ini  kegiatan  dan 
potensi  besar  yang  ada  pada  masyarakat  tidak  akan  tersia-siakan,  tidak  akan 
dibuang  percuma,  dan  dalam  perkembangan  sejarah  bangsa  dan  negara  akan 
tercatat  sebagai  tindakan  yang  benar-benar  didasarkan  atas  tanggung  jawab. 

Inilah  kekuatan-kekuatan  sosial  yang  perlu  ditumbuhkan  dalam  seluruh 
lapisan  masyarakat  bangsa.  Yaitu  kekuatan-kekuatan  yang  selalu  terbuka  un- 
tuk bersatu,  terbuka  untuk  maju,  terbuka  untuk  pembaharuan,  terbuka  untuk 
kerja  dan  pembangunan.^  Kekuatan-kekuatan  sosial  yang  titik  pangkal  dan  tu- 
juannya  adalah  perkembangan  dan  pembangunan  sejarah  bangsa  dan  negara 
kita.  Kekuatan-kekuatan  sosial  yang  mampu  mengembangkan  negara  bangsa 
dengan  pembangunan-pembangunan  sebagai  pengamalan  Pancasila.  Melalui 
pcnataan  organisasi-organisasi  kemasyarakatan  scpcrti  ini,  maka  setiap  warga 
negara,  setiap  manusia  Indonesia  dapat  mengembangkan  hidupnya  bersama 
dengan  semua  sesamanya,  tanpa  hambatan  ketertutupan  dan  kepicikan. 
Melalui  penataan  seperti  ini,  dialektika  struktur  dan  kultur  politik  Indonesia 
menemukan  momentum  baru,  yaitu  dinamika  dan  keseimbangan  baru.  De- 
ngan demikian  dapat  diharapkan  pada  akhir  Pelita  IV  nanti,  terciptanya 
kerangka  landasan  di  bidang  politik  bagi  seluruh  bangsa  Indonesia  untuk 
dapat  tinggal  landas,  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan 
Pancasila. 


Uiiluk  ini  Golkar  lcl;\li  daii  akan  mciuinaikaii  lugas  sejarah  yaiip  aniai  pciiiiiig. 
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